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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan
karunia-Nya sehingga buku berjudul Strategi Pengembangan
Kosmetik Halal Indonesia ini dapat disusun dan diselesaikan.
Buku ini hadir sebagai respons atas dinamika perkembangan
industri halal global yang semakin pesat, khususnya pada sektor
kosmetik, serta tantangan struktural yang masih dihadapi
Indonesia dalam memperkuat daya saing industri kosmetik halal
secara berkelanjutan.

Industri kosmetik halal tidak lagi dipandang semata
sebagai pemenuhan kebutuhan religius, tetapi telah berkembang
menjadi bagian integral dari gaya hidup halal global yang
menuntut jaminan kehalalan, keamanan, dan efektivitas produk
secara simultan. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan
populasi Muslim terbesar di dunia masih menghadapi berbagai
permasalahan mendasar, seperti lemahnya integrasi kehalalan
dalam proses produksi, keterbatasan riset bahan baku halal, serta
ketergantungan terhadap bahan baku impor yang belum
sepenuhnya terverifikasi kehalalannya. Kondisi ini menunjukkan
perlunya pendekatan strategis yang komprehensif dan berbasis
kebijakan untuk memperkuat ekosistem industri kosmetik halal
nasional. buku ini menawarkan kebaruan melalui integrasi analisis
multi-aktor dan penerjemahan nilai-nilai Maqasid al-Syatibi ke
dalam model implementatif pengembangan industri kosmetik
halal.

Secara sistematis, buku ini terdiri dari enam bab terdiri dari

BAB I Industri Kosmetik Halal dalam Konteks Nasional, BAB II
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Konseptual Pengembangan Kosmetik Halal, BAB III  Perilaku
Konsumen, BAB IV Perkembangan Penelitian Produk Kosmetik
Halal, BABV Pemetaan Masalah Utama Industri Kosmetik Halal
Indonesia, BAB VI Solusi dan Strategi Pengembangan Kosmetik
Halal Indonesia , BAB VII Model Strategis dan Peta Jalan Industri
Kosmetik Halal Nasional

Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi
nyata bagi pengembangan keilmuan, perumusan kebijakan publik,
serta praktik industri kosmetik halal di Indonesia.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini masih
memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan kajian di masa
mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan
menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Indonesia

sebagai pusat industri kosmetik halal yang berdaya saing global.

Medan, Januari 2026

Penulis :
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Prof. Dr. Andri Soemitra, M.A

Dr. Tuti Anggraini, M.A

Prof. Dr. Muhammad Ramadhan, M.A
Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, M.A
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KATA PENGANTAR EDITORIAL

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya, sehingga buku berjudul Strategi Pengembangan
Kosmetik Halal Indonesia ini dapat disusun dan dipersiapkan
untuk diterbitkan. Buku ini merupakan kontribusi ilmiah yang
penting dalam memperkaya khazanah keilmuan, khususnya di
bidang ekonomi syariah dan pengembangan industri halal di
Indonesia.

Industri kosmetik halal saat ini menjadi salah satu sektor
strategis yang berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya produk yang aman, berkualitas,
dan sesuai dengan prinsip syariah. Indonesia, sebagai negara
dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi besar untuk
menjadi pusat pengembangan industri kosmetik halal.

Buku ini menyajikan pembahasan yang komprehensif dan
sistematis mengenai strategi pengembangan kosmetik halal di
Indonesia. Para penulis menguraikan berbagai aspek penting, mulai
dari landasan konseptual dan regulasi, sertifikasi halal, penguatan
rantai pasok, inovasi produk, hingga tantangan dan peluang yang
dihadapi dalam pengembangan industri kosmetik halal.
Pendekatan akademik yang digunakan dalam buku ini disusun
dengan memperhatikan kondisi aktual serta dinamika industri
halal di Indonesia.

Sebagai editor, kami menilai bahwa buku ini memiliki nilai
akademik dan praktis yang tinggi. Oleh karena itu, buku ini
diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen,
peneliti, praktisi industri, serta pengambil kebijakan dalam
memahami dan mengembangkan industri kosmetik halal secara
berkelanjutan. Kehadiran buku ini juga diharapkan dapat
mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran strategis yang
konstruktif dalam memperkuat ekosistem industri halal nasional.

Editorial

Dr. Muhammad Rizal, SE., M.Si., Ak., CMA
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BAB I
INDUSTRI KOSMETIK HALAL DALAM
KONTEKS NASIONAL

1.1 Latar Belakang Pengembangan Kosmetik Halal

Pertumbuhan industri kosmetik halal dapat dipandang
sebagai refleksi dari perubahan pola konsumen yang semakin
meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan dan kehalalan produk
yang  digunakan(Widyaningrum, 2019). Seiring dengan
meningkatnya tingkat pendidikan dan akses informasi, konsumen
modern cenderung lebih selektif dalam memilih produk
kecantikan(Prasasti & Ekawaty, 2022). Hal ini memberikan peluang
bagi industri kosmetik halal untuk berkembang, karena produk-
produk ini menawarkan jaminan bahwa bahan-bahan yang
digunakan dan proses produksi yang diterapkan sesuai dengan
prinsip-prinsip kehalalan.

Keberhasilan pertumbuhan ini juga dapat dikaitkan
dengan semakin banyaknya lembaga sertifikasi halal yang
mendukung industri kosmetik(Islam et al., 2024). Sertifikasi halal
memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk
tersebut memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh otoritas
keagamaan(Jalil, 2022). Dalam konteks ini, banyak produsen
kosmetik yang secara aktif berusaha untuk memperoleh sertifikasi
halal guna memperluas pangsa pasar mereka dan menarik

konsumen yang peduli dengan kehalalan.



Selain itu, peran media sosial dan platform daring juga
berkontribusi  signifikan dalam mempromosikan kosmetik
halal(Khibran, 2019). Konsumen kini lebih mudah mendapatkan
informasi tentang bahan-bahan yang digunakan dalam produk,
serta memahami proses produksi yang diterapkan oleh
produsen(Indarti et al., 2020). Ini menciptakan transparansi yang
lebih besar dalam industri kosmetik, dan konsumen yang
terhubung secara digital dapat dengan cepat berbagi pengalaman
dan ulasan produk, memengaruhi pilihan konsumen lainnya.

Dengan melibatkan prinsip-prinsip kehalalan dalam
industri kosmetik, ini juga menciptakan peluang untuk memasuki
pasar global (Sugianto et al., 2022). Pasar produk kecantikan halal
tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga
menarik perhatian konsumen non-Muslim yang mencari produk
yang dihasilkan dengan etika produksi yang lebih baik. Dengan
demikian, pertumbuhan industri kosmetik halal bukan hanya
mencerminkan tren konsumen lokal, tetapi juga fenomena global
yang dapat membuka pintu bagi ekspansi lebih lanjut di pasar
internasional.

Fenomena sosial terkait pilihan konsumen terhadap
produk kosmetik halal dalam negeri masih menjadi topik yang
menarik untuk dibahas. Di Indonesia, yang mayoritas
penduduknya beragama Islam, permintaan akan produk kosmetik
halal terus meningkat(Nasution & Rossanty, 2018). Namun, fakta di
lapangan menunjukkan bahwa produk kosmetik halal dalam negeri
belum menjadi pilihan utama konsumen. Kondisi ini memerlukan
penelusuran lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang

mempengaruhi preferensi konsumen terhadap produk kosmetik.
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Berdasarkan data terbaru tahun 2024, pasar kosmetik halal
di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Menurut laporan
dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai pasar kosmetik halal di
Indonesia diperkirakan mencapai USD 4 miliar pada tahun 2024,
dengan pertumbuhan tahunan sebesar 13% (Statistik, 2024).
Meskipun demikian, produk kosmetik lokal masih kalah bersaing
dengan produk kosmetik asing yang juga mengklaim sertifikasi
halal. Data dari Asosiasi Kosmetik Halal Indonesia (AKHI)
menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% konsumen yang memilih
produk kosmetik halal lokal, sedangkan 65% lebih memilih produk
kosmetik halal asing(A. K. H. Indonesia, 2024).

Konsumen Indonesia cenderung memiliki persepsi bahwa
produk kosmetik asing lebih berkualitas dibandingkan dengan
produk lokal. Hal ini diperkuat oleh hasil survei yang dilakukan
oleh Nielsen pada tahun 2024, di mana 70% responden menganggap
bahwa produk kosmetik asing memiliki formula yang lebih canggih
dan lebih efektif. Sementara itu, hanya 30% yang percaya bahwa
produk lokal memiliki kualitas yang setara dengan produk
asing(Nielsen, 2024).

Kepercayaan konsumen terhadap produk kosmetik asing
juga didorong oleh faktor branding dan pemasaran yang agresif.
Brand-brand kosmetik asing seperti L'Oreal, Maybelline, dan Estee
Lauder memiliki strategi pemasaran yang kuat dan mampu
menciptakan citra premium di mata konsumen(McKinsey, 2024).
Sebaliknya, brand kosmetik lokal masih menghadapi tantangan
dalam membangun branding yang kuat dan memenangkan
kepercayaan konsumen. Data dari Euromonitor International

menunjukkan bahwa anggaran pemasaran produk kosmetik asing
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di Indonesia mencapai USD 150 juta per tahun, jauh lebih besar
dibandingkan anggaran pemasaran produk lokal yang hanya
sekitar USD 50 juta(Internasional, 2024).

Keterbatasan dalam inovasi dan pengembangan produk
juga menjadi kendala bagi produk kosmetik lokal. Industri
kosmetik asing memiliki akses yang lebih luas terhadap penelitian
dan pengembangan teknologi, sehingga mampu menghasilkan
produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan tren global.
Sementara itu, industri kosmetik lokal masih tergantung pada
bahan baku dan teknologi yang terbatas. Laporan dari Kementerian
Perindustrian menyebutkan bahwa hanya sekitar 25% produsen
kosmetik lokal yang memiliki fasilitas penelitian dan
pengembangan yang memadai(Perindustrian, 2024).

Harga juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi
pilihan konsumen. Meskipun produk kosmetik lokal umumnya
lebih terjangkau, banyak konsumen yang lebih memilih produk
kosmetik asing meskipun harganya lebih mahal. Hal ini terkait
dengan persepsi bahwa harga yang lebih tinggi mencerminkan
kualitas yang lebih baik. Data dari survei PricewaterhouseCoopers
(PwC) tahun 2024 menunjukkan bahwa 60% konsumen bersedia
membayar lebih untuk produk kosmetik asing karena percaya
bahwa produk tersebut lebih berkualitas(PricewaterhouseCoopers,
2024).

Dukungan dari pemerintah dan regulasi terkait juga
mempengaruhi perkembangan industri kosmetik halal lokal.
Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan
untuk mendorong industri kosmetik halal, implementasi kebijakan

tersebut masih perlu ditingkatkan. Misalnya, proses sertifikasi halal
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yang masih dianggap rumit dan memakan waktu menjadi salah
satu hambatan bagi produsen lokal. Data dari Majelis Ulama
Indonesia (MUI) menunjukkan bahwa dari sekitar 8 produsen
kosmetik di Indonesia, hanya 40% yang telah memiliki sertifikasi
halal(M. U. Indonesia, 2024).

Untuk meningkatkan daya saing produk kosmetik halal
lokal, perlu dilakukan berbagai upaya strategis. Di antaranya
adalah peningkatan inovasi dan pengembangan produk, penguatan
branding dan pemasaran, serta penyederhanaan proses sertifikasi
halal. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan
akademisi dalam penelitian dan pengembangan produk kosmetik
juga sangat diperlukan. Dengan langkah-langkah tersebut,
diharapkan produk kosmetik halal dalam negeri dapat lebih
bersaing dan menjadi pilihan utama konsumen di pasar domestik.

Indonesia memiliki ambisi besar untuk menjadi pusat halal
dunia, termasuk dalam industri makanan, minuman, dan kosmetik.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,
Indonesia melihat peluang besar dalam mengembangkan produk-
produk halal yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik
tetapi juga merambah pasar global. Upaya ini sejalan dengan
strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi syariah dan

meningkatkan daya saing industri halal dalam negeri.

1.2 Permasalahan Industri Kosmetik Halal di

Indonesia
Pada tahun 2024, Indonesia menargetkan peningkatan
kontribusi industri halal terhadap PDB nasional. Menurut laporan

Bank Indonesia, sektor halal di Indonesia diproyeksikan tumbuh
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sebesar 5,3% per tahun, dengan nilai pasar mencapai USD 3 miliar
pada tahun 2024(B. Indonesia, 2024). Produk kosmetik halal
merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya ini, mengingat
permintaan yang terus meningkat baik di dalam negeri maupun di
pasar internasional. Kementerian Perindustrian mencatat bahwa
sektor kosmetik halal tumbuh sekitar 15% per tahun, menunjukkan
potensi besar untuk terus berkembang.

Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH) menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah
sertifikasi halal yang diterbitkan untuk produk kosmetik. Pada
tahun 2023, tercatat lebih dari 5 produsen kosmetik yang telah
memperoleh sertifikasi halal, meningkat 25% dibandingkan tahun
sebelumnya. Pemerintah terus mendorong peningkatan jumlah ini
melalui penyederhanaan proses sertifikasi dan peningkatan
kesadaran tentang pentingnya produk halal di kalangan produsen
dan konsumen(Halal, 2024).

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal
persaingan dengan produk kosmetik asing. Meskipun produk lokal
memiliki sertifikasi halal, banyak konsumen yang masih lebih
memilih produk kosmetik asing karena persepsi kualitas yang lebih
tinggi. Sebuah survei dari McKinsey tahun 2024 menunjukkan
bahwa 60% konsumen di Indonesia lebih mempercayai produk
kosmetik asing meskipun telah ada produk lokal yang bersertifikat
halal dan terjangkau(McKinsey, 2024). Hal ini menunjukkan
perlunya peningkatan kualitas dan inovasi pada produk kosmetik
lokal untuk dapat bersaing di pasar.

Pemerintah Indonesia juga telah menjalin kerjasama

dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk
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memperkuat posisinya sebagai pusat halal dunia. Misalnya,
kerjasama dengan Malaysia melalui Malaysia External Trade
Development Corporation (MATRADE) dalam bidang penelitian dan
pengembangan produk halal, serta promosi bersama di pasar
global. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing
produk halal Indonesia, termasuk kosmetik, di kancah
internasional(Corporation, 2024).

Upaya promosi besar-besaran melalui pameran dan expo
produk halal juga menjadi strategi penting. Pada tahun 2024,
Indonesia Halal Expo (INDHEX) kembali digelar dengan partisipasi
lebih dari 3 perusahaan dari 30 negara(Perindustrian, 2024). Acara
ini tidak hanya menampilkan produk makanan dan minuman halal,
tetapi juga produk kosmetik dan fashion, memperlihatkan
keberagaman industri halal di Indonesia. Kegiatan semacam ini
diharapkan dapat meningkatkan eksposur produk kosmetik halal
Indonesia dan menarik minat pasar internasional.

Dukungan teknologi dan inovasi juga menjadi kunci
penting dalam upaya ini. Pemerintah mendorong penggunaan
teknologi terbaru dalam produksi kosmetik halal untuk
meningkatkan efisiensi dan kualitas produk(Saleh et al., 2020).
Penggunaan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan juga
menjadi tren yang terus didorong, mengingat semakin tingginya
kesadaran = konsumen  terhadap  produk-produk  yang
berkelanjutan(Nugroho et al., 2022). Inovasi dalam kemasan dan
pemasaran digital juga dianggap sebagai faktor penting untuk
menjangkau lebih banyak konsumen, terutama generasi muda yang

lebih melek teknologi(Atikaputri, 2023).



Selain itu, pasar kosmetik halal dalam negeri saat ini
didominasi oleh beberapa pemain utama, baik dari brand lokal
maupun internasional. Beberapa brand lokal yang cukup dikenal di
pasar kosmetik halal adalah Wardah, Zoya, dan Safi. Merek-merek
ini telah berhasil menarik perhatian konsumen Muslim dengan
menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip halal dan
berkualitas(Ardelia, 2019; Risqi, 2023; Sodiq, n.d.). Namun,
meskipun ada beberapa merek lokal yang menonjol, pasar ini masih
menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk
meningkatkan dominasi produk kosmetik halal dalam negeri.

Salah satu masalah utama adalah persepsi kualitas. Banyak
konsumen masih merasa bahwa produk kosmetik lokal kalah
bersaing dalam hal kualitas dibandingkan produk kosmetik asing.
Hal ini diperkuat oleh hasil survei Nielsen pada tahun 2024 yang
menunjukkan bahwa 70% konsumen Indonesia lebih mempercayai
produk kosmetik asing karena dianggap memiliki formula yang
lebih canggih dan efektif(Nielsen, 2024). Meskipun brand lokal
seperti Wardah telah berusaha untuk meningkatkan kualitas
produknya, tantangan ini tetap signifikan.

Pada tingkat internal, salah satu masalah utama yang
dihadapi produsen kosmetik halal di Indonesia adalah keterbatasan
pengetahuan tentang pasar dan konsumen. Banyak pelaku usaha
belum memahami dengan mendalam preferensi konsumen Muslim
baik di dalam negeri maupun pasar internasional —sehingga riset
pasar dan data konsumen masih minim. Hal ini menyebabkan
pengembangan produk kurang berbasis kebutuhan nyata pasar dan
menghambat upaya diferensiasi produk yang kompetitif (Qoni’ah,
2022).



Masalah lain yang tak kalah penting adalah rendahnya
tingkat inovasi dalam produk kosmetik halal. Banyak produsen
masih bergantung pada bahan baku impor dan minim melakukan
investasi dalam penelitian serta pengembangan teknologi baru.
Kondisi ini menjadikan produk kosmetik halal Indonesia sulit
bersaing di pasar global karena inovasi yang dihasilkan masih
terbatas, sementara konsumen internasional semakin menuntut
produk dengan kualitas tinggi, aman, dan berbasis teknologi terkini
(Fathoni & Syahputri, 2020).

Dinamika eksternal juga menambah tantangan bagi
industri kosmetik halal. Meski Indonesia memiliki populasi Muslim
terbesar di dunia dan potensi pangsa pasar halal global yang
diperkirakan mencapai US$1,3 triliun pada 2025, kontribusi
kosmetik halal terhadap ekspor nasional masih relatif kecil
(Literasikini, 2025). Hal ini mencerminkan hambatan dalam
distribusi, branding, dan penetrasi pasar global. Bahkan, ekspor
kosmetik Indonesia baru menempati peringkat ke-38 dunia, jauh
dari posisi ideal untuk negara dengan potensi konsumen Muslim
yang besar (Qoni'ah, 2022).

Kompleksitas regulasi dan sertifikasi juga menjadi faktor
penghambat signifikan. Sejak diberlakukannya Peraturan
Pemerintah No. 39 Tahun 2021 dan kewajiban sertifikasi halal pada
2026, banyak UMKM kesulitan menyesuaikan diri karena tingginya
biaya dan rumitnya prosedur (Astiwara, 2025). Perbedaan standar
halal antarnegara semakin memperumit upaya ekspor, sebab belum
ada harmonisasi global yang memudahkan pengakuan sertifikat

halal Indonesia di luar negeri (Cattleyadf, 2025).



Berbagai hambatan tersebut menunjukkan adanya tarik-
menarik antara potensi besar dan tantangan nyata dalam
pengembangan kosmetik halal Indonesia. Keterbatasan riset pasar,
rendahnya inovasi, distribusi yang belum efektif, serta
kompleksitas sertifikasi memperlihatkan bahwa industri ini berada
dalam fase transisi yang penuh peluang dan risiko. Situasi ini
menjadi menarik untuk diteliti lebih jauh, baik dari sisi strategi
kebijakan, inovasi produk, maupun model bisnis yang dapat
menjembatani kesenjangan antara potensi pasar yang luas dan
realitas tantangan yang dihadapi pelaku usaha (LPH LPPOM,
2025).

Buku ini membahas pengembangan strategi baru yang
komprehensif untuk menjadikan produk kosmetik halal dalam
negeri sebagai pilihan utama, atau "Champion," bagi konsumen
domestik dan internasional. Strategi ini mencakup beberapa aspek
inovatif yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya. Pertama,
penelitian ini akan mengintegrasikan pendekatan teknologi
mutakhir dan inovasi produk untuk meningkatkan kualitas dan
daya saing kosmetik halal lokal. Pendekatan ini mencakup
penggunaan bahan baku alami yang ramah lingkungan, teknologi
produksi canggih, dan penelitian serta pengembangan yang intensif
untuk menciptakan produk yang tidak hanya halal tetapi juga
unggul dalam efektivitas dan keamanan. Dengan menekankan
pada inovasi dan kualitas tinggi, produk kosmetik halal lokal dapat
memenuhi dan bahkan melampaui standar internasional.

Selain itu, strategi pemasaran dan branding yang diusulkan
dalam penelitian ini juga menawarkan perspektif baru. Penelitian

ini akan mengkaji penggunaan strategi pemasaran digital yang

10



efektif, termasuk kampanye media sosial yang terfokus pada nilai-
nilai Islami dan penggunaan influencer Muslim yang memiliki
pengaruh besar di komunitas mereka. Selain itu, pendekatan
kolaboratif dengan komunitas internasional dan partisipasi dalam
pameran dan acara global akan membantu meningkatkan visibilitas
dan reputasi produk halal lokal di pasar internasional. Dengan
memadukan inovasi produk, strategi pemasaran digital yang
cerdas, dan kolaborasi internasional, penelitian ini bertujuan untuk
mengembangkan pendekatan holistik yang dapat membuat produk
kosmetik halal Indonesia menjadi pilihan utama di kalangan

konsumen domestik dan global.
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BAB II
KONSEPTUAL PENGEMBANGAN
KOSMETIK HALAL

2.1 Teori Keputusan

Teori keputusan adalah konsep yang menjelaskan proses
pengambilan keputusan berdasarkan pemilihan alternatif terbaik
dari beberapa alternatif yang ada, terutama dalam situasi yang
tidak pasti(Kolokoltsov & Malafeyev, 2020). Kegunaan utama teori
ini adalah membantu dalam memecahkan masalah dengan
menentukan tindakan yang harus dipilih melalui pemilihan
berbagai alternatif yang tersedia(Blossfeld & Prein, 2019; Chancer,
2023; Solomon, 2020). Dalam proses ini, setidaknya harus ada dua
alternatif yang diberikan, dan pengambil keputusan harus memilih
satu alternatif berdasarkan kriteria tertentu di antara alternatif
lainnya.

Teori keputusan membahas cara manusia memilih pilihan
di antara pilihan-pilihan yang tersedia secara acak untuk mencapai
tujuan yang diinginkan(Tresch, 2022). Setiap pengambilan
keputusan melibatkan pilihan yang bisa bersifat terbuka atau
tertutup. Individu yang bersifat terbuka tidak membatasi pilihan
dan sering menambahkan pilihan baru di luar pilihan yang sudah
ada. Sebaliknya, individu yang bersifat tertutup tidak menambah
pilihan yang ada(Barron, 2021; Samuelson et al., 2021; Zaid et al.,
2019). Di kehidupan nyata, kemungkinan pilihan terbuka lebih

sering terjadi dibandingkan pilihan tertutup.



Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti
(Decision Making Under Uncertainty) adalah suatu proses yang
menantang karena melibatkan situasi di mana pengambil
keputusan tidak mengetahui jumlah dan kemungkinan munculnya
kondisi tertentu(Barron, 2021; Martin et al., 2024; Wang et al., 2019).
Ketidakpastian ini dapat berasal dari berbagai faktor, seperti
perubahan pasar, perilaku konsumen yang tidak terduga, inovasi
teknologi, atau kondisi ekonomi global(Browning & Zupan, 2020;
Payne, 2020). Dalam situasi ini, pengambil keputusan tidak dapat
menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil
yang muncul. Mereka hanya mengetahui kemungkinan hasil suatu
tindakan tanpa mampu memprediksi probabilitas setiap hasil
tersebut secara akurat.

Dalam kondisi tidak pasti, pengambil keputusan sering kali
harus mengandalkan intuisi dan pengalaman mereka untuk
membuat keputusan(Winkler & Murphy, 2019). Keputusan yang
diambil mungkin didasarkan pada perkiraan, asumsi, dan
perkiraan yang mungkin tidak selalu akurat(Kumar & Sharma,
2021). Hal ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi
lebih rumit dan berisiko. Untuk mengurangi risiko yang terkait
dengan ketidakpastian, pengambil keputusan harus mencari cara
untuk meningkatkan jumlah dan kualitas informasi yang tersedia.
Ini dapat dilakukan melalui riset pasar, analisis data, dan
pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang relevan.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam
pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah dengan
menggunakan probabilitas subjektif(Yao et al., 2022). Probabilitas

subjektif adalah penilaian individu tentang kemungkinan
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terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengetahuan, pengalaman,
dan intuisi mereka(Payne, 2020). Meskipun tidak seakurat
probabilitas objektif yang didasarkan pada data historis,
probabilitas subjektif dapat memberikan panduan yang berharga
bagi pengambil keputusan(Halliday et al., 2021). Penggunaan
probabilitas subjektif juga memungkinkan pengambil keputusan
untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan pendapat yang
mungkin tidak tercermin dalam data kuantitatif.

Untuk lebih mengurangi tingkat ketidakpastian, pengambil
keputusan dapat melakukan riset atau penelitian tambahan. Ini bisa
melibatkan survei konsumen, studi pasar, analisis kompetitif, atau
konsultasi dengan ahli industri(Shrestha et al., 2021). Dengan
mengumpulkan lebih banyak informasi, pengambil keputusan
dapat membuat perkiraan yang lebih akurat tentang berbagai
kondisi yang mungkin muncul dan dampaknya terhadap
keputusan yang diambil. Selain itu, teknologi analitik dan big data
dapat digunakan untuk memproses dan menganalisis sejumlah
besar data, membantu pengambil keputusan mengidentifikasi pola
dan tren yang mungkin tidak terlihat secara langsung.

Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti juga
memerlukan fleksibilitas dan adaptabilitas(King & Kay, 2020).
Pengambil keputusan harus siap untuk menyesuaikan rencana dan
strategi mereka berdasarkan informasi baru yang muncul atau
perubahan kondisi pasar(Yoe, 2019). Kemampuan untuk
beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan adalah kunci untuk
mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian dan
memanfaatkan peluang yang muncul. Oleh karena itu, pengambil

keputusan harus terus memantau lingkungan eksternal dan
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internal, serta mengevaluasi dan merevisi keputusan mereka secara
berkala.

Langkah-langkah ~ dalam  pengambilan  keputusan
melibatkan beberapa tahapan, seperti mengidentifikasi dan
mendefinisikan persoalan yang timbul, mengidentifikasi berbagai
alternatif penyelesaian persoalan, serta mengeliminasi alternatif
yang tidak layak(Fridman et al., 2019). Setelah itu, mengidentifikasi
manfaat dan pengorbanan untuk setiap alternatif yang layak,
mengumpulkan data pendukung tentang biaya dan manfaat yang
relevan, serta memilih alternatif terbaik yang menghasilkan
manfaat terbesar dengan biaya terkecil(Marchau et al., 2019).

Informasi manajemen yang bermanfaat untuk pengambilan
keputusan harus memiliki tiga karakteristik penting, yaitu
diferensial, tepat waktu, dan teliti(Osswald, 2019). Informasi
diferensial harus dapat digunakan untuk mempertimbangkan
masalah-masalah khusus atau keputusan yang dihadapi
manajemen. Informasi tersebut juga harus disajikan tepat waktu,
agar tidak menjadi usang dan tetap bermanfaat(Al-Hchaimi et al.,
2022). Ketelitian informasi juga penting agar pengambilan
keputusan didasarkan pada data yang akurat dan valid.

Dalam teori keputusan investasi, keputusan investasi
merupakan langkah awal yang sangat krusial untuk menentukan
jumlah aktiva yang dibutuhkan perusahaan secara keseluruhan,
sehingga menjadi keputusan terpenting yang dibuat oleh
perusahaan(Panwar et al., 2019). Keputusan investasi tidak hanya
mempengaruhi struktur modal perusahaan tetapi juga memiliki
dampak langsung pada potensi pertumbuhan dan keberlanjutan

bisnis di masa depan. Investasi dapat dibagi menjadi dua jenis
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utama, yaitu investasi tetap dan investasi terpacu. Investasi tetap
adalah jenis investasi yang tidak tergantung pada besarnya
pendapatan, sedangkan investasi terpacu adalah investasi yang
besarnya tergantung pada pendapatan nasional atau kondisi
ekonomi.

Investasi dalam aktiva tetap, seperti pembelian tanah,
bangunan, mesin, dan peralatan, membutuhkan dana yang besar
dan biasanya terikat dalam jangka waktu lama. Dana yang
dialokasikan untuk investasi aktiva tetap tidak mudah dicairkan
atau diubah menjadi bentuk lain tanpa menimbulkan kerugian. Hal
ini membuat keputusan investasi dalam aktiva tetap menjadi sangat
kritis, karena kesalahan dalam keputusan ini dapat berdampak
negatif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen
perusahaan harus melakukan analisis yang mendalam dan
menyeluruh sebelum memutuskan untuk melakukan investasi
dalam aktiva tetap.

Salah satu metode yang sering digunakan untuk menilai
investasi dalam aktiva tetap adalah analisis biaya-manfaat(Winkler
& Murphy, 2019). Analisis ini melibatkan perbandingan antara
biaya investasi dengan manfaat yang diharapkan akan diperoleh
dari investasi tersebut. Manfaat ini bisa berupa peningkatan
kapasitas produksi, efisiensi operasional, atau peningkatan kualitas
produk. Selain itu, analisis ini juga mempertimbangkan faktor-
faktor risiko yang mungkin mempengaruhi hasil investasi, seperti
fluktuasi pasar, perubahan teknologi, atau regulasi pemerintah.
Dengan melakukan analisis biaya-manfaat, manajemen dapat
membuat keputusan yang lebih informasi dan mengurangi

kemungkinan kesalahan investasi.
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Investasi terpacu, di sisi lain, adalah jenis investasi yang
dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional atau kondisi
ekonomi makro(Al-Hchaimi et al., 2022). Ketika ekonomi
mengalami pertumbuhan, pendapatan nasional meningkat, dan ini
cenderung mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi
mereka. Sebaliknya, ketika ekonomi melambat, perusahaan
mungkin menunda atau mengurangi investasi mereka. Investasi
terpacu biasanya bersifat lebih fleksibel dibandingkan dengan
investasi tetap, karena perusahaan dapat menyesuaikan tingkat
investasi berdasarkan kondisi ekonomi saat itu. Namun,
manajemen tetap harus berhati-hati dalam membuat keputusan
investasi terpacu, karena kondisi ekonomi dapat berubah dengan
cepat dan tidak selalu dapat diprediksi dengan akurat.

Keputusan investasi dalam kedua jenis investasi ini
memerlukan pendekatan yang berbeda, tetapi keduanya memiliki
tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan dan
memastikan pertumbuhan jangka panjang(Yoe, 2019). Manajemen
perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk
kondisi pasar, prospek industri, dan strategi bisnis jangka panjang
sebelum membuat keputusan investasi(Ali-Toudert et al., 2020).
Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan sumber
pembiayaan yang akan digunakan untuk mendanai investasi,
apakah itu dari modal sendiri, pinjaman, atau kombinasi keduanya.
Pemilihan sumber pembiayaan yang tepat juga sangat penting
untuk memastikan kesehatan keuangan perusahaan dan
mengurangi risiko keuangan.

Evaluasi pasca-investasi juga merupakan bagian penting

dari proses keputusan investasi. Setelah investasi dilakukan,
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perusahaan harus memantau dan mengevaluasi kinerja investasi
tersebut secara berkala untuk memastikan bahwa investasi tersebut
memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan(Cirace, 2020).
Evaluasi ini melibatkan pengukuran kinerja keuangan, seperti
tingkat pengembalian investasi (ROI), laba atas aset (ROA), dan
aliran kas. Jika hasil investasi tidak sesuai dengan harapan,
manajemen harus siap untuk mengambil tindakan korektif, seperti
restrukturisasi investasi, divestasi, atau penyesuaian strategi bisnis.

Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan
perubahan pasar, manajemen perusahaan harus tetap fleksibel dan
adaptif dalam membuat keputusan investasi(Blossfeld & Prein,
2019). Penggunaan teknologi dan analisis data yang canggih dapat
membantu manajemen dalam mengidentifikasi tren pasar dan
peluang investasi yang potensial. Selain itu, pengembangan
kemampuan manajerial dan keterampilan pengambilan keputusan
juga penting untuk memastikan bahwa perusahaan dapat
merespons dengan cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan
bisnis.

Dalam teori keputusan, terdapat beberapa aspek penting
yang harus diperhatikan untuk membuat keputusan yang efektif
dan efisien. Berikut adalah beberapa aspek tersebut(Baron, 2023):

1. Identifikasi Masalah
o Langkah pertama dalam proses pengambilan
keputusan adalah mengenali dan mendefinisikan
masalah atau situasi yang memerlukan keputusan.
Ini mencakup memahami latar belakang, tujuan,
dan batasan masalah tersebut.

2. Pengumpulan Informasi
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Mengumpulkan informasi yang relevan dan
memadai tentang  alternatif-alternatif = yang
tersedia, kondisi yang terjadi, serta konsekuensi
dari masing-masing alternatif. Informasi ini
penting untuk mengurangi ketidakpastian dan

risiko dalam pengambilan keputusan.

3. Identifikasi Alternatif

(o]

Mengidentifikasi berbagai alternatif yang untuk
memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Setiap
alternatif harus dievaluasi berdasarkan kriteria
tertentu, seperti biaya, manfaat, risiko, dan

peluang.

4. Evaluasi Alternatif

O

Mengevaluasi setiap alternatif dengan
mempertimbangkan keuntungan dan kerugian
masing-masing. Evaluasi ini biasanya melibatkan
analisis biaya-manfaat, analisis risiko, dan
pertimbangan probabilitas terjadinya kondisi

tertentu.

5. Pemilihan Alternatif Terbaik

O

Memilih alternatif yang dianggap paling efektif
dan efisien berdasarkan evaluasi yang telah
dilakukan. Keputusan ini harus didasarkan pada
data dan informasi yang telah dikumpulkan, serta

kriteria yang telah ditetapkan.

6. Implementasi Keputusan

(o]

Melaksanakan keputusan yang telah dipilih

dengan cara yang sistematis dan terorganisir. Ini
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melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan
pengendalian ~ untuk  memastikan = bahwa
keputusan diimplementasikan dengan benar dan
tepat waktu.
7. Evaluasi dan Umpan Balik
o Mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah
diimplementasikan untuk memastikan bahwa
tujuan telah tercapai. Umpan balik dari evaluasi ini
penting untuk mengidentifikasi kesalahan atau
kekurangan dalam proses pengambilan keputusan
dan wuntuk melakukan perbaikan di masa
mendatang.
8. Pertimbangan Etika
o Memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai
dengan nilai-nilai dan standar etika yang berlaku.
Aspek ini penting untuk menjaga integritas dan
reputasi organisasi atau individu yang membuat
keputusan.

Masing-masing aspek ini saling terkait dan membentuk
sebuah kerangka kerja yang sistematis untuk pengambilan
keputusan yang efektif. Dengan memperhatikan setiap aspek secara
seksama, pengambil keputusan dapat meningkatkan kualitas
keputusan yang diambil dan meminimalkan risiko serta
ketidakpastian yang terjadi.

Mengaitkan teori keputusan dengan strategi meningkatkan
penggunaan produk kosmetik halal di Indonesia dimulai dengan
memahami tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam

meningkatkan adopsi produk halal. Identifikasi masalah adalah
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langkah pertama yang esensial dalam teori keputusan. Perusahaan
kosmetik harus mengidentifikasi isu-isu utama seperti rendahnya
kesadaran konsumen terhadap produk halal, keterbatasan
aksesibilitas produk di berbagai daerah, serta persaingan ketat
dengan produk kosmetik non-halal. Dengan memahami akar
masalah ini, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih tepat
sasaran.

Pengumpulan informasi merupakan tahap berikutnya yang
penting dalam teori keputusan. Perusahaan harus mengumpulkan
data yang relevan mengenai preferensi dan perilaku konsumen,
tren pasar, peraturan pemerintah terkait produk halal, dan strategi
yang digunakan oleh kompetitor. Data ini dapat diperoleh melalui
survei, studi pasar, analisis data penjualan, dan sumber informasi
lainnya. Informasi yang terkumpul akan membantu perusahaan
dalam memahami lanskap pasar kosmetik halal di Indonesia dan
mengidentifikasi peluang serta tantangan yang ada.

Identifikasi alternatif adalah langkah selanjutnya dalam
proses pengambilan keputusan. Perusahaan perlu mengidentifikasi
berbagai strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan
penggunaan produk kosmetik halal. Alternatif ini dapat mencakup
kampanye pemasaran yang fokus pada edukasi dan kesadaran
tentang manfaat produk halal, peningkatan distribusi produk halal
ke berbagai daerah, kerjasama dengan influencer dan komunitas
halal, serta inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen
yang beragam. Setiap alternatif harus dievaluasi berdasarkan
kriteria seperti biaya, manfaat, risiko, dan peluang sukses.

Evaluasi alternatif melibatkan analisis mendalam terhadap

setiap opsi yang telah diidentifikasi. Perusahaan harus
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mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari masing-masing
strategi yang diambil. Misalnya, kampanye pemasaran besar-
besaran memerlukan investasi besar, tetapi dapat secara signifikan
meningkatkan kesadaran konsumen. Di sisi lain, inovasi produk
memerlukan waktu lebih lama untuk dikembangkan tetapi dapat
memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Evaluasi
ini melibatkan analisis biaya-manfaat serta pertimbangan risiko dan
probabilitas keberhasilan setiap alternatif.

Pemilihan alternatif terbaik adalah keputusan penting yang
harus diambil setelah mengevaluasi semua opsi yang tersedia.
Perusahaan harus memilih strategi yang dianggap paling efektif
dan efisien berdasarkan informasi dan analisis yang telah
dilakukan. Keputusan ini harus didasarkan pada data yang akurat
dan pertimbangan yang matang untuk memastikan bahwa strategi
yang dipilih dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu
meningkatkan penggunaan produk kosmetik halal di Indonesia.

Implementasi keputusan adalah langkah selanjutnya di
mana perusahaan melaksanakan strategi yang telah dipilih.
Implementasi harus dilakukan secara sistematis dan terorganisir
untuk memastikan bahwa semua aspek dari strategi dijalankan
dengan benar dan tepat waktu. Ini melibatkan perencanaan yang
rinci, pengorganisasian sumber daya, dan pengawasan yang ketat
untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Perusahaan juga harus
siap untuk menghadapi tantangan dan hambatan yang muncul
selama proses implementasi.

Evaluasi dan umpan balik merupakan tahap akhir dalam
proses pengambilan keputusan. Perusahaan harus mengevaluasi

hasil dari strategi yang telah diimplementasikan untuk memastikan
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bahwa tujuan peningkatan penggunaan produk kosmetik halal
tercapai. Umpan balik dari evaluasi ini penting untuk
mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam strategi yang
diambil dan untuk melakukan perbaikan di masa mendatang.
Dengan terus mengevaluasi dan memperbaiki strategi, perusahaan
dapat meningkatkan efektivitas upaya mereka dalam
mempromosikan produk kosmetik halal di Indonesia dan
memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam pasar ini.

Dalam konteks penelitian ini teori Keputusan yang
digunakan adalah Teori bounded rationality. Teori ini pertama kali
diperkenalkan oleh Herbert A. Simon (1957), yang menjelaskan
bahwa individu atau organisasi memiliki keterbatasan dalam
mengakses dan memproses informasi, sehingga keputusan yang
diambil sering kali tidak optimal. Dalam konteks industri kosmetik
halal, bounded rationality menjadi landasan dalam memahami
bagaimana produsen menghadapi keterbatasan informasi, regulasi
yang kompleks, serta kesulitan dalam mengakses bahan baku halal
yang berkualitas. Keputusan yang diambil oleh produsen tidak
selalu berdasarkan pilihan terbaik, melainkan yang dianggap
cukup memadai sesuai dengan informasi yang mereka miliki
(Simon, 1979).

Dalam industri kosmetik halal, bounded rationality terjadi
dalam berbagai aspek, termasuk pemilihan bahan baku, sertifikasi
halal, strategi pemasaran, serta inovasi produk. Produsen sering
kali menghadapi keterbatasan informasi mengenai standar halal
global, preferensi konsumen, serta sumber bahan baku yang sesuai
dengan prinsip halal. Akibatnya, mereka cenderung membuat

keputusan yang suboptimal, seperti memilih bahan baku yang lebih
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mudah diperoleh meskipun sertifikasinya tidak sepenuhnya jelas
atau menunda sertifikasi halal karena prosesnya yang dianggap
terlalu kompleks dan mahal (Kahneman, 2003).

Salah satu implikasi utama dari bounded rationality dalam
industri kosmetik halal adalah kesulitan dalam memahami regulasi
dan sertifikasi halal. Berbagai negara memiliki standar halal yang
berbeda-beda, seperti standar halal MUI di Indonesia, JAKIM di
Malaysia, atau ESMA di Uni Emirat Arab, yang sering kali
membingungkan produsen. Keterbatasan informasi menyebabkan
banyak produsen menunda sertifikasi halal atau hanya
menargetkan pasar lokal, karena mereka tidak memiliki cukup
pengetahuan untuk memenuhi standar halal di pasar global (Huq
et al., 2020).

Selain itu, teori bounded rationality juga menjelaskan
bagaimana produsen menghadapi keterbatasan dalam inovasi
produk. Banyak produsen kosmetik halal masih menggunakan
formulasi yang konservatif dan kurang melakukan riset dalam
mengembangkan produk baru. Hal ini disebabkan oleh kurangnya
akses terhadap informasi tentang tren kosmetik halal global,
keterbatasan sumber daya untuk riset dan pengembangan (R&D),
serta ketidakpastian mengenai penerimaan pasar terhadap inovasi
yang dilakukan (Gigerenzer & Selten, 2001).

Dalam aspek rantai pasok, bounded rationality terlihat
dalam keputusan produsen dalam memilih pemasok bahan baku
halal. Produsen sering kali memiliki keterbatasan informasi
mengenai kualitas dan kehalalan bahan baku yang mereka beli,
sehingga mereka cenderung memilih pemasok yang lebih mudah

dijangkau meskipun tidak memiliki transparansi yang cukup dalam
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hal sertifikasi halal. Kondisi ini dapat menyebabkan risiko dalam
proses sertifikasi produk akhir, karena bahan yang digunakan
belum tentu memenuhi standar halal yang berlaku (Simon, 1997).

Pemasaran produk kosmetik halal juga mengalami dampak
dari bounded rationality. Banyak produsen masih bergantung pada
metode pemasaran konvensional dan belum sepenuhnya
memanfaatkan strategi pemasaran berbasis data. Keterbatasan
dalam memahami perilaku konsumen serta kurangnya akses
terhadap teknologi pemasaran digital menyebabkan produsen
kesulitan dalam menjangkau segmen pasar yang lebih luas.
Padahal, dengan pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (Al),
produsen dapat lebih mudah mengidentifikasi preferensi
konsumen, tren pasar, serta strategi promosi yang lebih efektif
(Tversky & Kahneman, 1974).

Strategi optimasi rantai pasok halal dapat mengatasi
keterbatasan dalam pengambilan keputusan akibat bounded
rationality. Digitalisasi dalam rantai pasok memungkinkan
produsen memperoleh informasi real-time tentang ketersediaan
bahan baku halal, regulasi yang berlaku, serta transparansi dalam
proses distribusi. Dengan demikian, keputusan yang diambil
produsen dapat lebih rasional dan berbasis data, dibandingkan
hanya mengandalkan pengalaman atau intuisi semata (Simon,
1982).

Penerapan blockchain dalam sertifikasi halal juga
merupakan solusi dalam mengatasi bounded rationality. Teknologi
ini memungkinkan produsen untuk melacak asal-usul bahan baku,
memastikan sertifikasi halal dari setiap komponen produk, serta

meningkatkan transparansi dalam proses manufaktur. Dengan
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informasi yang lebih terbuka dan dapat diverifikasi, produsen
dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan
terkait bahan baku dan produksi kosmetik halal (Wirtz et al., 2019).

Dalam pengembangan industri kosmetik halal, bounded
rationality juga berperan dalam hubungan antara produsen dan
regulator. Banyak produsen menganggap bahwa regulasi sertifikasi
halal terlalu kompleks, sehingga mereka memilih untuk tidak
mengajukan sertifikasi atau hanya memasarkan produk mereka
tanpa label halal yang resmi. Padahal, dengan adanya digitalisasi
dan sistem sertifikasi yang lebih transparan, keterbatasan informasi
dapat dikurangi, sehingga produsen lebih terdorong untuk
memperoleh sertifikasi halal sebagai keunggulan kompetitif
mereka (Rahman et al., 2021).

Secara keseluruhan, teori bounded rationality menjelaskan
bagaimana keterbatasan informasi, kompleksitas regulasi, serta
ketidakefisienan dalam rantai pasok menyebabkan pengambilan
keputusan yang suboptimal dalam industri kosmetik halal.
Digitalisasi, integrasi teknologi dalam rantai pasok, serta
peningkatan akses terhadap informasi berbasis data menjadi solusi
utama dalam mengatasi hambatan ini. Jika industri kosmetik halal
mampu menerapkan sistem berbasis teknologi yang lebih
transparan dan efisien, maka produsen dapat membuat keputusan
yang lebih rasional, inovatif, dan strategis dalam menghadapi
tantangan di pasar global.

Teori Keputusan menyatakan bahwa setiap pilihan yang
diambil oleh individu, organisasi, maupun lembaga pemerintah
selalu dipengaruhi oleh persepsi risiko, manfaat, dan

ketidakpastian (Simon, 1955). Dalam konteks penggunaan kosmetik
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halal di Indonesia, keputusan industri, pemerintah, dan konsumen
bukan hanya berbasis preferensi produk, tetapi juga melibatkan
perhitungan kompleks mengenai regulasi, keamanan, rantai pasok,
kehalalan, dan kepraktisan. Hal ini menunjukkan bahwa proses
pengambilan keputusan berada dalam kondisi “bounded
rationality”, di mana aktor tidak memiliki informasi sempurna
sehingga keputusan diambil berdasarkan apa yang dianggap paling
rasional dengan keterbatasan pengetahuan yang ada.

Dinamika industri kosmetik halal memperlihatkan
bagaimana keputusan dipengaruhi oleh ketidakpastian eksternal,
khususnya terkait perubahan regulasi halal yang cukup sering
mengalami pembaruan sejak berlakunya UU JPH. Ketidakpastian
regulatif seperti ini, menurut Kahneman dan Tversky (1979), dapat
menyebabkan aktor mengambil keputusan yang bersifat defensif
untuk menghindari risiko, seperti menunda proses sertifikasi atau
memilih pemasok yang sudah dikenal meskipun tidak optimal.
Kondisi tersebut menjelaskan mengapa tantangan regulatif menjadi
salah satu faktor dominan dalam analisis prioritas masalah.

Keputusan terkait integrasi kehalalan, keamanan, dan
efektivitas produk juga mencerminkan kebutuhan akan multi-
criteria decision-making. Dalam pandangan Keeney dan Raiffa
(1993), keputusan strategis yang mencakup banyak variabel
membutuhkan prioritas berbasis nilai. Industri kosmetik halal
dituntut untuk memenuhi standar keamanan BPOM, standar
kualitas industri, sekaligus standar halal BPJPH dan MUI, sehingga
konflik kepentingan antar-standar tidak dapat dihindari. Ketika

kondisi seperti ini muncul, keputusan menjadi lebih kompleks dan
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membutuhkan pendekatan analitis seperti ANP untuk menentukan
prioritas yang paling rasional.

Ketergantungan pada bahan baku impor yang belum
terverifikasi halal menunjukkan bagaimana keputusan rantai pasok
dipengaruhi oleh risiko eksternal yang berada di luar kendali
pelaku industri. Menurut Christopher (2016), keputusan rantai
pasok dalam industri modern sangat rentan terhadap gangguan
eksternal seperti perubahan kebijakan impor, ketidakpastian asal
bahan, dan minimnya transparansi pemasok global. Akibatnya,
keputusan strategis yang diambil cenderung mengarah pada
diversifikasi pemasok, penguatan verifikasi, atau peningkatan
kolaborasi lintas negara untuk memastikan kehalalan.

Keputusan konsumen dalam memilih kosmetik halal juga
dipengaruhi oleh persepsi risiko dan kepercayaan. Aaker (1997)
menekankan bahwa konsumen cenderung memilih produk yang
memberikan rasa aman dan kepercayaan tinggi ketika berhadapan
dengan ketidakpastian. Dalam kosmetik halal, kepercayaan ini
muncul bukan hanya dari branding tetapi dari legitimasi sertifikasi
halal. Hal inilah yang menjadikan sertifikasi sebagai faktor penentu
keputusan bagi konsumen, dan harus dipertimbangkan dalam
pengambilan keputusan strategis oleh industri.

Keputusan industri untuk berinovasi sering kali
dihadapkan pada dilema antara biaya tinggi dan manfaat jangka
panjang. Drucker (2007) menjelaskan bahwa inovasi adalah
keputusan berisiko tinggi karena hasilnya tidak selalu dapat
diprediksi. Dalam kosmetik halal, inovasi mencakup reformulasi
bahan, pengembangan teknologi halal-friendly, dan peningkatan

stabilitas produk. Risiko kegagalan inovasi menyebabkan pelaku
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industri lebih berhati-hati, sehingga faktor ini sering menempati
prioritas lebih rendah dibandingkan masalah struktural seperti
regulasi atau rantai pasok.

Teori Keputusan juga menyoroti bagaimana keputusan
pemerintah cenderung berbasis pada analisis dampak kebijakan
dan manfaat sosial. Easton (1979) menegaskan bahwa keputusan
kebijakan publik adalah proses konversi tuntutan masyarakat
menjadi output kebijakan. Dalam industri kosmetik halal,
keputusan pemerintah untuk memperkuat ekosistem riset,
mempercepat sertifikasi, dan memperjelas regulasi merupakan
respon terhadap tuntutan industri yang membutuhkan dukungan
sistemik. Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah adalah
aktor kunci dalam mengurangi ketidakpastian dan risiko sistemik.

Keputusan untuk melakukan digitalisasi proses bisnis
dalam industri halal menggambarkan penerapan prinsip efisiensi
keputusan. Menurut Laudon dan Laudon (2018), digitalisasi
meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan karena
menyediakan informasi yang lebih akurat, cepat, dan transparan.
Digitalisasi proses sertifikasi halal, pengawasan rantai pasok, serta
audit halal dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual
yang rentan terhadap kesalahan manusia. Keputusan ini memiliki
dampak besar terhadap efisiensi operasional industri.

Kolaborasi antar-lembaga sebagai strategi prioritas
mencerminkan teori keputusan kooperatif. Axelrod (1984)
menjelaskan bahwa kerja sama antarpihak muncul ketika manfaat
kolaborasi lebih besar daripada keuntungan individual. Dalam
kosmetik halal, kolaborasi industri, BPJPH, BPOM, MUI, akademisi,

dan pelaku usaha dapat mengurangi biaya sertifikasi, mempercepat
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riset, serta memperluas akses pasar global. Keputusan kolaboratif
seperti ini memerlukan kepercayaan dan komitmen jangka panjang.

Keputusan untuk memperkuat diplomasi halal
mencerminkan perspektif game theory dalam Teori Keputusan.
Dalam kerangka kerja sama internasional, negara-negara dengan
fokus halal seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah memiliki
kepentingan yang saling terkait dalam penyelarasan standar.
Menurut Osborne dan Rubinstein (1994), keputusan diplomatik
dalam konteks internasional harus mempertimbangkan strategi
aktor lain agar terjadi hasil yang saling menguntungkan (mutual
payoff). Strategi diplomasi halal Indonesia bertujuan memastikan
pengakuan sertifikasi dan memperluas pasar global.

Keputusan mengenai pengembangan sistem database halal
menggambarkan kebutuhan akan keputusan berbasis informasi.
Dalam teori keputusan modern, informasi dianggap sebagai aset
strategis yang meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
(Shannon, 1948). Database halal nasional memungkinkan pelaku
industri menilai risiko pemasok, memvalidasi kehalalan bahan,
serta memantau proses sertifikasi secara real time. Ketersediaan
informasi ini mengurangi ketidakpastian yang selama ini menjadi
hambatan utama.

Keputusan untuk memperkuat investasi riset halal
memperlihatkan bagaimana industri menilai manfaat jangka
panjang. Porter (1990) menegaskan bahwa daya saing industri tidak
hanya ditentukan oleh biaya produksi tetapi oleh kapasitas inovasi
dan kualitas pengetahuan. Dengan meningkatkan riset halal,

industri dapat menghasilkan formulasi yang lebih aman, efektif,
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dan inovatif. Keputusan ini berfungsi sebagai investasi strategis
untuk masa depan.

Dalam perspektif Teori Keputusan, prioritas strategi juga
menunjukkan adanya hirarki nilai yang memandu pilihan. Keeney
(1992) menekankan bahwa tujuan strategis harus dihubungkan
dengan nilai fundamental yang ingin dicapai organisasi. Dalam
industri kosmetik halal, nilai fundamental tersebut adalah
kepastian kehalalan, keamanan produk, efisiensi proses, dan
keberlanjutan rantai pasok. Hirarki nilai inilah yang tercermin
dalam prioritas strategi yang disusun melalui analisis ANP.

Keputusan untuk memilih dukungan pemerintah sebagai
prioritas  tertinggi memperlihatkan bahwa aktor industri
menempatkan otoritas negara sebagai sumber stabilitas sistemik.
Ketika risiko tinggi dan ketidakpastian luas, Teori Keputusan
menunjukkan bahwa aktor cenderung memilih alternatif yang
menawarkan perlindungan struktural terbesar (March & Simon,
1958). Pemerintah dipandang sebagai aktor yang mampu
memberikan kepastian regulatif, pendanaan riset, dan infrastruktur
sertifikasi.

Penerapan Teori Keputusan dalam analisis industri
kosmetik halal menunjukkan bahwa keputusan strategis tidak
diambil secara acak, melainkan melalui proses pertimbangan risiko,
utilitas, nilai, dan informasi. Setiap prioritas masalah, solusi, dan
strategi muncul sebagai respons rasional terhadap kondisi sistemik
yang kompleks. Dengan demikian, pemahaman teori ini
memperkuat argumentasi bahwa rekomendasi strategis yang
diberikan bukan hanya deskriptif, tetapi juga memiliki dasar teoritis

yang kokoh.
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2..2. Maqahsid Syari’ah dalam perkembangan produk Halal

Pemikiran Imam al-Syatibi mengenai maqasid al-syari’ah
berangkat dari keyakinannya bahwa seluruh hukum Islam
memiliki tujuan fundamental yaitu menghadirkan maslahah bagi
manusia dan menolak mafsadah (al-Syatibi, 1997). Dalam al-
Muwafaqat, al-Syatibi menegaskan bahwa magqgasid merupakan
fondasi esensial syariat yang tidak dapat dipisahkan dari praktik
kehidupan sehari-hari, termasuk konsumsi dan penggunaan
produk. Dalam konteks kosmetik halal, maqgasid al-Syatibi
memberikan lensa normatif yang sangat jelas untuk menilai
bagaimana industri, regulator, dan konsumen seharusnya
bertindak agar keputusan mereka sejalan dengan maslahah yang
dituju syariat.

Konsep maslahah menurut al-Syatibi tidak boleh dipahami
hanya sebagai “kebaikan umum”, tetapi sebagai sesuatu yang
mampu menjaga dan memperkuat lima kebutuhan dasar manusia
(al-daruriyyat al-khamsah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Pemikiran ini sangat relevan ketika industri kosmetik halal
berhadapan dengan isu integrasi kehalalan-keamanan-efektivitas
produk. Jika suatu produk halal namun tidak aman atau tidak
efektif, maka menurut kerangka al-Syatibi ia tetap gagal memenuhi
magqasid karena maslahah tidak tercapai secara komprehensif.

Dalam hal hifz al-din, al-Syatibi menekankan bahwa syariat
bertujuan menjaga komitmen manusia terhadap ajaran Islam
melalui kepatuhan pada ketentuan halal-haram. Konsumsi produk
non-halal, sekalipun secara kosmetik dan non-pangan, dipandang

dapat melemahkan komitmen keagamaan yang menjadi tujuan
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syariat. Dalam konteks kosmetik halal, keputusan industri untuk
memenuhi sertifikasi halal bukan sekadar kepatuhan administratif,
tetapi implementasi langsung dari tujuan agama sebagaimana
disyaratkan al-Syatibi.

Hifz al-nafs dalam kerangka al-Syatibi tidak hanya
bermakna menjaga nyawa fisik, tetapi juga mencakup
perlindungan tubuh dari bahaya yang mungkin tidak terlihat
langsung namun berbahaya secara bertahap. Produk kosmetik yang
mengandung bahan berbahaya, tidak terverifikasi, atau tidak
melalui pengujian keamanan merupakan ancaman bagi
keselamatan manusia. Karena itu, al-Syatibi akan menilai integrasi
keamanan sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan syariat. Ini
relevan dengan masalah verifikasi bahan baku pemasok yang
lemah dalam industri kosmetik.

Hifz al-‘agl menurut al-Syatibi memerlukan kecukupan
informasi, kejujuran, dan transparansi dalam aktivitas muamalah.
Apabila konsumen tidak memiliki akses kepada informasi bahan
baku kosmetik, sertifikasi halal, atau keamanan produk, maka ia
berpotensi terjebak dalam gharar yang diharamkan syariat. Oleh
karena itu, lemahnya literasi pasar dan minimnya informasi
mengenai halal-thayyib merupakan bentuk kerusakan terhadap
tujuan menjaga akal.

Dalam konteks hifz al-nasl, al-Syatibi memandang
kerusakan pada tubuh atau reproduksi sebagai pelanggaran
maqasid. Bahan kosmetik tertentu yang mempengaruhi hormon,
kulit, atau kesehatan jangka panjang masuk ke dalam kategori yang

harus diawasi ketat. Ketika industri menggunakan bahan tidak jelas
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asal-usulnya, terutama bahan impor yang belum terverifikasi halal,
hal itu bertentangan dengan tujuan syariat menjaga keturunan.
Hifz al-mal menurut al-Syatibi bukan hanya larangan
pemborosan, tetapi perlindungan terhadap hak-hak ekonomi
masyarakat dari penipuan atau transaksi yang tidak transparan.
Dalam industri kosmetik, konsumen dapat dirugikan jika membeli
produk yang diklaim halal namun tidak memiliki sertifikasi, atau
produk yang tidak aman namun dipasarkan sebagai aman.
Penipuan semacam itu jelas bertentangan dengan prinsip maqasid
menurut al-Syatibi karena merusak kemaslahatan ekonomi

masyarakat.

Model Maqasid al-Syat’ibi
untuk Industri Kosmetik Halal

b e l

[ Hifz ‘ Hifz Hifz ‘ \ Hifz Hifz
al-Din al-Nafs al '‘Aql al-Nasl al-Mal
Gerakan Manfaat Kesadaran | | Pangan Otoritas
Halal l Konsumen } ‘ Halal Halal
Gerakan Manfaat Kesadaran | | Otoritas Strategi
Halal | | Konsumen | | Halal J

Kerangka al-Syatibi memberi penegasan bahwa syariat
turun untuk memudahkan, bukan menyulitkan. Karena itu,
kompleksitas regulasi halal yang membingungkan industri dapat
berpotensi termasuk masyaqgah yang berlebihan. Jika regulasi
terlalu rumit hingga menghambat produsen untuk mengambil
keputusan yang tepat, maka menurut al-Syatibi regulasi tersebut

perlu dievaluasi agar tetap berada dalam koridor maslahah.
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Penyederhanaan proses sertifikasi halal sejatinya menjadi bagian
dari implementasi maqasid.

Al-Syatibi juga menekankan istigrd” (induksi komprehensif)
dalam memahami tujuan syariat. Melalui metode ini, setiap
keputusan industri kosmetik mulai dari riset pasar, inovasi produk,
hingga digitalisasi sertifikasi harus dipertimbangkan secara
menyeluruh apakah membawa maslahah atau mafsadah. Misalnya,
diplomasi halal internasional yang mempermudah pengakuan
sertifikasi antarnegara merupakan maslahah besar karena
memperluas akses produk halal dan meningkatkan kesejahteraan
umat.

Dalam  kerangka maslahah mursalah, al-Syatibi
menekankan bahwa inovasi harus didorong selama tidak
bertentangan dengan prinsip syariat. Strategi seperti digitalisasi
proses halal, investasi R&D kosmetik halal, dan pengembangan
ekosistem riset nasional selaras dengan nilai maqgasid karena
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas produk. Inovasi
bukan hanya manfaat teknis, tetapi bagian dari komitmen syariat
untuk menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

Al-Syatibi juga menggarisbawahi pentingnya ta’awwun
(kolaborasi) sebagai landasan syariat dalam membangun
masyarakat yang sejahtera. Kolaborasi antara industri, regulator,
akademisi, dan lembaga halal untuk mengatasi keterbatasan bahan
baku dan memperkuat sistem halal merupakan implementasi nyata
maqasid. Dalam perspektif beliau, kerja sama lintas lembaga
diperlukan untuk memastikan maslahah dapat dikokohkan melalui

struktur sosial yang mendukung.
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Prioritas strategi seperti dukungan pemerintah dalam riset
halal dan harmonisasi regulasi menjadi sangat konsisten dengan
magqasid al-Syatibi, karena pemerintah memiliki otoritas untuk
menjaga kemaslahatan publik secara sistemik. Al-Syatibi (1997)
menekankan bahwa pemerintah (wali al-amr) wajib memastikan
syariat dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem
ekonomi dan konsumsi. Ketika pemerintah memperkuat ekosistem
halal, ia sedang menjalankan maqasid dalam kapasitasnya yang
tertinggi.

Secara epistemologis, al-Syatibi memandang bahwa
magqasid tidak boleh dipisahkan dari realitas sosial. Oleh karena itu,
analisis prioritas masalah, solusi, dan strategi kosmetik halal harus
mempertimbangkan kondisi nyata: ketersediaan bahan baku,
kondisi industri, kapasitas SDM, dan pemahaman masyarakat. Ini
menegaskan bahwa maqasid bukan teori abstrak, tetapi pedoman
keputusan yang berorientasi kepada konteks.

Teori maqasid versi al-Syatibi memberikan legitimasi
normatif yang kuat bahwa penggunaan kosmetik halal bukan
sekadar tren, tetapi bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat.
Ketika industri, pemerintah, dan masyarakat berkomitmen pada
prinsip-prinsip ini, ekosistem kosmetik halal di Indonesia tidak
hanya berkembang secara ekonomi tetapi juga selaras dengan
tujuan syariat yang mendalam. Pendekatan ini menempatkan halal
sebagai nilai etis dan struktural yang menguatkan kesejahteraan

umat secara berkelanjutan.
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2.2 Teori Agensi

Teori Agensi (Agency Theory) menjelaskan hubungan
antara principal (pemilik kepentingan) dan agent (pelaksana) yang
sering kali memiliki tujuan, informasi, dan insentif yang berbeda.
Konsep ini diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang
menekankan bahwa konflik utama dalam organisasi terjadi ketika
agent tidak sepenuhnya bertindak sesuai dengan kepentingan
principal. Dalam industri kosmetik halal, hubungan agensi muncul
antara pemerintah dan industri, konsumen dan produsen, lembaga
sertifikasi dan perusahaan, hingga pemasok bahan dan produsen.
Setiap hubungan ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan
informasi  (information asymmetry) yang memicu perilaku
oportunistik.

Ketidakseimbangan informasi antara produsen dan
konsumen sangat nyata dalam kosmetik halal. Konsumen sebagai
principal menginginkan produk yang benar-benar halal, aman, dan
efektif, namun produsen sebagai agent memiliki insentif untuk
menekan biaya produksi, mempercepat peluncuran produk, atau
menggunakan klaim halal tanpa sertifikasi resmi. Dalam
terminologi teori agensi, ini disebut moral hazard, yakni ketika agent
bertindak oportunistik karena principal tidak dapat mengawasi
seluruh aktivitasnya secara langsung. Kasus label halal palsu atau
informasi komposisi yang disembunyikan menunjukkan
bagaimana moral hazard merugikan konsumen.

Selain itu, adverse selection juga muncul ketika produsen
memasarkan produk halal tetapi sebenarnya tidak memenuhi
standar halal secara konsisten. Produsen memanfaatkan lemahnya

literasi halal konsumen dan minimnya pengawasan untuk
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menawarkan produk yang “nampak halal” tetapi tidak diverifikasi
secara ketat. Dalam perspektif teori agensi, adverse selection terjadi
sebelum kontrak terbentuk konsumen membeli produk tanpa
mengetahui kualitas sebenarnya. Fenomena ini sangat kritis dalam
industri kosmetik halal yang bergantung pada trust.

Hubungan antara pemerintah atau regulator dengan
pelaku industri juga memperlihatkan dinamika agensi. Pemerintah
sebagai principal mengharapkan industri mematuhi regulasi halal
sesuai UU JPH, sementara industri sebagai agent memilih strategi
yang paling efisien secara biaya, bahkan jika itu berarti
meminimalkan kepatuhan. Ketika regulasi kompleks, mahal, dan
memakan waktu lama, agent terdorong memilih jalan pintas,
seperti menghindari sertifikasi atau hanya mengikuti audit
minimal. Hal ini menunjukkan ketidakselarasan tujuan antara
regulator dan industri.

Ketergantungan pada bahan baku impor yang belum
terverifikasi halal menciptakan hubungan agensi baru antara
produsen domestik dan pemasok luar negeri. Produsen sebagai
principal mengharapkan pemasok menyediakan bahan halal dan
aman, tetapi pemasok sebagai agent mungkin mengeklaim
kehalalan bahan tanpa bukti jelas demi menjaga hubungan dagang.
Karena produsen tidak mampu melakukan audit langsung
terhadap seluruh pemasok internasional, asimetri informasi
meningkat, dan risiko produksi kosmetik non-halal pun bertambah.

Dalam teori agensi, mekanisme pengawasan (monitoring)
dan insentif (incentives) sangat penting untuk mengatasi konflik
kepentingan. Sertifikasi halal LPPOM MUI/BPJPH berfungsi

sebagai mekanisme monitoring yang memaksa industri mematuhi
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standar halal secara transparan. Namun jika sertifikasi mahal,
lambat, atau tidak konsisten, industri mendapat insentif untuk
menunda atau menghindarinya. Kelemahan sistem monitoring
memperbesar ruang oportunisme agent. Oleh karena itu,
harmonisasi regulasi halal dan digitalisasi sertifikasi menjadi sangat
penting sebagai mekanisme pengurangan risiko agensi.

Instrumen insentif juga tampak dalam solusi prioritas
seperti diplomasi halal dan riset pasar. Ketika pemerintah memberi
kemudahan sertifikasi, insentif fiskal, atau dukungan riset, industri
memiliki dorongan untuk meningkatkan kepatuhan. Dalam
perspektif teori agensi, keputusan agent sangat dipengaruhi
struktur insentif. Jika regulasi terlalu menghukum atau tidak
memberikan keuntungan nyata, agent cenderung mengabaikan
standar. Sebaliknya, ketika insentif selaras dengan tujuan principal,
kinerja meningkat.

Hubungan agensi juga tampak dalam lembaga sertifikasi
itu sendiri. Lembaga sertifikasi halal berperan sebagai agent bagi
masyarakat luas untuk menjamin kehalalan produk. Namun ketika
lembaga kekurangan SDM, tidak transparan, atau tidak mampu
melakukan audit berstandar tinggi, muncul masalah agency slack —
agent tidak menjalankan fungsinya secara optimal. Ini berdampak
langsung pada kredibilitas sertifikasi halal dan menurunkan
kepercayaan publik sebagai principal.

Dalam industri kosmetik halal, hubungan antara
perusahaan dan staf internal menunjukkan dinamika agensi pada
level mikro. SDM teknis yang tidak memahami formulasi halal
secara mendalam dapat membuat keputusan yang merugikan

perusahaan, misalnya memilih bahan non-halal karena kurangnya
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pengetahuan. Dalam konteks ini, lack of capability menjadi salah satu
bentuk agency problem yang disebut hidden incompetence. Masalah
ini menunjukkan pentingnya pelatihan dan peningkatan
kompetensi internal.

Teori agensi juga menjelaskan mengapa inovasi produk
sering rendah. Manajemen perusahaan sebagai agent mungkin
memprioritaskan keuntungan jangka pendek dibanding investasi
riset jangka panjang yang mahal. Sementara principal (pemegang
saham atau konsumen) menginginkan produk yang aman, inovatif,
dan unggul di pasar global. Ketidaksesuaian horizon waktu ini
disebut horizon problem, bagian dari agency conflict yang sulit
diselesaikan tanpa kebijakan strategis dari pemerintah.

Digitalisasi proses bisnis juga dapat dipahami melalui lensa
agency theory. Digitalisasi mengurangi information asymmetry dan
memungkinkan principal mengawasi agent dengan lebih baik.
Misalnya, sistem database halal nasional membuat konsumen dapat
mengecek status halal produk secara langsung. Dengan
mengurangi ruang kerahasiaan agent, digitalisasi menurunkan
risiko moral hazard dan meningkatkan kepatuhan. Transparansi
digital adalah salah satu mekanisme paling efektif untuk
mengurangi agency loss.

Optimasi rantai pasok halal mengurangi risiko agency yang
muncul dari pemasok. Sistem traceability seperti QR halal,
blockchain, dan audit digital mengurangi ketergantungan agen
pada klaim pemasok dan memperpanjang garis kontrol principal.
Dalam teori agensi, struktur monitoring yang baik memperkecil
shirking (penghindaran tanggung jawab) oleh agent dan

meningkatkan kualitas keputusan.

40



Dukungan pemerintah terhadap ekosistem riset halal dapat
dilihat sebagai  principal-agent  empowerment. — Pemerintah
memperkuat kapasitas agent melalui pendanaan, infrastruktur
riset, dan kolaborasi akademisi. Dengan kapasitas agent yang
meningkat, potensi konflik berkurang karena agent lebih mampu
memenuhi harapan principal. Teori agensi menegaskan bahwa
capability building adalah strategi penting selain pengawasan dan
insentif.

Hubungan agensi antar pemangku kepentingan dalam
industri kosmetik halal sering kali menimbulkan apa yang disebut
multi-agency conflict, yaitu ketika lebih dari dua aktor terlibat dalam
hubungan hierarkis. Dalam sistem halal, terdapat konsumen-
produsen-pemasok-regulator-auditor-pemerintah. Setiap tingkat
memiliki potensi konflik tujuan dan asimetri informasi. Oleh karena
itu, solusi prioritas seperti kemitraan strategis, sertifikasi terpadu,
dan harmonisasi regulasi sangat efektif dalam mengurangi konflik
multi-level.

Teori agensi memberikan kerangka analisis yang kuat
untuk memahami mengapa industri kosmetik halal menghadapi
berbagai dilema: rendahnya inovasi, lemahnya verifikasi bahan
baku, kompleksitas regulasi, dan ketidakselarasan insentif antara
aktor. Dengan menerapkan prinsip-prinsip agency theory
monitoring, alignment of incentives, transparency, capability
building, dan digital governance ekosistem kosmetik halal dapat
berjalan lebih efisien, akuntabel, dan sesuai dengan harapan
principal, yaitu masyarakat Muslim yang menginginkan produk

halal, aman, dan berkualitas tinggi.
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2.3 Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran kosmetik halal berakar pada gagasan
bahwa keberhasilan suatu merek ditentukan oleh kemampuan
membaca kebutuhan dan preferensi konsumen Muslim yang sangat
kompleks. Nilai halal tidak lagi dipahami hanya sebagai
persyaratan religius, tetapi juga simbol keamanan, etika, dan
identitas. Karena itu, pendekatan pemasaran harus bersifat
multidimensional dengan mempertimbangkan aspek spiritual,
emosional, dan fungsional secara simultan.

Segmentasi pasar kosmetik halal menampilkan struktur
yang heterogen, mulai dari konsumen yang sangat religius hingga
konsumen modern yang memilih produk halal karena tren clean
beauty. Pemahaman mendalam atas segmentasi ini menghasilkan
strategi targeting yang lebih terarah dan positioning yang lebih
kuat, sehingga brand mampu menempatkan dirinya sebagai solusi
unik di tengah kompetisi pasar yang semakin ketat.

Kekuatan suatu merek dalam industri halal sering kali
bergantung pada bagaimana ia membangun value proposition yang
meyakinkan. Kosmetik halal harus mampu menggabungkan
kehalalan, keamanan bahan, efektivitas pemakaian, dan estetika
produk sebagai satu paket nilai yang utuh. Konsumen akan lebih
percaya pada merek yang mampu menunjukkan bahwa kehalalan
bukan sekadar label, tetapi bagian inheren dari kualitas produk.

Identitas merek (brand identity) menjadi instrumen strategis
dalam pemasaran kosmetik halal. Konsumen menuntut konsistensi
antara citra halal yang ditampilkan perusahaan dan praktik aktual

dalam rantai produksinya. Kepercayaan merek (brand trust) akan

42



tumbuh ketika perusahaan transparan soal sumber bahan,
sertifikasi, pengujian keamanan, dan audit halal.

Hubungan jangka panjang dengan konsumen menjadi
komponen penting melalui pendekatan Customer Relationship
Management (CRM). Industri kosmetik halal memiliki peluang besar
untuk mengoptimalkan CRM karena konsumen Muslim cenderung
loyal ketika merek terbukti amanah, edukatif, dan responsif.
Komunikasi berkelanjutan akan memperkuat kesetiaan konsumen
dan menciptakan efek promosi organik.

Inovasi produk berperan sebagai mesin utama strategi
pemasaran kosmetik halal. Produk yang halal tetapi tidak inovatif
akan sulit bersaing dengan merek global yang agresif dalam riset
dan pengembangan. Integrasi teknologi dermatologis, bahan alami,
dan formula berbasis sains akan meningkatkan daya tarik
konsumen dan memperluas pangsa pasar.

Bauran pemasaran (7P) memberikan kerangka operasional
yang tidak dapat dipisahkan dari strategi pemasaran. Produk halal
yang efektif harus memiliki kualitas formulasi unggul, harga yang
mencerminkan nilai, distribusi luas melalui kanal digital dan fisik,
serta promosi yang informatif dan etis. Semua elemen ini bekerja
sebagai sistem terpadu untuk menciptakan nilai pasar.

Komunikasi pemasaran yang autentik menjadi prasyarat
keberhasilan promosi produk halal. Konsumen akan lebih percaya
pada narasi yang berbasis data, bukti sertifikasi, bukti uji
laboratorium, dan penjelasan proses produksi. Keaslian pesan
menjadi faktor penentu apakah konsumen akan mempercayai

klaim halal atau justru meragukannya.
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Strategi digital marketing memberikan ruang luas untuk
memperkuat kehadiran merek halal di ranah online. Pemanfaatan
media sosial, marketplace, dan website resmi mempermudah
publikasi sertifikat halal, testimoni konsumen, dan kampanye
edukasi. Interaktivitas digital meningkatkan keterlibatan
konsumen dan memperkuat citra merek.

Konten edukasi halal menjadi daya tarik tersendiri dalam
pemasaran produk halal. Konsumen cenderung menghargai merek
yang tidak hanya menjual produk, tetapi juga memberikan
pengetahuan tentang kehalalan, keamanan kulit, dan etika
konsumsi. Pendekatan edukatif ini memperkuat persepsi bahwa
merek tersebut lebih bertanggung jawab dan profesional.

Keterlibatan ~ konsumen  dalam — wvalue  co-creation
meningkatkan relevansi dan penerimaan produk baru. Konsumen
yang diajak memberikan masukan merasa lebih dihargai dan
cenderung menjadi pendukung loyal merek. Pendekatan ini
memperkuat hubungan emosional antara konsumen dan produk.

Analisis  lingkungan eksternal menggunakan PESTEL
memperlihatkan bahwa pasar kosmetik halal sangat sensitif
terhadap perubahan regulasi, teknologi, dan dinamika ekonomi.
Perusahaan yang mampu merespons perubahan eksternal dengan
cepat akan lebih adaptif dalam membangun strategi pemasaran
yang kompetitif.

Persaingan dalam industri halal memaksa perusahaan
untuk membangun competitive advantage melalui diferensiasi
produk, inovasi berkelanjutan, dan layanan konsumen yang

unggul. Keunggulan kompetitif yang berakar pada kredibilitas
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halal sangat sulit ditiru oleh pesaing yang tidak memiliki sistem
produksi halal yang kuat.

Perubahan perilaku konsumen ke arah digital-first
menuntut perusahaan kosmetik halal untuk memperkuat strategi
omnichannel. Konsumen ingin pengalaman membeli yang cepat,
jelas, dan terpercaya. Integrasi toko offline, e-commerce, dan
pelayanan pelanggan digital menjadi elemen penting dari strategi
pemasaran modern.

Konstelasi pasar halal global menunjukkan bahwa
Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pusat halal dunia.
Strategi pemasaran industri kosmetik halal harus memanfaatkan
potensi ini dengan memasarkan produk bukan hanya sebagai
kebutuhan domestik, tetapi sebagai komoditas global yang mampu

bersaing dengan brand internasional berbasis nilai dan etika.

2.4 Ekosistem Industri Halal

Teori Maqasid Syari’ah merupakan konsep fundamental
dalam filsafat hukum Islam yang menjelaskan bahwa setiap aturan
dalam syariat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan
manusia. Secara etimologis, maqasid berarti “tujuan-tujuan” dan
syari’ah merujuk pada “jalan” yang mengantarkan manusia menuju
kebaikan. Para ulama kontemporer seperti Jasser Auda (2008)
menegaskan bahwa magqasid adalah kerangka berpikir yang
memastikan syariat selalu berpihak pada nilai kemanusiaan,
keadilan, dan keberlanjutan kehidupan. Dengan demikian, maqasid

Syari’ah dipahami bukan hanya sebagai konsep hukum, tetapi
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sebagai paradigma etis dan sosial yang memandu relasi manusia
dengan Tuhan, sesama, dan lingkungannya.

Dalam konstruksi klasik, teori ini berkembang kuat melalui
karya Imam al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah,
di mana ia menekankan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan
untuk menjaga kemaslahatan secara menyeluruh (tahgigq al-
maslahah) dan menolak kerusakan (dar” al-mafasid) (al-Syatibi, 1997).
Al-Syatibi menegaskan bahwa magqasid tidak berdiri terpisah dari
nash, tetapi justru merupakan jiwa di balik teks-teks Al-Qur’an dan
Sunnah. Ia menolak pendekatan literal semata dan memandang
bahwa pemahaman tujuan syariat harus didasarkan pada
pengamatan mendalam terhadap keseluruhan ajaran agama yang
konsisten mengarah pada kemaslahatan umat manusia.

Menurut al-Syatibi, tujuan syariat tersusun atas tiga
tingkatan kebutuhan: dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat (al-
Syatibi, 1997). Tingkatan dharuriyyat merupakan kebutuhan paling
mendasar yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia tetap
stabil. Hajiyyat adalah kebutuhan yang berfungsi menghilangkan
kesulitan, sementara tahsiniyyat berperan sebagai penyempurna
yang menghadirkan aspek etika, keindahan, dan moralitas.
Pembagian ini memperlihatkan bahwa maqasid bekerja tidak hanya
untuk menjamin keberlangsungan hidup, tetapi juga kualitas
kehidupan itu sendiri.

Dalam kategori dharuriyyat, al-Syatibi merumuskan lima
prinsip utama yang dikenal sebagai al-dharuriyyat al-khams atau lima
kebutuhan pokok: menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-
nafs), menjaga akal (hifz al-‘aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan

menjaga harta (hifz al-mal) (Kamali, 2008). Kelima prinsip ini
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menjadi tolok ukur evaluasi etis terhadap apakah suatu tindakan,
kebijakan, atau hukum membawa kemaslahatan atau justru
kerusakan. Misalnya, larangan membunuh bertujuan melindungi
jiwa, larangan minuman keras melindungi akal, dan perintah
bekerja serta berdagang jujur melindungi harta.
a. hifz al-din

Hifz al-din merupakan salah satu pilar utama dalam
Magqasid Syari’ah yang diposisikan sebagai kebutuhan paling
mendasar dalam kategori dharuriyyat, sebagaimana dikemukakan
oleh al-Syatibi dalam al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah. Konsep ini
merujuk pada perlindungan agama baik dalam bentuk keyakinan,
praktik ibadah, maupun kebebasan menjalankan ajaran agama
yang diyakini seseorang. Al-Syatibi (1997) menegaskan bahwa
seluruh perintah dan larangan dalam syariat pada dasarnya
diarahkan untuk memastikan agama tetap terpelihara sebagai
fondasi moral dan tatanan hidup manusia. Penekanan ini
memperlihatkan bahwa agama bukan hanya ritual, tetapi juga
struktur nilai yang membentuk perilaku etis dan sosial.

Pemaknaan hifz al-din tidak terbatas pada menjaga
keberlangsungan ibadah individu, melainkan juga mencakup
upaya menjaga agar masyarakat memiliki ruang yang aman dalam
menjalankan agamanya tanpa tekanan, ancaman, atau paksaan.
Kamali (2008) menjelaskan bahwa perlindungan agama dalam
magqasid tidak identik dengan pemaksaan ajaran, tetapi lebih
kepada jaminan kesadaran dan kebebasan untuk melaksanakan
nilai-nilai spiritual secara autentik. Perlindungan ini menjadi
landasan penting dalam kehidupan sosial karena praktik

keagamaan yang bebas dan bermartabat berkontribusi pada
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ketertiban sosial, kedamaian, dan pembentukan masyarakat yang
beretika.

Pemahaman hifz al-din juga berkembang dalam diskursus
keilmuan kontemporer, terutama dalam konteks pluralitas dan
dinamika masyarakat modern. Auda (2008) menekankan bahwa
maqasid Syari’ah, termasuk hifz al-din, harus dilihat dalam
perspektif sistemik yang mempertimbangkan perubahan sosial,
kebutuhan zaman, dan tantangan global. Dalam konteks
masyarakat majemuk, perlindungan agama harus diterjemahkan
dalam bentuk penghormatan terhadap keberagaman keyakinan
dan upaya mencegah kekerasan berbasis agama. Dengan
demikian, interpretasi tujuan syariat ini tidak boleh kaku,
melainkan harus adaptif terhadap realitas sosial.

Tingkat perlindungan terhadap agama dalam magqasid juga
dapat dilihat melalui dua fungsi utama dalam syariat, yaitu fungsi
preventif dan kuratif. Fungsi preventif bertujuan mencegah segala
bentuk ancaman terhadap keberlangsungan keyakinan, baik
melalui pendidikan agama yang benar, penyediaan informasi yang
akurat, maupun pembinaan moral masyarakat. Fungsi kuratif
berfokus pada penyelesaian kerusakan yang telah terjadi, seperti
memulihkan ketertiban setelah konflik agama atau memberikan
bimbingan terhadap individu yang mengalami kebingungan
spiritual. Al-Syatibi (1997) menegaskan bahwa pencegahan
kerusakan lebih didahulukan dibandingkan upaya penyembuhan,
sebab stabilitas agama adalah fondasi seluruh perlindungan
magqasid yang lain.

Perlindungan agama dalam maqasid juga melibatkan aspek

rasionalitas dan pemikiran kritis. Keberagamaan yang sehat tidak
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bertumpu pada fanatisme buta, melainkan pada pemahaman yang
mendalam terhadap ajaran agama. Konsep ini ditegaskan oleh Ibn
‘Ashur (2006), yang menyatakan bahwa salah satu tujuan utama
syariat adalah menumbuhkan kesadaran intelektual dan moral
sehingga agama tidak hanya dijalankan secara ritual, tetapi juga
dipahami secara rasional. Pemahaman ini penting untuk
menghindarkan masyarakat dari manipulasi agama, ekstremisme,
dan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan Tuhan.

Konteks modern menuntut perluasan makna hifz al-din
pada isu-isu yang belum ada pada masa klasik. Tantangan seperti
radikalisasi digital, komersialisasi agama, dan polarisasi identitas
menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan praktik keagamaan
yang sehat. Auda (2008) memandang bahwa maqasid harus
mampu menjawab tantangan ini dengan cara menghadirkan
kebijakan dan praktik yang meneguhkan nilai toleransi, etika, dan
kemanusiaan. Perlindungan agama pada masa kini memerlukan
pendekatan multidisipliner, yang menggabungkan aspek hukum,
komunikasi, pendidikan, dan sosiologi.

Perspektif maqasid menegaskan bahwa hifz al-din tidak
boleh dipahami sebagai legitimasi untuk menekan kelompok lain
atau memaksakan interpretasi agama tertentu. Kamali (2008)
menyatakan bahwa tujuan syariat dalam menjaga agama juga
menuntut perlindungan terhadap martabat manusia, sehingga
penggunaan agama untuk diskriminasi atau kekerasan
merupakan pelanggaran maqasid itu sendiri. Dengan demikian,
hifz al-din harus berorientasi pada penciptaan ruang

keberagamaan yang adil dan damai bagi seluruh warga negara.
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Keseluruhan  pembahasan mengenai hifz  al-din
menunjukkan bahwa perlindungan agama merupakan inti dari
Magqgasid Syari’ah yang sekaligus menjadi landasan bagi
perlindungan aspek-aspek lainnya, seperti jiwa, akal, keturunan,
dan harta. Agama membentuk dasar moral masyarakat dan
memberikan arah bagi tindakan serta keputusan manusia. Al-
Syatibi (1997) menggambarkan bahwa ketika agama tidak terjaga,
maka struktur sosial akan kehilangan kompas etisnya. Karena itu,
hifz al-din memiliki relevansi lintas zaman sebagai upaya
memastikan bahwa agama tetap menjadi sumber kedamaian,
bukan sumber konflik; sumber moralitas, bukan instrumen

kepentingan; serta sumber kemaslahatan, bukan kemudaratan.

b. hifz al nafs

Hifz al-nafs menempati posisi sentral dalam Magqasid
Syari’ah sebagai tujuan fundamental untuk menjaga, melindungi,
dan memuliakan jiwa manusia. Al-Syatibi dalam al-Muwafagat
menegaskan  bahwa keberlangsungan kehidupan manusia
merupakan kemaslahatan inti yang menjadi dasar lahirnya
berbagai ketentuan syariat, seperti larangan membunuh,
kewajiban menjaga kesehatan, dan ajaran untuk menghindari
bahaya (al-Syatibi, 1997). Perlindungan terhadap jiwa tidak hanya
dipahami sebagai upaya mempertahankan eksistensi fisik
manusia, tetapi juga mencakup jaminan keselamatan, keamanan,
dan kesejahteraan yang memungkinkan manusia menjalani
kehidupannya dengan martabat.

Hifz al-nafs meliputi perlindungan terhadap jiwa dalam

tiga dimensi: biologis, psikologis, dan sosial. Kamali (2008)
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menjelaskan bahwa syariat memandang jiwa sebagai entitas yang
harus dijaga dari segala bentuk ancaman fisik, baik berupa
kekerasan, penyakit, maupun tindakan yang merusak tubuh.
Syariat juga melarang upaya menghilangkan nyawa sendiri
maupun orang lain, karena kehidupan manusia merupakan
amanah yang suci. Dalam konteks psikologis, perlindungan jiwa
juga mencakup kesehatan mental, dengan syariat memberikan
perhatian pada ketenangan batin, keseimbangan emosi, dan
larangan terhadap segala bentuk tekanan yang merusak akal dan
hati.

Hifz al-nafs memiliki fungsi preventif yang kuat dalam
mencegah bahaya sebelum terjadi. Ajaran untuk tidak
menjerumuskan diri ke dalam kehancuran (QS. Al-Bagarah: 195)
menjadi dasar normatif bagi tindakan pencegahan dalam
kesehatan publik, seperti imunisasi, pola hidup bersih, dan
penghindaran risiko berbahaya. Ibn ‘Ashur (2006) menyatakan
bahwa menjaga jiwa mencakup kewajiban negara dan masyarakat
untuk menyediakan lingkungan yang aman, fasilitas kesehatan
yang memadai, serta perlindungan dari ancaman kriminalitas dan
konflik. Dengan demikian, aspek preventif dalam hifz al-nafs
berkaitan erat dengan kebijakan sosial dan regulasi publik.

Hifz alnafs juga memiliki dimensi kuratif yang
menekankan pentingnya penyembuhan dan pemulihan ketika
jiwa mengalami kerusakan atau gangguan. Syariat menganjurkan
pengobatan sebagai bentuk ikhtiar rasional, sebagaimana
ditegaskan dalam hadis Nabi, “Berobatlah, karena Allah tidak
menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya” (HR.

Tirmidzi). Auda (2008) menafsirkan dimensi ini sebagai bentuk
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keterbukaan syariat terhadap ilmu pengetahuan modern dan
teknologi kesehatan. Perawatan medis, dukungan psikologis, dan
rehabilitasi sosial menjadi bagian dari strategi kuratif dalam
menjaga keberlangsungan kehidupan manusia.

Dalam konteks masyarakat modern, hifz al-nafs
menghadapi tantangan baru yang tidak dijumpai pada masa
klasik. Ancaman seperti penyakit tidak menular, kecanduan
narkoba, kecelakaan lalu lintas, polusi lingkungan, dan tekanan
mental akibat gaya hidup urban menjadi isu yang relevan dengan
konsep perlindungan jiwa. Magqasid Syari'ah memberikan
landasan normatif untuk menanggapi fenomena ini melalui
kebijakan kesehatan publik, edukasi keselamatan, perlindungan
pekerja, dan layanan kesehatan mental. Kamali (2008) menegaskan
bahwa kemaslahatan manusia dalam syariat bersifat
komprehensif, sehingga segala bentuk kebijakan yang mendorong
keselamatan dan kesejahteraan sejalan dengan prinsip hifz al-nafs.

Penguatan hifz al-nafs menuntut adanya keadilan sosial
dan pemerataan akses terhadap layanan kesehatan. Ibn ‘Ashur
(2006) menjelaskan bahwa menjaga jiwa tidak mungkin tercapai
tanpa struktur sosial yang menjamin hak dasar manusia, termasuk
hak untuk hidup layak, bebas dari kemiskinan ekstrem, dan
memperoleh makanan yang cukup. Dalam konteks ini, kemiskinan
dipandang sebagai ancaman terhadap eksistensi jiwa karena dapat
memicu kelaparan, penyakit, dan kerentanan sosial. Maqasid
Syari’ah mendorong pemerintah dan masyarakat untuk bekerja
sama menciptakan sistem sosial yang melindungi mereka yang

paling rentan.
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Hifz al-nafs juga mencakup aspek perlindungan dari
kekerasan struktural dan konflik. Syariat menekankan
penyelesaian sengketa secara damai, penghindaran perang kecuali
dalam kondisi darurat, dan perlindungan terhadap non-
kombatan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taymiyyah dan
dipertegas kembali oleh Kamali (2008). Dalam masyarakat
majemuk, konsep ini menuntut pembangunan ruang sosial yang
aman bagi semua warga tanpa diskriminasi. Kekerasan berbasis
gender, intoleransi, dan konflik komunal menjadi bentuk ancaman
terhadap hifz al-nafs yang harus dicegah melalui regulasi dan
pendidikan moral.

Keseluruhan konsepsi hifz al-nafs dalam Magasid Syari’ah
menunjukkan bahwa perlindungan jiwa adalah inti dari tujuan
hukum Islam yang mengedepankan kemanusiaan, keselamatan,
dan kesejahteraan. Al-Syatibi (1997) menegaskan bahwa tanpa
terjaganya jiwa, seluruh struktur magqasid lainnya tidak dapat
berdiri. Pemikiran ini menjadikan hifz al-nafs sebagai prinsip
universal yang relevan untuk menjawab tantangan kontemporer
dalam kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini
memastikan bahwa syariat selalu berpihak pada kehidupan
dengan memelihara martabat manusia sebagai pusat dari seluruh
ajaran agama.

c. hifzal-aql

Hifz al-aql merupakan salah satu pilar sentral dalam
Magqasid Syari‘ah yang menegaskan pentingnya menjaga,
memelihara, dan mengembangkan akal manusia sebagai anugerah
terbesar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Al-

Syatibi dalam al-Muwafaqgat fi Ushul al-Syari’ah menempatkan akal
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sebagai fondasi bagi seluruh pemahaman keagamaan, sebab tanpa
akal manusia tidak mampu memahami wahyu, menjalankan
syariat, dan membedakan antara kebaikan dan keburukan (al-
Syatibi, 1997). Dengan demikian, perlindungan terhadap akal
bukan hanya kebutuhan individual, tetapi merupakan kebutuhan
sosial yang memastikan keberlanjutan fungsi moral dan
intelektual masyarakat.

Hifz al-‘aql tidak sebatas menjaga akal dari kerusakan fisik
melalui larangan konsumsi zat yang memabukkan, tetapi
mencakup pemeliharaan kemampuan berpikir secara rasional,
kritis, dan jernih. Kamali (2008) menegaskan bahwa syariat
meletakkan larangan terhadap khamar, narkotika, dan segala
bentuk tindakan yang menghalangi kesadaran sebagai upaya
untuk menjaga kejernihan akal sebagai pusat pengambilan
keputusan. Akal yang rusak berpotensi menimbulkan bahaya bagi
diri sendiri dan masyarakat, sehingga syariat memandang
pemeliharaan akal sebagai tindakan pencegahan terhadap
kerusakan moral dan sosial.

Hifz al-aql juga mencakup dimensi pendidikan sebagai
bagian penting dalam pengembangan potensi akal manusia. Ibn
‘Ashur (2006) menegaskan bahwa salah satu tujuan syariat adalah
mendorong pembangunan intelektual melalui pendidikan,
pembelajaran, dan pencarian ilmu pengetahuan. Ayat tentang
perintah membaca (QS. Al-‘Alaq: 1-5) dan hadis tentang
keutamaan penuntut ilmu menunjukkan bahwa Islam memberi
ruang luas bagi perkembangan akal sebagai bagian dari ibadah.

Pendidikan dalam perspektif maqasid tidak hanya menambah
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informasi, tetapi juga membentuk kecerdasan moral dan
kemampuan berpikir kritis.

Perkembangan pemikiran modern menunjukkan bahwa
hifz al-‘aql juga harus menanggapi tantangan kontemporer yang
berpotensi merusak kesehatan mental dan intelektual. Auda (2008)
menjelaskan bahwa maqasid bersifat dinamis sehingga konsep
perlindungan akal harus mencakup isu-isu seperti kesehatan
mental, stres, depresi, disinformasi, serta pengaruh destruktif
media digital. Dalam konteks ini, perlindungan akal mencakup
edukasi literasi digital, kemampuan menyaring informasi, dan
pembentukan kesadaran untuk menghindari propaganda serta
ujaran kebencian yang mengacaukan nalar publik.

Perlindungan akal dalam perspektif maqasid juga
berkaitan dengan kebebasan berpikir sejauh tidak menyalahi
prinsip-prinsip dasar syariat dan kemaslahatan umum. Kamali
(2008) menyatakan bahwa syariat memberi ruang kepada akal
untuk berijtihad, berdialog, dan mengembangkan pemahaman
baru sesuai kebutuhan zaman. Ruang ini diperlukan agar umat
Islam dapat merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi tanpa terjebak pada kebekuan berpikir. Kebebasan
intelektual merupakan bagian dari pemeliharaan akal karena
memungkinkan tumbuhnya kreativitas dan inovasi.

Hifz al-‘aql juga memiliki dimensi etis yang menuntut
perlindungan dari manipulasi, indoktrinasi, dan penyesatan
pemikiran. Ibn ‘Ashur (2006) menekankan bahwa menjaga akal
berarti mencegah segala hal yang menghambat kebebasan berpikir
atau menjerumuskan masyarakat pada pemahaman yang keliru.

Polarisasi  politik, ujaran kebencian, radikalisme, dan
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penyalahgunaan ajaran agama termasuk ancaman terhadap akal
publik yang harus dilawan melalui pendidikan kritis, pembinaan
moral, dan kebijakan sosial yang menjaga integritas informasi.

Pemeliharaan akal juga mencakup aspek moralitas dalam
proses berpikir. Al-Syatibi (1997) menegaskan bahwa akal yang
sehat adalah akal yang terhubung dengan nilai-nilai kebenaran,
bukan sekadar kecerdasan teknis. Dalam perspektif ini, menjaga
akal berarti mengarahkan penggunaan nalar kepada hal-hal yang
bermanfaat dan menghindarkan diri dari pemikiran destruktif,
manipulatif, atau merugikan masyarakat. Akal yang terpelihara
akan menghasilkan tindakan yang bijak dan sejalan dengan nilai-
nilai syariat.

Keseluruhan gagasan tentang hifz al-‘aql menunjukkan
bahwa akal merupakan pilar utama dalam struktur magqasid
karena tanpa akal manusia tidak dapat menjalankan amanah
agama maupun membangun peradaban. Perlindungan akal
mencakup aspek fisik, intelektual, moral, dan sosial yang
semuanya saling terkait. Dengan menjaga akal, syariat
memastikan bahwa manusia mampu berpikir jernih, memahami
kebenaran, menghindari kerusakan, dan menjalankan peran
sebagai khalifah di muka bumi. Prinsip ini menegaskan bahwa
Islam adalah agama yang memuliakan intelektualitas dan
menjadikan akal sebagai salah satu sumber kemaslahatan manusia
sepanjang masa.

d. hifz al-nasl

Hifz al-nasl menempati posisi krusial dalam Magqasid

Syari’ah sebagai tujuan utama yang memastikan keberlanjutan,

kehormatan, dan stabilitas keturunan manusia. Al-Syatibi (1997)
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menegaskan bahwa menjaga keturunan merupakan bagian dari
kebutuhan dharuriyyat karena kerusakan pada aspek ini akan
berdampak luas pada tatanan sosial, moral, dan keluarga. Konsep
ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan biologis, tetapi juga
menyangkut perlindungan martabat manusia, kejelasan garis
keturunan, dan stabilitas struktur keluarga sebagai fondasi
masyarakat. Tanpa terjaganya nasl, kehidupan sosial akan
kehilangan kohesi dan mengalami kekacauan nilai.

Hifz al-nasl mencakup perlindungan terhadap keluarga
sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga keberlangsungan
manusia. Kamali (2008) menyatakan bahwa syariat menetapkan
aturan pernikahan, larangan zina, dan regulasi keluarga bukan
untuk mengekang kebebasan, tetapi untuk menjaga kejelasan garis
keturunan dan melindungi anak dari kerusakan moral maupun
sosial. Kejelasan nasab dipandang sebagai hak dasar yang
menjamin identitas, rasa aman, dan hubungan sosial yang sehat.
Melalui pernikahan, syariat meneguhkan nilai tanggung jawab,
kejujuran, dan keharmonisan yang menjadi dasar pembentukan
keluarga.

Hifz al-nasl tidak hanya menjaga keberlangsungan
keturunan dari aspek legal dan moral, tetapi juga memastikan
tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang sehat dan bebas
dari kekerasan. Ibn ‘Ashur (2006) menegaskan bahwa
perlindungan terhadap nasl mencakup pemenuhan kebutuhan
fisik, pendidikan, dan kasih sayang sebagai hak fundamental anak.
Kekerasan domestik, penelantaran, dan eksploitasi anak
merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip maqasid ini.

Perlindungan terhadap nasl berarti mengupayakan kesejahteraan
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anak agar dapat berkembang sebagai manusia yang bermartabat
dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Hifz al-nasl juga menuntut penguatan pendidikan keluarga
sebagai ruang utama pembentukan karakter dan nilai moral. Auda
(2008) memandang bahwa maqasid Syari’ah harus dipahami
secara sistemik, termasuk pemeliharaan keturunan melalui
pendidikan yang menanamkan nilai-nilai akhlak, intelektualitas,
dan empati. Pendidikan keluarga berperan menciptakan generasi
yang kuat secara mental, moral, dan spiritual. Syariat memberi
perhatian besar pada pengasuhan dan pendidikan anak agar
terhindar dari penyimpangan yang merusak fitrah manusia.

Perlindungan nasl juga mencakup pencegahan terhadap
kerusakan moral yang dapat merusak tatanan keluarga. Syariat
memberikan panduan tentang pergaulan, aurat, dan etika interaksi
untuk menjaga kehormatan individu dan mencegah hubungan
yang merusak struktur keluarga (Kamali, 2008). Dalam konteks
modern, tantangan seperti pergaulan bebas, pornografi, pelecehan
seksual, dan kekerasan berbasis gender menjadi ancaman serius
terhadap hifz al-nasl. Maqasid memberikan landasan untuk
merumuskan kebijakan edukatif dan preventif guna melindungi
generasi muda dari potensi kerusakan moral yang berdampak
jangka panjang.

Hifz al-nasl juga relevan dalam isu kesehatan reproduksi,
di mana syariat memerintahkan menjaga tubuh dari bahaya dan
memastikan keselamatan ibu dan anak. Konsep ini sejalan dengan
prinsip la darar wa la dirar (tidak boleh menimbulkan bahaya) yang
menjadi dasar dalam kebijakan kesehatan maternal. Auda (2008)

menambahkan bahwa maqasid membuka ruang bagi penggunaan
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teknologi medis modern selama bertujuan menjaga keselamatan
keturunan, seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi, atau
penanganan komplikasi kehamilan. Perlindungan terhadap nasl
melibatkan harmoni antara ajaran agama dan kemajuan ilmu
pengetahuan.

Hifz al-nasl juga mencakup pemeliharaan tatanan sosial
agar anak-anak lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang
meminimalkan risiko kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi. Ibn
‘Ashur (2006) menegaskan bahwa maqasid Syari’ah menuntut
negara menyediakan kebijakan yang melindungi hak-hak anak
dan perempuan. Sistem jaminan sosial, pendidikan inklusif, dan
perlindungan hukum bagi korban kekerasan menjadi bagian dari
implementasi hifz al-nasl di era modern. Tanpa perlindungan
sosial yang kuat, generasi penerus mudah mengalami kerentanan
yang menghambat proses perkembangan mereka.

Gagasan tentang hifz al-nasl menunjukkan bahwa menjaga
keturunan bukan hanya masalah moral, tetapi juga persoalan
sosial, legal, dan kemanusiaan. Al-Syatibi (1997) menekankan
bahwa kerusakan keturunan memiliki dampak luas yang dapat
meruntuhkan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, maqasid
Syari’ah mengarahkan perhatian pada perlindungan keluarga,
pendidikan anak, kesehatan reproduksi, dan pencegahan
kekerasan sebagai bentuk komprehensif pemeliharaan nasl
Prinsip ini menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan masa
depan generasi dan memandang keluarga sebagai unit paling vital
dalam menjaga keberlangsungan peradaban manusia.

e. hifz al-mal
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Hifz al-mal merupakan salah satu prinsip dasar dalam
Magqasid Syari’ah yang bertujuan menjaga, melindungi, dan
mengembangkan  harta sebagai bagian penting dari
keberlangsungan hidup manusia. Al-Syatibi (1997) menempatkan
harta dalam kategori dharuriyyat karena kerusakan pada aspek ini
akan mengganggu stabilitas individu maupun masyarakat. Harta
dipandang bukan sekadar kepemilikan materi, tetapi sebagai
amanah yang harus digunakan dengan cara yang adil, bermoral,
dan bermanfaat. Konsep ini memberikan dasar etis bagi seluruh
aktivitas ekonomi dalam Islam, baik pada tingkat individu
maupun institusi.

Hifz al-mal mencakup perlindungan terhadap hak
kepemilikan melalui aturan syariat yang melarang pencurian,
korupsi, riba, penipuan, dan segala bentuk transaksi yang
merugikan pihak lain. Kamali (2008) menjelaskan bahwa syariat
mengatur hubungan ekonomi berdasarkan prinsip keadilan dan
transparansi agar tidak terjadi eksploitasi dan ketidakadilan.
Larangan riba, misalnya, bertujuan mencegah akumulasi kekayaan
yang tidak sehat serta melindungi masyarakat dari praktik
ekonomi yang menindas. Dengan demikian, pemeliharaan harta
tidak semata menjaga kepemilikan, tetapi juga menegakkan
keadilan ekonomi.

Hifz al-mal juga mengatur mekanisme pengelolaan harta
secara produktif guna menghindari stagnasi dan pemborosan. Ibn
‘Ashur (2006) menekankan bahwa harta yang tidak digunakan
untuk kemaslahatan dianggap bertentangan dengan magqasid.
Syariat mendorong umat untuk berinvestasi, berdagang secara

jujur, dan mengembangkan aset demi keberlanjutan ekonomi
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keluarga dan masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam
tidak hanya mengatur perlindungan harta dari kerusakan, tetapi
juga mendorong pemanfaatannya secara optimal agar
memberikan nilai tambah bagi kehidupan.

Hifz al-mal memiliki fungsi preventif yang memastikan
harta tidak hilang akibat kelalaian, buruknya manajemen, atau
tindakan spekulatif berlebihan. Auda (2008) menjelaskan bahwa
magqasid Syari’ah menuntut perlindungan aset dari risiko yang
tidak diperhitungkan melalui perencanaan keuangan, pengelolaan
risiko, dan penggunaan instrumen yang sah seperti akad syariah
dalam pembiayaan. Regulasi seperti kewajiban pencatatan
transaksi dan saksi dalam akad bertujuan mencegah perselisihan
dan kerugian, sekaligus menciptakan sistem ekonomi yang stabil
dan terpercaya.

Hifz al-mal tidak hanya melindungi kepemilikan individu,
tetapi juga menjamin distribusi kekayaan yang adil dalam
masyarakat. Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen
penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan mencegah
terjadinya kesenjangan ekstrem. Kamali (2008) menegaskan bahwa
distribusi kekayaan yang tidak merata dapat menjadi ancaman
bagi stabilitas sosial, sehingga syariat mengatur mekanisme
berbagi sebagai bagian dari perlindungan terhadap harta kolektif.
Penguatan solidaritas sosial melalui zakat dan wakaf juga menjadi
bentuk nyata implementasi maqasid dalam konteks ekonomi.

Hifz al-mal relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi
modern seperti korupsi, pencucian uang, eksploitasi buruh, dan
ketidakadilan ekonomi global. Auda (2008) menyatakan bahwa

maqasid harus dipahami secara dinamis agar dapat merespons
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persoalan kontemporer seperti ekonomi digital, fintech syariah,
serta perlindungan konsumen dari penipuan online. Perlindungan
harta dalam konteks modern mencakup regulasi terhadap
transaksi digital, transparansi informasi, dan edukasi literasi
keuangan agar masyarakat mampu mengelola harta dengan aman
di tengah perkembangan ekonomi yang cepat.

Hifz al-mal juga mencakup aspek perlindungan aset publik
dan sumber daya alam sebagai bagian dari kekayaan bersama
yang harus dijaga dari kerusakan atau monopoli. Ibn *Ashur (2006)
menjelaskan bahwa kerusakan terhadap lingkungan dan
eksploitasi sumber daya secara berlebihan merupakan bentuk
pelanggaran terhadap maqasid karena merusak kemaslahatan
generasi sekarang dan mendatang. Pengelolaan yang
berkelanjutan menjadi bagian integral dari perlindungan harta
karena sumber daya alam merupakan aset kolektif yang
menopang kehidupan.

Gagasan tentang hifz al-mal menunjukkan bahwa
perlindungan harta adalah bagian integral dari visi Islam
mengenai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan kehidupan.
Al-Syatibi (1997) menegaskan bahwa harta adalah sarana untuk
mencapai kemaslahatan, bukan tujuan akhir yang harus dikejar
secara serakah. Prinsip ini mengarahkan perilaku ekonomi agar
tetap berada dalam koridor etika dan kemanusiaan. Dengan
menjaga harta dari kerusakan, memanfaatkannya secara
produktif, dan mendistribusikannya secara adil, maqasid Syari’ah
memberikan kerangka komprehensif bagi pembangunan ekonomi
yang berkeadaban dan menyejahterakan masyarakat secara

keseluruhan.
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2.5 Teori Agensi

Teori keagenan (agency theory) adalah sebuah teori yang
menjelaskan hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam suatu
organisasi, yaitu principal (pemilik) dan agent
(manajemen)(Kolokoltsov &  Malafeyev, 2020). Principal
memberikan wewenang kepada agent untuk melakukan aktivitas
tertentu atas nama principal dengan harapan agent akan bertindak
demi kepentingan principal(Veldkamp, 2023). Namun, dalam
praktiknya sering terjadi konflik kepentingan antara kedua pihak
ini karena perbedaan tujuan dan informasi yang dimiliki.

Perkembangan teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh
Jensen dan Meckling pada tahun 1976(Hollihan & Baaske, 2022).
Mereka menyatakan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika
principal memperkerjakan agent untuk memberikan suatu jasa dan
mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada
agent(Bacharach, 2019). Konflik keagenan muncul karena agent
mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan
principal, yang dapat menimbulkan biaya keagenan (agency cost).
Biaya keagenan ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh principal
untuk mengawasi dan memastikan agent bertindak sesuai dengan
kepentingannya(Collins, 2019).

Salah satu masalah utama dalam teori keagenan adalah
asimetri informasi (information asymmetry), di mana agent
memiliki lebih banyak informasi tentang operasi dan kondisi
perusahaan dibandingkan dengan principal(Blossfeld & Prein,
2019). Ketidakseimbangan informasi ini dapat memberikan

kesempatan bagi agent untuk melakukan manajemen laba atau
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tindakan lain yang dapat menyesatkan principal mengenai kinerja
perusahaan. Asimetri informasi juga dapat menyebabkan
ketidakpastian dan risiko bagi principal, sehingga memerlukan
mekanisme pengawasan yang efektif untuk mengurangi
ketidakpastian tersebut (Samuelson et al., 2021).

Untuk mengatasi masalah keagenan, beberapa mekanisme
pengawasan dapat diterapkan, seperti pelaporan keuangan yang
transparan, audit independen, dan pemberian insentif yang align
dengan kepentingan principal(Tresch, 2022). Mekanisme pelaporan
keuangan yang baik dapat memberikan informasi yang akurat dan
relevan kepada principal, sehingga dapat mengurangi asimetri
informasi. Audit independen juga dapat memastikan bahwa
laporan keuangan yang disajikan oleh agent adalah benar dan dapat
dipercaya .

Teori keagenan juga menekankan pentingnya insentif yang
tepat untuk agent. Insentif ini dapat berupa kompensasi berbasis
kinerja, saham opsi, atau bonus yang terkait dengan pencapaian
target tertentu(Hudson & Day, 2019). Dengan adanya insentif yang
align dengan kepentingan principal, agent akan lebih termotivasi
untuk bertindak sesuai dengan tujuan principal, sehingga dapat
mengurangi potensi konflik kepentingan .

Di Indonesia, teori keagenan dapat diterapkan dalam
berbagai konteks bisnis, termasuk dalam upaya meningkatkan
penggunaan produk kosmetik halal. Principal, yang dalam hal ini
adalah produsen kosmetik halal, dapat menggunakan mekanisme
pelaporan yang transparan dan audit independen untuk
memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar

halal. Selain itu, insentif yang tepat dapat diberikan kepada
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manajemen untuk mendorong peningkatan kualitas dan pemasaran
produk kosmetik halal .

Dengan penerapan teori keagenan yang efektif, produsen
kosmetik halal di Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan
konsumen terhadap produk mereka. Pelaporan yang transparan
dan audit independen dapat memastikan bahwa produk yang
dihasilkan benar-benar halal dan sesuai dengan standar yang
ditetapkan. Insentif yang tepat juga dapat mendorong manajemen
untuk terus meningkatkan kualitas dan inovasi produk, sehingga
dapat bersaing di pasar global .

Secara keseluruhan, teori keagenan memberikan kerangka
kerja yang penting dalam memahami hubungan antara principal
dan agent, serta mekanisme yang dapat digunakan untuk
mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul. Penerapan
teori ini dalam konteks bisnis, termasuk industri kosmetik halal,
dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan
kinerja perusahaan, sehingga dapat memberikan manfaat yang

lebih besar bagi pemilik dan pemangku kepentingan lainnya .

2.6 Teori Strategi Pemasaran

Teori strategi pemasaran adalah kerangka kerja yang
digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan dan
melaksanakan kegiatan pemasaran yang efektif guna mencapai
tujuan bisnis(Farquhar et al., 2020). Strategi pemasaran mencakup
analisis pasar, identifikasi segmen target, penentuan posisi produk,
serta pengembangan dan pelaksanaan bauran pemasaran. Teori ini

menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan keinginan
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pelanggan, menganalisis lingkungan bisnis, serta mengembangkan
keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Langkah pertama dalam merumuskan strategi pemasaran
adalah analisis situasi(Azifah, 2022). Analisis ini melibatkan
penilaian lingkungan internal dan eksternal perusahaan melalui
alat-alat seperti analisis SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats). Analisis SWOT membantu perusahaan
memahami kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan
ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja
bisnis(Lahtinen et al., 2020). Selain itu, analisis lingkungan makro
seperti analisis PESTEL (Political, Economic, Social, Technological,
Environmental, Legal) juga penting untuk memahami faktor-faktor
yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan(Proctor, 2020).

Segmentasi pasar adalah langkah berikutnya dalam strategi
pemasaran. Segmentasi melibatkan pengelompokan konsumen
berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi, geografis,
psikografis, atau perilaku(Batat, 2022). Tujuan dari segmentasi
adalah untuk mengidentifikasi kelompok konsumen yang memiliki
kebutuhan dan preferensi yang sama sehingga perusahaan dapat
merancang produk dan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran
(Nurbaiti et al., 2023; Soemitra et al., 2022). Dengan segmentasi yang
baik, perusahaan dapat lebih efektif dalam mengalokasikan sumber
daya dan mencapai target pasar yang lebih spesifik.

Setelah segmentasi, perusahaan harus menentukan target
pasar yang ingin dijangkau(Lumingkewas et al., 2023). Pemilihan
target pasar melibatkan penilaian segmen-segmen yang telah
diidentifikasi dan memilih segmen yang paling sesuai dengan

tujuan bisnis dan kapabilitas perusahaan(Sukri, 2020). Target pasar
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yang dipilih harus memiliki potensi yang cukup besar untuk
memberikan keuntungan dan memungkinkan perusahaan untuk
bersaing secara efektif(lhsan, 2022). Pemilihan target pasar yang
tepat sangat penting karena akan mempengaruhi semua aspek dari
strategi pemasaran, termasuk desain produk, penetapan harga,
distribusi, dan promosi.

Diferensiasi dan positioning adalah dua konsep kunci
dalam strategi pemasaran yang saling terkait namun memiliki
peran yang berbeda(Nurjahjo et al., 2019). Diferensiasi adalah
proses menciptakan perbedaan yang berarti antara produk atau
layanan  perusahaan  dengan  produk atau layanan
pesaing(Maharani, 2022). Ini adalah fondasi yang memungkinkan
perusahaan untuk menawarkan sesuatu yang unik kepada pasar.
Diferensiasi dapat dicapai melalui berbagai cara, termasuk fitur
produk yang inovatif, kualitas yang unggul, layanan pelanggan
yang luar biasa, atau citra merek yang kuat. Misalnya, sebuah
perusahaan kosmetik halal dapat menonjolkan penggunaan bahan-
bahan alami, sertifikasi halal yang terpercaya, dan komitmen
terhadap praktik bisnis yang etis dan ramah lingkungan.

Salah satu contoh sukses dari diferensiasi dalam industri
kosmetik halal adalah Wardah, sebuah merek kosmetik dari
Indonesia. Wardah berhasil menciptakan diferensiasi melalui
komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Islami, penggunaan
bahan-bahan alami, dan sertifikasi halal dari lembaga yang
terpercaya(Marbun et al., 2021). Konsumen melihat produk Wardah
bukan hanya sebagai kosmetik, tetapi juga sebagai bagian dari gaya
hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal(D. N. Aisyah, 2022).

Diferensiasi ini memberikan kepercayaan tambahan kepada
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konsumen Muslim yang menginginkan produk yang sejalan
dengan keyakinan mereka.

Positioning adalah cara perusahaan mengkomunikasikan
perbedaan yang diciptakan melalui diferensiasi kepada konsumen
sehingga mereka memiliki persepsi yang jelas dan positif tentang
produk tersebut(Sitinjak et al., 2023). Positioning yang efektif
melibatkan pesan yang konsisten dan menarik yang disampaikan
melalui berbagai saluran komunikasi. Wardah, misalnya,
menggunakan kampanye pemasaran yang menekankan nilai-nilai
Islami, kecantikan alami, dan keandalan produk halal(Iriadinata,
2024). Mereka juga menggunakan influencer dan brand ambassador
yang memiliki reputasi baik di komunitas Muslim untuk
memperkuat pesan mereka. Melalui iklan, media sosial, dan event
promosi, Wardah berhasil membangun citra merek yang kuat dan
terpercaya di benak konsumen.

Positioning  yang  kuat membantu  perusahaan
menempatkan produk mereka di benak konsumen dan
menciptakan loyalitas merek(Jalil, 2022). Dengan positioning yang
tepat, konsumen akan lebih mudah mengenali dan mengingat
produk, serta mengasosiasikan produk tersebut dengan nilai-nilai
yang mereka hargai. Wardah, misalnya, telah berhasil membangun
loyalitas merek yang tinggi di antara konsumen Muslim di
Indonesia. Konsumen yang setia tidak hanya terus membeli produk
Wardah, tetapi juga merekomendasikan produk tersebut kepada
orang lain. Loyalitas ini memberikan keuntungan jangka panjang
bagi perusahaan, termasuk peningkatan penjualan, pengurangan
biaya pemasaran, dan pertumbuhan pangsa pasar yang

berkelanjutan.
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Secara keseluruhan, diferensiasi dan positioning adalah
dua elemen penting dalam strategi pemasaran yang membantu
perusahaan menciptakan dan mengkomunikasikan nilai unik dari
produk mereka(Mukhlis & Simanjuntak, 2018). Dengan diferensiasi
yang kuat, perusahaan dapat menawarkan sesuatu yang berbeda
dan lebih baik dibandingkan dengan pesaing(Widiastuti et al.,
2022). Dengan positioning yang efektif, perusahaan dapat
memastikan bahwa konsumen memahami dan menghargai
perbedaan tersebut, sehingga membangun loyalitas merek yang
kuat. Dalam konteks kosmetik halal, strategi ini sangat penting
untuk menjangkau dan mempertahankan konsumen yang peduli
terhadap nilai-nilai halal dan kualitas produk yang mereka
gunakan.

Bauran pemasaran atau marketing mix adalah alat yang
digunakan oleh perusahaan untuk mengimplementasikan strategi
pemasaran mereka secara efektif. Bauran pemasaran terdiri dari
empat elemen utama yang dikenal sebagai 4P: Product, Price, Place,
dan Promotion(Azifah, 2022; Gilligan et al., 2021; Moktar et al., 2024;
Proctor, 2020; Richardson, 2024). Keempat elemen ini bekerja secara
sinergis untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan mencapai
tujuan bisnis perusahaan. Dengan mengelola setiap elemen dengan
baik, perusahaan dapat memastikan bahwa produk mereka sesuai
dengan kebutuhan pasar, harga kompetitif, distribusi efektif, dan
promosi menarik.

Produk adalah elemen pertama dalam bauran pemasaran
dan mencakup segala sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan
kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan

konsumen(Richardson, 2024). Produk harus dirancang dengan

69



cermat untuk memastikan bahwa ia memiliki fitur, kualitas, dan
desain yang sesuai dengan harapan target pasar. Selain itu,
perusahaan harus terus melakukan inovasi produk untuk tetap
relevan di pasar yang berubah-ubah. Dalam konteks kosmetik halal,
misalnya, perusahaan dapat menekankan penggunaan bahan-
bahan alami dan aman, serta memastikan bahwa semua produk
mereka telah mendapatkan sertifikasi halal dari otoritas yang
berwenang.

Harga adalah elemen kedua dalam bauran pemasaran dan
merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen
untuk mendapatkan produk(Mare, 2024). Penetapan harga harus
mempertimbangkan nilai yang dirasakan oleh konsumen, biaya
produksi, serta harga yang ditawarkan oleh pesaing. Strategi
penetapan harga yang tepat dapat membantu perusahaan menarik
pelanggan dan meningkatkan penjualan. Ada berbagai pendekatan
yang dapat digunakan dalam penetapan harga, seperti penetapan
harga berbasis biaya, penetapan harga berbasis nilai, atau
penetapan harga kompetitif. Dalam industri kosmetik halal,
perusahaan mungkin perlu menyeimbangkan antara harga yang
terjangkau dan persepsi kualitas yang tinggi untuk menarik
konsumen Muslim yang sadar akan kesehatan dan kehalalan
produk.

Tempat atau distribusi adalah elemen ketiga dalam bauran
pemasaran dan mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk
memastikan produk tersedia bagi konsumen di lokasi yang mudah
dijangkau(Lahtinen et al., 2020). Strategi distribusi yang efektif
melibatkan pemilihan saluran distribusi yang tepat, manajemen

rantai pasokan yang efisien, dan pemenuhan kebutuhan pelanggan
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dengan cepat. Dalam konteks kosmetik halal, perusahaan dapat
menjual produk mereka melalui berbagai saluran, seperti toko fisik,
e-commerce, dan distributor independen. Distribusi yang baik akan
memastikan bahwa produk kosmetik halal dapat diakses oleh
konsumen di berbagai lokasi, baik di dalam maupun luar negeri.

Promosi adalah elemen keempat dalam bauran pemasaran
dan meliputi berbagai aktivitas komunikasi yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, minat, dan tindakan pembelian
konsumen terhadap produk(Proctor, 2020). Promosi dapat
dilakukan melalui iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat,
pemasaran langsung, dan media sosial. Strategi promosi yang
efektif harus dirancang untuk mencapai target pasar yang spesifik
dan mengkomunikasikan pesan yang sesuai dengan nilai produk.
Dalam industri kosmetik halal, perusahaan dapat menggunakan
kampanye promosi yang menekankan kehalalan, keamanan, dan
kualitas produk, serta memanfaatkan influencer atau brand
ambassador yang dipercaya oleh komunitas Muslim.

Bauran pemasaran yang efektif harus disesuaikan dengan
karakteristik dan kebutuhan pasar target(Frank, 2023). Setiap
elemen dalam bauran pemasaran harus dikelola dengan baik dan
diintegrasikan untuk menciptakan pengalaman yang konsisten dan
memuaskan bagi konsumen. Dengan mengelola produk, harga,
tempat, dan promosi secara optimal, perusahaan dapat
meningkatkan daya saing mereka di pasar dan mencapai
keberhasilan jangka panjang. Dalam konteks kosmetik halal,
strategi bauran pemasaran yang tepat akan membantu perusahaan

menarik dan mempertahankan konsumen yang menghargai
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produk yang sejalan dengan nilai-nilai Islami, aman, dan
berkualitas tinggi.

Pemasaran digital telah menjadi bagian penting dari
strategi pemasaran modern(Azifah, 2022). Teknologi digital
memungkinkan perusahaan untuk menjangkau audiens yang lebih
luas, personalisasi komunikasi, dan mengukur efektivitas
kampanye secara real-time. Pemasaran konten, SEO (Search Engine
Optimization), iklan berbayar, dan media sosial adalah beberapa
alat yang sering digunakan dalam pemasaran digital. Strategi
pemasaran digital yang efektif dapat membantu perusahaan
meningkatkan visibilitas merek, menarik pelanggan potensial, dan
membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen.

Strategi pemasaran harus mencakup rencana untuk
evaluasi dan pengendalian. Setelah strategi diterapkan, perusahaan
perlu memantau Kkinerja pemasaran secara teratur untuk
memastikan bahwa tujuan bisnis tercapai(Morrison, 2022;
O’Sullivan & Ngugi, 2022). Pengukuran kinerja dapat dilakukan
melalui berbagai indikator seperti penjualan, pangsa pasar,
kepuasan pelanggan, dan ROI (Return on Investment). Evaluasi
yang terus-menerus memungkinkan perusahaan untuk
mengidentifikasi masalah dan peluang, serta melakukan
penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas
strategi pemasaran. Dengan pendekatan yang sistematis dan
berorientasi pada data, perusahaan dapat mencapai keunggulan
kompetitif yang Dberkelanjutan dalam pasar yang semakin

kompetitif.
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2.7 Kosmetik Halal

Kosmetik merujuk pada produk atau substansi yang
diterapkan pada berbagai area tubuh manusia, seperti epidermis,
rambut, kuku, bibir, serta organ genital eksternal, dan termasuk
juga pada gigi dan mukosa mulut(Binti Muhammad, 2019). Fungsi
utama kosmetik melibatkan tindakan membersihkan,
mengharumkan, memodifikasi penampilan, menghilangkan aroma
yang tidak diinginkan, serta menjaga dan merawat kondisi fisik
secara umum(Widyaningrum, 2019). Aspek ini sesuai dengan
terminologi "Kosmein" dalam bahasa Yunani, yang menandakan
hiasan atau perawatan tubuh.

Sebagai bagian integral dari tatanan sosial, kosmetik
memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat(Nurdin &
Setiani, 2021). Terdapat segmen masyarakat yang secara signifikan
bergantung pada produk kosmetik untuk memenuhi standar
penampilan dalam berbagai konteks(S. R. Aisyah, 2023). Di pasar
komersial, berbagai produk kosmetik, khususnya yang terfokus
pada perawatan kulit wajah, tersedia dalam ragam yang
luas(Ardelia, 2019). Dalam fase evolusinya, produk kosmetik telah
mengalami perkembangan yang melibatkan penggabungan bahan
pendukung dan penambah nilai artistik, termasuk penambahan
agen pemutih.

Pada tahap saat ini, penggunaan kosmetik telah menjadi
bagian integral dari kehidupan sehari-hari, memunculkan perlunya
perlindungan masyarakat dari ancaman potensial terhadap
kesehatan yang ditimbulkan oleh produk kosmetik yang tidak
memenuhi standar mutu, keamanan, dan efikasi(Veronica, 2022).

Oleh karena itu, pengendalian ketat terhadap produksi dan
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distribusi kosmetik yang tidak mematuhi parameter-parameter
standar tersebut menjadi suatu keharusan.

Dalam abad ini, wacana mengenai kosmetik telah
berkembang lebih jauh dari sekadar produk pemanis tampilan,
namun menegaskan peran vitalnya dalam pemeliharaan dan
perbaikan penampilan serta kesehatan fisik(Jalil, 2022). Meskipun
inovasi terus mengiringi perkembangannya, yakni melibatkan
formulasi yang lebih canggih dan penggunaan bahan pendukung
yang beragam, tetaplah imperatif bahwa keselamatan dan
keamanan para pengguna tetap terjaga. Standar ketat yang
mengatur produksi dan sirkulasi produk kosmetik merupakan
pondasi esensial dalam memastikan keuntungan bagi masyarakat
tanpa menimbulkan risiko terhadap kesehatan mereka(Tan et al.,
2022).

Kosmetik memiliki tujuan yang holistik, yang mencakup
teori dan praktik dalam rangka merawat dan mempertahankan
keindahan kulit secara teratur(Adiba, 2019). Pendekatan ini
melibatkan aspek regulasi, metode produksi, penyimpanan, serta
penggunaan kosmetik. Analisis sifat bahan kosmetik yang
digunakan untuk menjaga dan merawat kesehatan dan keindahan
tubuh, termasuk wajah dan bagian lainnya, menjadi
esensial(Kamaruddin et al., 2023).

Dalam konteks ini, tujuan penggunaan kosmetik dapat
dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, yang pertama adalah
melindungi kulit dari dampak lingkungan eksternal yang
berpotensi merusak, seperti sinar matahari dan perubahan
cuaca(Huriah et al., 2022). Poin kedua menitikberatkan pada

pencegahan kulit terluar dari dehidrasi, terutama bagi mereka yang
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hidup di iklim dingin seperti di daerah pegunungan yang lembab
dan sering diselimuti awan(Widyanto & Sitohang, 2022).

Tidak hanya itu, kosmetik juga berperan dalam mencegah
kulit menjadi kering dan berkerut, karena bahan-bahan aktif dalam
kosmetik dapat meresap lebih dalam ke lapisan kulit(Huriah et al.,
2022). Fungsi berikutnya adalah perubahan warna atau nuansa kulit
di area tertentu dengan melekat pada permukaan kulit. Kosmetik
juga dapat memperbaiki kondisi kulit seperti kulit kering, normal,
atau berminyak(Tien et al., 2019).

Kosmetik halal adalah produk kosmetik yang dihasilkan
dan diolah dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam(Maison
et al.,, 2019). Produk ini harus memenuhi persyaratan syariah yang
meliputi bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan
standar kualitas(Abdelzaher et al., 2019). Secara khusus, kosmetik
halal harus bebas dari bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam,
seperti babi, alkohol, dan bahan-bahan najis. Selain itu, proses
produksi juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan etika
dan nilai-nilai Islam, termasuk dalam pemilihan bahan, metode
produksi, dan pengujian produk.

Sertifikasi halal menjadi bukti bahwa suatu produk
kosmetik telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh
lembaga berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal(Eifler,
2010). Sertifikasi ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa
produk tersebut aman dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kosmetik halal semakin diminati oleh konsumen Muslim
karena mereka ingin memastikan bahwa produk yang mereka
gunakan sesuai dengan keyakinan agama dan nilai-nilai budaya

mereka. Selain itu, produk kosmetik halal juga menarik perhatian
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konsumen non-Muslim yang mencari produk yang aman, ramah
lingkungan, dan mengandung nilai-nilai etika yang positif.

Menurut(Mohtar et al., 2022) ,"Kosmetik halal adalah
produk kosmetik yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam dan
tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Produk ini
harus diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan yang halal,
serta proses produksi harus sesuai dengan ajaran Islam dan standar
kehalalan yang ditetapkan."

Menurut (Haidayatullah, 2018),"Kosmetik halal adalah
produk kecantikan yang telah melewati proses sertifikasi halal oleh
lembaga berwenang dan memenubhi standar syariah Islam. Produk
ini tidak mengandung bahan-bahan haram atau najis, dan
produksinya dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai etika
serta aspek kebersihan dalam Islam."

Menurut (Binti Muhammad, 2019),"Kosmetik halal adalah
produk kecantikan yang telah teruji dan terjamin kehalalannya oleh
badan sertifikasi halal yang terpercaya. Produk ini harus bebas dari
bahan-bahan haram dan proses produksinya harus dilaksanakan
dengan penuh integritas sesuai dengan nilai-nilai Islam."

Simpulan definisi kosmetik halal dari tiga ahli tersebut
menunjukkan kesamaan dalam prinsip dasar bahwa kosmetik halal
adalah produk kecantikan yang diproduksi dan diproses sesuai
dengan ajaran Islam, tidak mengandung bahan-bahan yang
diharamkan atau najis dalam Islam, serta telah melewati proses
sertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang. Keberagaman
dalam definisi tersebut juga mencerminkan kompleksitas dan
variasi pengertian dari sisi akademis dan praktis dalam bidang

kosmetik halal.
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Dari pandangan di atas dapat ditarik simpulan bahwa
kosmetik halal adalah produk kecantikan yang mengedepankan
aspek kehalalan dalam Islam, memastikan penggunaan bahan-
bahan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan telah mendapatkan
sertifikasi halal dari lembaga yang kredibel. Definisi ini
menegaskan pentingnya kepercayaan dan keyakinan konsumen
Muslim dalam memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai
agama mereka, serta memberikan jaminan kualitas dan kebersihan
dari sudut pandang Islam dan etika.

Penggunaan kosmetik halal telah menjadi perhatian
penting dalam masyarakat modern, karena berbagai alasan yang
mendasarinya. Pertama-tama, kosmetik halal diakui memberikan
rasa aman dan keyakinan bagi para konsumen Muslim, karena
produk ini memenuhi standar kehalalan yang sesuai dengan ajaran
agama. Ini menghilangkan keraguan terkait dengan kandungan
dan proses produksi yang melibatkan unsur-unsur yang dilarang
dalam Islam, seperti babi atau alkohol.

Kosmetik halal juga mencerminkan nilai-nilai etika dalam
produksi dan konsumsi, karena mengedepankan aspek kesehatan,
kebersihan, dan integritas. Proses produksi yang dikelola sesuai
dengan prinsip-prinsip kehalalan mendorong penggunaan bahan-
bahan yang lebih alami dan bersih, serta melibatkan praktik
produksi yang menjaga keberlanjutan lingkungan. Hal ini sejalan
dengan semangat kepedulian terhadap bumi dan lingkungan, yang
semakin diperhatikan dalam masyarakat global saat ini.

Penting juga untuk diingat bahwa kosmetik halal dapat
menguntungkan tidak hanya bagi konsumen Muslim, tetapi juga

bagi masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan bahan-bahan
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yang halal sering kali mengarah pada formulasi yang lebih aman
dan ramah lingkungan. Selain itu, proses pengujian dan sertifikasi
ketat yang biasanya melekat pada produk kosmetik halal juga
memberikan jaminan kualitas dan keamanan, sehingga mengurangi
risiko potensi efek samping yang merugikan bagi pengguna.

s o 20 SR Sl 155 Ul Sl T 8 e 1K 0L
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan;
karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (QS.
Al Bagarah Ayat 168).

Ayat QS. Al-Bagarah ayat 168 memberikan dasar yang kuat
bagi pentingnya kehalalan dan kebaikan (halalan thayyiban) dalam
setiap aspek kehidupan, termasuk dalam produksi kosmetik halal.
Ayat ini menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk hanya
menggunakan sesuatu yang halal dan baik, bukan sekadar dalam
konteks makanan, tetapi juga dalam produk yang bersentuhan
dengan tubuh seperti kosmetik. Prinsip halal menuntut produsen
memastikan bahwa bahan-bahan yang dipakai tidak berasal dari
sumber yang diharamkan atau najis, sementara prinsip thayyib
mengharuskan produk tersebut aman, bermanfaat, dan tidak
membahayakan kesehatan. Larangan mengikuti langkah-langkah
setan dapat dimaknai sebagai peringatan agar tidak tergoda
menggunakan cara-cara yang instan, curang, atau melibatkan
bahan terlarang demi keuntungan ekonomi. Dengan demikian, ayat
ini menjadi pedoman moral dan etika yang sangat relevan dalam
mendorong industri kosmetik untuk memproduksi barang yang
halal, bersih, sehat, dan membawa keberkahan bagi produsen

maupun konsumen.
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Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah
kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja
menyembah. SesungqQuhnya Allah  hanya mengharamkan atasmu
(memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelil dengan
menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa
memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas,
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS.
An Nahl 114-115).

Ayat QS. An-Nahl ayat 114-115 menekankan kewajiban
manusia untuk memanfaatkan rezeki Allah yang halal dan baik
serta menjauhi segala bentuk konsumsi atau penggunaan bahan
yang diharamkan seperti bangkai, darah, dan daging babi. Dalam
konteks produksi kosmetik halal, ayat ini memberi landasan
penting bahwa setiap bahan yang digunakan harus dipastikan tidak
berasal dari unsur yang diharamkan dan terjaga kesuciannya.
Prinsip halal dan thayyib bukan hanya menjamin kepatuhan
syariat, tetapi juga menjaga kesehatan dan keselamatan pengguna.
Lebih jauh, ayat ini menuntut adanya rasa syukur dengan cara
mengelola rezeki sesuai aturan Allah, sehingga produsen kosmetik
tidak sekadar mencari keuntungan, tetapi juga memastikan
produknya bernilai ibadah karena menjaga konsumen dari yang
haram. Dengan demikian, produksi kosmetik halal menjadi bagian
dari manifestasi ketaatan, syukur, dan kepedulian terhadap
kesejahteraan umat.

Selain nilai-nilai agama dan etika, kosmetik halal juga

berperan dalam mempromosikan inklusivitas dan diversitas dalam
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industri kosmetik. Produsen kosmetik halal cenderung berupaya

untuk menciptakan produk yang cocok untuk berbagai jenis kulit

dan rambut, serta mengakomodasi kebutuhan beragam konsumen.

Dengan demikian, penggunaan kosmetik halal mendorong

penerimaan dan representasi yang lebih baik terhadap beragam

kebutuhan dan preferensi konsumen.

Secara keseluruhan, manfaat penggunaan kosmetik halal
tidak hanya terbatas pada dimensi agama, tetapi juga mencakup
aspek kesehatan, etika, lingkungan, serta inklusivitas. Pilihan untuk
menggunakan kosmetik halal dapat memberikan dampak positif
yang meluas, baik bagi individu maupun masyarakat secara
keseluruhan.

Karakteristik kosmetik halal mencakup berbagai aspek
yang membedakannya dari produk kosmetik konvensional.
Beberapa karakteristik utama kosmetik halal adalah sebagai
berikut(Nurdin & Setiani, 2021):

3 Bahan-bahan Halal: Kosmetik halal harus terbuat dari bahan-
bahan yang halal dan diperbolehkan dalam Islam. Produk ini
tidak boleh mengandung bahan-bahan haram, seperti babi,
alkohol, atau bahan-bahan berbahaya lainnya yang dianggap
dilarang dalam agama Islam.

4 Bersertifikat Halal: Karakteristik paling mencolok dari
kosmetik halal adalah bahwa mereka telah melewati proses
sertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang. Sertifikasi ini
memberikan jaminan bahwa produk tersebut memenuhi
standar kehalalan Islam dan telah diproduksi dengan

mematuhi prinsip-prinsip syariah.
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5 Bebas dari Bahan Najis: Selain harus bebas dari bahan-bahan
haram, kosmetik halal juga tidak boleh mengandung bahan-
bahan najis atau tidak bersih. Produk ini harus diproduksi
dengan memastikan kebersihan dan sterilisasi yang sesuai.

6 Etika dan Keberkahan: Kosmetik halal seringkali menonjolkan
nilai-nilai etika dan keberkahan dalam proses produksinya.
Perusahaan yang memproduksi kosmetik halal biasanya
berkomitmen untuk mengikuti etika bisnis yang baik,
menghormati hak-hak pekerja, serta memperhatikan aspek
keberlanjutan dan lingkungan.

7 Mengandung Bahan Alami: Kosmetik halal cenderung
mengandung bahan-bahan alami yang tidak hanya aman bagi
kulit, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai alam dan lingkungan.
Penggunaan bahan alami membantu menjaga keaslian produk
dan menekankan pentingnya sumber daya alam yang terjaga.

8 Tidak Dites pada Hewan: Sebagai bagian dari prinsip etika dan
keberlanjutan, kosmetik halal umumnya tidak diuji pada
hewan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mendukung
praktik cruelty-free dan ramah lingkungan.

Karakteristik-karakteristik tersebut menunjukkan bahwa
kosmetik halal bukan hanya sekadar produk kecantikan, tetapijuga
mencerminkan pilihan yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan
sesuai dengan keyakinan agama bagi konsumen Muslim. Selain itu,
karakteristik kosmetik halal juga menarik bagi konsumen non-

Muslim yang mencari produk kecantikan yang aman, alami, dan

berkualitas tinggi.
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2.8 Sertifikasi Halal dalam Industri Kosmetik

Sertifikasi halal dalam industri kosmetik merupakan proses
pemberian jaminan dari lembaga atau otoritas yang berwenang
bahwa produk kosmetik tersebut memenuhi persyaratan kehalalan
dalam Islam(Ali et al., 2018). Sertifikasi ini menegaskan bahwa
produk tersebut bebas dari bahan-bahan haram dan najis, serta
diproduksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sertifikasi
halal dalam industri kosmetik merupakan langkah penting untuk
memastikan bahwa produk tersebut dapat digunakan dengan aman
oleh konsumen Muslim yang ingin mematuhi ajaran agama(Tessier
et al., 2021).

Sertifikasi halal juga telah mencapai urgensi yang kritis
dalam berbagai sektor industri, termasuk makanan, minuman,
farmasi, dan kosmetik (Faudi et al., 2022). Pertama-tama, urgensi ini
terakar pada dimensi agama yang menjadi fondasi bagi masyarakat
Muslim. Produk yang terjamin kehalalannya melalui sertifikasi
memberikan keyakinan bahwa produk tersebut sesuai dengan
prinsip-prinsip Islam, memenuhi tuntutan kepercayaan dan
keyakinan konsumen Muslim.

Dalam spektrum kesehatan dan keamanan konsumen,
sertifikasi halal memiliki implikasi penting. Proses sertifikasi
melibatkan pengujian ketat terhadap bahan-bahan yang digunakan
dalam produksi (Tarigan et al., 2025). Hal ini mengurangi risiko
terhadap kontaminasi atau bahan berbahaya yang dapat
membahayakan konsumen. Karena itu, sertifikasi halal menjadi
instrumen untuk memberikan keyakinan terhadap keamanan

produk bagi konsumen.
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Tingkat globalisasi yang tinggi menghadirkan urgensi lain
dalam sertifikasi halal (Khadijatul et al., 2022). Dalam perdagangan
internasional, produk dapat berpindah lintas negara dan budaya.
Sertifikasi halal berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan
kepercayaan antarbudaya dan antaragama. Dengan demikian,
produk dengan sertifikasi halal dapat dengan jelas
mengkomunikasikan kelayakan konsumsi lintas batas dan
membantu  membangun  harmoni  dalam  perdagangan
internasional.

Aspek perlindungan konsumen juga menjadi fokus dalam
urgensi sertifikasi halal.(Bom et al., 2019) Dalam industri yang
beragam dan kompleks, adakalanya praktik-praktik yang
melanggar etika terjadi, seperti penggunaan bahan-bahan yang
meragukan atau penipuan dalam komposisi produk. Sertifikasi
halal mendorong integritas produsen dan mencegah manipulasi
yang merugikan konsumen(Hidayati & Primadhany, 2020).

Urgensi sertifikasi halal dalam industri kosmetik menjadi
semakin penting dalam konteks global yang didorong oleh
kebutuhan akan kepercayaan konsumen, kepatuhan agama, serta
kesehatan dan keamanan produk(M. U. Indonesia, 2024). Sertifikasi
halal untuk produk kosmetik memiliki sejumlah dimensi yang
memperkuat urgensi tersebut.

Pertama-tama, dari perspektif kepatuhan agama, sertifikasi
halal dalam industri kosmetik memberikan keyakinan kepada
konsumen Muslim bahwa produk-produk yang mereka gunakan
sesuai dengan tuntutan kehalalan dalam Islam(Halal, 2024). Ini
mencakup pemastian bahwa bahan-bahan yang digunakan dan

proses produksinya tidak melibatkan komponen yang dilarang oleh
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agama, seperti bahan berbasis hewan yang tidak halal atau alcohol
(Soemitra & Mahendra, 2022).

Selanjutnya, urgensi ini juga terkait dengan dimensi
kesehatan dan keamanan(Rahmawati et al., 2020). Proses sertifikasi
melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap bahan-bahan yang
digunakan dalam produk kosmetik. Ini membantu menghindari
potensi kontaminasi atau bahan berbahaya yang dapat
membahayakan pengguna. Dengan memiliki sertifikasi halal,
konsumen dapat memiliki keyakinan bahwa produk kosmetik yang
mereka gunakan tidak hanya sesuai dengan ajaran agama, tetapi
juga aman bagi kesehatan kulit dan tubuh mereka.

Penting juga untuk mencatat dampak ekonomi dari
sertifikasi halal dalam industri kosmetik. Konsumen Muslim di
seluruh dunia merupakan pangsa pasar yang besar, dan
permintaan terhadap produk kosmetik halal semakin meningkat.
Produk dengan sertifikasi halal dapat mengakses pasar ini dengan
lebih baik, memberikan produsen kesempatan untuk memperluas
jangkauan dan meningkatkan pendapatan.

Lebih lanjut, sertifikasi halal dalam industri kosmetik
mencerminkan komitmen produsen terhadap etika dan integritas
dalam bisnis. Ini membantu mempromosikan transparansi dalam
komposisi produk dan proses produksi, mendorong praktik yang
lebih bertanggung jawab terhadap konsumen dan lingkungan.

Secara keseluruhan, urgensi sertifikasi halal dalam industri
kosmetik tidak hanya mencakup dimensi agama, tetapi juga
kesehatan, keamanan, ekonomi, dan etika. Dalam dunia yang
semakin terhubung, produk kosmetik halal memberikan jaminan

kepada konsumen Muslim dan juga memenuhi harapan konsumen
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lintas agama untuk produk yang aman, berkualitas, dan sesuai
dengan nilai-nilai agama dan etika.

Kementerian Agama telah mengeluarkan ketetapan yang
mewajibkan sertifikasi halal bagi obat-obatan dan produk kosmetik.
Panduan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39
tahun 2021, yang berkaitan dengan pelaksanaan aspek jaminan
produk halal. Di bawah regulasi ini, persyaratan sertifikasi halal
tidak hanya diberlakukan pada produk kosmetik, tetapi juga
meliputi obat-obatan serta produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM).

Keputusan ini menggambarkan pentingnya kehalalan
dalam produk konsumsi yang berada di bawah wewenang
Kementerian Agama. Regulasi ini memperkuat tuntutan akan
kelayakan agama dalam penggunaan produk-produk tersebut,
serta memberikan jaminan kepada konsumen Muslim terkait status
kehalalan produk yang mereka gunakan. Langkah ini juga
mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa
produk yang beredar di pasaran sesuai dengan prinsip-prinsip
keagamaan.

Tidak hanya kosmetik, tetapi juga obat-obatan dan produk
UMKM dimasukkan dalam lingkup persyaratan sertifikasi halal.
Dengan demikian, peraturan ini memiliki dampak yang lebih luas
dalam berbagai sektor industri yang mencakup produk-produk
tersebut. Ini sejalan dengan semangat untuk memastikan
ketersediaan produk yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan bagi
masyarakat Muslim, serta menciptakan kesadaran bagi produsen

untuk mematuhi regulasi kehalalan yang telah ditetapkan.
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Pentingnya sertifikasi halal bagi produk obat-obatan dan
kosmetik juga terkait dengan masalah kesehatan dan keamanan
konsumen. Regulasi ini memaksa produsen untuk lebih transparan
dalam komposisi produk mereka, menghindari penggunaan bahan-
bahan yang meragukan atau berbahaya bagi kesehatan manusia.
Dengan demikian, sertifikasi halal juga memiliki implikasi positif
dalam mendukung kesejahteraan dan perlindungan konsumen.

Secara keseluruhan, penegakan persyaratan sertifikasi halal
oleh Kementerian Agama untuk obat-obatan dan produk kosmetik,
serta inklusi produk UMKM, mencerminkan keseriusan
pemerintah dalam memastikan kualitas dan kepatuhan agama
dalam produk yang beredar di pasaran. Langkah ini mendukung
nilai-nilai agama, melindungi konsumen, dan memberikan arah
yang jelas bagi industri untuk mematuhi standar kehalalan yang
ditetapkan.

Proses sertifikasi halal biasanya dilakukan oleh badan atau
lembaga yang memiliki keahlian dan kredibilitas dalam
memverifikasi kehalalan produk. Prosedur sertifikasi melibatkan
pemeriksaan terhadap seluruh tahap produksi, termasuk pemilihan
bahan baku, proses produksi, penggunaan peralatan, dan sistem
manajemen mutu yang digunakan. Selain itu, lembaga sertifikasi
juga dapat melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan
bahwa produk tersebut bebas dari bahan-bahan haram dan sesuai
dengan standar kehalalan yang berlaku(Novita Sari et al., 2022).

Beberapa manfaat dari sertifikasi halal dalam industri
kosmetik antara lain(Nasution & Rossanty, 2018):

1. Kepercayaan Konsumen: Sertifikasi halal memberikan

kepercayaan kepada konsumen Muslim bahwa produk

86



tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam dan aman

digunakan.

2. Ekspansi Pasar: Produk yang telah bersertifikasi halal
memiliki potensi untuk menjangkau pasar yang lebih luas,
terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk
Muslim.

3. Reputasi dan Kredibilitas: Sertifikasi halal dapat
meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata
konsumen, karena menunjukkan komitmen untuk
memenubhi standar kehalalan yang tinggi.

4. Keberlanjutan dan Etika Bisnis: Sertifikasi halal juga
mencerminkan komitmen perusahaan terhadap etika bisnis
yang baik dan keberlanjutan, termasuk dalam memastikan
keamanan dan kualitas produk.

Namun, proses sertifikasi halal juga dapat menjadi
tantangan bagi beberapa perusahaan karena memerlukan
pemenuhan persyaratan yang ketat dan biaya yang lebih
tinggi(Hidayati & Primadhany, 2020). Oleh karena itu, beberapa
perusahaan perlu menyesuaikan proses produksi dan bahan baku
untuk memenuhi persyaratan kehalalan. Secara keseluruhan,
sertifikasi halal dalam industri kosmetik memiliki peran penting
dalam menjaga integritas dan kepercayaan konsumen, serta
membuka peluang pasar yang lebih luas untuk produk kosmetik
yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

Kebijakan pemberian sertifikasi halal gratis kepada pelaku
usaha kecil dalam kategori self-declare telah diterapkan dengan
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Berdasarkan

keterangan yang disampaikan, syarat ini disusun untuk
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memastikan kepatuhan produk terhadap standar halal(Zainuddin
et al.,, 2020). Pertama, produk yang ingin mendapatkan sertifikasi
halal gratis harus memiliki risiko rendah atau bahan yang telah
terverifikasi kehalalannya. Selain itu, proses produksi harus
terjamin kehalalannya dan bersifat sederhana.

Dimensi finansial juga menjadi pertimbangan, di mana
hasil penjualan tahunan maksimal Rp 5 juta dan modal usaha
hingga Rp 2 miliar, ditunjukkan melalui pernyataan mandiri.
Persyaratan berikutnya adalah memiliki Nomor Induk Berusaha
(NIB) yang sah dan alamat yang jelas. Selanjutnya, penting bagi
pelaku usaha untuk memiliki fasilitas, tempat, dan alat untuk
proses produk halal (PPH) yang terpisah dari yang digunakan
untuk produk yang tidak halal(B. Indonesia, 2024).

Persyaratan lain melibatkan legalitas, seperti memiliki atau
tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT) serta
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk
makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari,
atau izin industri lain yang relevan(M. U. Indonesia, 2024). Usaha
yang memenuhi syarat harus memiliki outlet dan/atau fasilitas
produksi dengan jumlah lokasi terbatas. Di samping itu,
persyaratan mencakup persyaratan waktu, dengan minimal satu
tahun produksi aktif sebelum pengajuan sertifikasi halal.

Sementara itu, jenis produk yang dihasilkan harus
berbentuk barang, tidak termasuk jasa atau produk dari sektor
restoran, kantin, catering, dan sejenisnya. Syarat lain yang perlu
diperhatikan adalah bahan yang digunakan harus memiliki
kepastian kehalalan, entah melalui sertifikat halal atau melalui

daftar bahan yang dikecualikan menurut regulasi yang berlaku.
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Tidak hanya itu, penghindaran penggunaan bahan berbahaya juga
ditekankan dalam persyaratan ini.

Pentingnya verifikasi oleh pendamping proses produk
halal juga ditunjukkan dalam persyaratan tersebut(Statistik, 2024).
Jenis produk atau kelompok produk yang hendak disertifikasi halal
tidak boleh mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali
berasal dari produsen atau rumah potong hewan yang telah
memiliki sertifikasi halal. Peralatan produksi yang digunakan harus
memiliki tingkat kompleksitas yang rendah atau digunakan secara
manual dan semi-otomatis, seperti yang umum ditemui dalam
usaha kecil.

Aspek pengawetan produk juga diatur dalam persyaratan
ini, di mana penggunaan teknik radiasi, rekayasa genetika,
penggunaan ozon (ozonisasi), serta penggabungan beberapa
metode pengawetan (teknologi hurdle) harus dihindari.
Keseluruhan persyaratan ini harus dipenuhi dan dilaporkan
melalui pengajuan online melalui platform SIHALAL. Upaya ini
bertujuan untuk mendorong pengusaha mikro untuk lebih
mematuhi standar kehalalan dan meningkatkan kualitas produk

yang mereka hasilkan.
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BAB III
PERILAKU KONSUMEN

3.1 Konsep Perilaku Pembelian Konsumen

Perilaku pembelian konsumen merupakan studi yang
mendalam tentang proses dan tindakan individu atau kelompok
dalam memilih, membeli, dan menggunakan produk atau
layanan(Lopez-Odar et al., 2020). Konsep ini memiliki peran krusial
dalam ilmu pemasaran karena memahami perilaku konsumen
menjadi kunci bagi perusahaan dalam merumuskan strategi
pemasaran yang efektif. Beberapa konsep utama yang
memengaruhi perilaku pembelian konsumen antara lain motivasi,
persepsi, proses pengambilan keputusan, faktor psikologis dan
emosional, faktor sosial, lingkungan pemasaran, faktor demografis,
serta kebiasaan dan loyalitas pelanggan.

Perilaku konsumen pada hakikatnya berusaha untuk
menggali pemahaman tentang "mengapa konsumen bertindak
seperti yang mereka lakukan dan apa motivasi di balik tindakan
tersebut." Menurut Schiffman dan Kanuk (28:6), studi perilaku
konsumen adalah penelitian yang membahas bagaimana individu
membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang
mereka miliki, seperti waktu, uang, usaha, dan energi. Fenomena
konsumen menjadi kompleks dan menarik untuk diinvestigasi
karena mencakup berbagai individu dengan ragam usia, latar
belakang budaya, pendidikan, dan situasi sosial-ekonomi yang
beragam. Oleh karena itu, memahami bagaimana perilaku
konsumen terjadi serta faktor-faktor yang memengaruhinya

menjadi sangat penting.



Menurut (Kotler & Keller, 2018), definisi perilaku konsumen adalah
studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi
membuat pilihan, melakukan pembelian, menggunakan, serta
menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman guna memenuhi
keinginan dan kebutuhan mereka (Soemitra, 2021). Pendekatan ini
menyoroti bahwa perilaku konsumen melibatkan serangkaian
aktivitas yang mencakup berbagai tahap, mulai dari pengambilan

keputusan hingga penggunaan produk atau layanan yang dibeli.

Definisi lainnya dari (Moktar et al., 2024) menjelaskan
bahwa perilaku konsumen merujuk pada bagaimana individu
membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya yang ada,
seperti waktu, uang, dan usaha, dalam rangka membeli barang-
barang yang terkait dengan konsumsi. Melalui definisi ini, perilaku
konsumen dipahami sebagai gabungan antara tindakan fisik dan
proses mental dalam mengambil langkah-langkah untuk

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

Dari dua pengertian di atas, dapat diambil dua aspek
penting mengenai perilaku konsumen, yaitu (1) aspek tindakan
fisik yang dilakukan dan (2) proses pengambilan keputusan yang
terlibat dalam setiap langkahnya. Dari berbagai definisi yang ada,
dapat disarikan bahwa perilaku konsumen mencakup segala
bentuk aktivitas, tindakan, dan proses psikologis yang mendorong
individu dalam rangkaian tindakan sebelum, selama, dan setelah
pembelian, serta dalam proses evaluasi atas penggunaan produk

atau jasa yang telah diperoleh.

Motivasi menjadi faktor kunci dalam perilaku pembelian

konsumen, yang mendorong mereka untuk mencari produk atau
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layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.
Persepsi juga penting, karena cara konsumen melihat dan
menafsirkan informasi tentang produk dipengaruhi oleh faktor
internal dan eksternal. Proses pengambilan keputusan berlangsung
melalui tahapan pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi
alternatif, pengambilan keputusan, dan evaluasi pasca

pembelian(Mansour, 2020).

Selain itu, faktor psikologis dan emosional juga memainkan
peran penting dalam perilaku pembelian konsumen. Emosi dapat
mempengaruhi keputusan pembelian dan faktor-faktor seperti
kepuasan, keterlibatan, dan persepsi risiko juga berpengaruh.
Aspek sosial juga memiliki dampak signifikan, karena interaksi
dengan keluarga, teman, dan kelompok sosial lainnya
memengaruhi preferensi dan keputusan pembelian. Selain itu,
budaya dan nilai-nilai masyarakat turut mempengaruhi cara

konsumen memandang produk dan layanan(Gu et al., 2021).

Lingkungan pemasaran seperti harga, promosi, dan
distribusi juga berpengaruh terhadap perilaku pembelian
konsumen. Demografi konsumen, seperti usia, jenis kelamin,
pendapatan, dan pendidikan, juga memengaruhi preferensi dan
kebutuhan mereka dalam memilih produk atau layanan. Selain itu,
kebiasaan dan loyalitas pelanggan berkembang dari pengalaman
dan informasi sebelumnya serta berdampak pada pilihan mereka
untuk tetap memilih merek atau produk yang sama di masa

depan(Muzayyanah et al., 2021).

Secara keseluruhan, konsep perilaku pembelian konsumen

sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik
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internal maupun eksternal. Memahami konsep ini memberikan
wawasan bagi perusahaan dalam merancang strategi pemasaran
yang lebih efektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan dan

preferensi konsumen.

Pemahaman terhadap perilaku konsumen tidak dapat
disederhanakan karena melibatkan kompleksitas faktor-faktor yang
saling berinteraksi, yang mempengaruhi keputusan dan tindakan
konsumen. Dalam kerangka ini, strategi pemasaran yang
diterapkan oleh perusahaan haruslah didesain secara
komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai variabel yang
terlibat. Di samping itu, pemasar harus memiliki kapabilitas untuk
memahami konsumen, serta menginvestigasi bagaimana perilaku,
tindakan, dan pola pikir mereka terbentuk. Meskipun konsumen
memiliki keragaman yang signifikan, terdapat elemen-elemen yang

seragam di antara mereka.

Dalam memandang hal ini, para pemasar perlu
menginternalisasi baik keragaman maupun keseragaman dalam
perilaku konsumen untuk mengoptimalkan penyampaian pesan
pemasaran. Pemahaman mengenai alasan dan mekanisme
konsumen dalam membuat keputusan konsumsi menjadi esensial
dalam merumuskan strategi pemasaran yang lebih matang.
Pemasar yang memiliki kemampuan untuk mengantisipasi
bagaimana konsumen merespons informasi yang diterima, akan
dapat merancang strategi pemasaran yang relevan dan efektif.
Dengan demikian, bukanlah suatu hal yang diragukan lagi bahwa
pemasar yang menguasai pemahaman perilaku konsumen akan

memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat.
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Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen
sebagian besar ditentukan oleh kondisi sosial dan situasi dalam
masyarakat di mana konsumen berada. Ini mengimplikasikan
bahwa aspek budaya, kebiasaan, kelompok acuan, keluarga, dan
status sosial, akan memengaruhi pandangan, keinginan, sikap, dan
preferensi konsumen yang bervariasi. Oleh karena itu, dalam
konteks pembelian, keputusan konsumen akan terpengaruh oleh
berbagai faktor ini. Menurut(Kotler et al., 2021), faktor-faktor yang
memengaruhi perilaku konsumen mencakup faktor kebudayaan
(termasuk unsur budaya, sub-budaya, dan stratifikasi sosial), faktor
sosial (mencakup kelompok acuan, keluarga, dan status sosial),
faktor pribadi (melibatkan usia, tahap siklus hidup, pekerjaan,
kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan self-concept), serta
faktor  psikologis (yang mencakup motivasi, persepsi,

pembelajaran, keyakinan, dan sikap)(Ar-Ridho et al., 2023).

Pemahaman mendalam terhadap perilaku konsumen
bukanlah hanya pondasi penting dalam pengambilan keputusan
pemasaran, tetapi juga relevan dalam membantu pemasar
memproyeksikan perubahan dinamika pasar. Dengan memahami
faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen, para pemasar
dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih akurat dan
adaptif, yang pada akhirnya akan mendorong keuntungan yang
lebih optimal dan memperkuat ikatan antara merek dan konsumen.

a. Preferensi Konsumen

Konsumen merupakan orang-orang yang membeli atau
menggunakan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan
keinginan mereka(Az'har & Nawawi, 2022). Konsumen akan selalu

mencoba untuk memuaskan kebutuhannya, selalu mencari benefit
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tertentu dari solusi yang ditawarkan oleh produk dan melihat
sebuah produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan
yang bervariasi untuk memberikan benefit untuk memuaskan
kebutuhan yang mereka miliki(Sepianti, 2023).

Kegiatan mengkonsumsi produk yang dilakukan oleh
konsumen tidak jadi begitu saja, melainkan melalui berbagai
tahapan(Yaqin, 2022). Preferensi sebagai salah satu bagian dari
respon konsumen merupakan bagian yang penting dalam perilaku
konsumen, dimana preferensi yang akan menentukan pilihan atas
produk yang digunakan(Halim, 2022). Sehingga dalam evaluasi
atas produk oleh konsumen berkaitan dengan keputusan untuk
menggunakan suatu produk yang didasari atas preferensi yang
bersumber pada atribut yang menarik minat konsumen dan amat
bervariasi dari produk satu ke produk lainnya(Arsyad, 2023).

Isu mendasar dalam bidang mikro ekonomi adalah
memahami seorang konsumen dengan keterbatasan pendapatan
yang dimiliki mampu menentukan produk atau jasa yang akan
dibeli(Rahayu & Syafe’i, 2022). Melihat cara konsumen
mengalokasikan pendapatannya untuk membelajakan atas produk
dan menjelaskan keputusan dalam pengalokasian tersebut dalam
menentukan permintaan atas produk atau jasa yang
diinginkan(Nurdin & Setiani, 2021). Preferensi konsumen
merupakan langkah pertama untuk menjelaskan alasan seseorang
yang lebih suka suatu jenis produk dari pada jenis produk lain atau
dengan kata lain preferensi adalah tahap awal untuk memahami
perilaku konsumen(Pasaribu et al., 2023).

Preferensi konsumen muncul dalam tahap evaluasi

alternatif dalam proses keputusan pembelian, dimana dalam tahap

95



tersebut konsumen dihadapkan dengan berbagai macam pilihan
produk maupun jasa dengan berbagai macam atribut yang berbeda-
beda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa preferensi adalah
suatu pilihan yang diambil dan dipilih konsumen dari berbagai
macam pilihan yang tersedia.

Tahap preferensi yang dimiliki oleh konsumen terhadap

sebuah produk, adalah awal dari tahap loyalitas konsumen
terhadap produk tersebut. Sehingga perusahaan harus mempelajari
bagaimana cara menimbulkan rasa preferensi tersebut di dalam
diri. Tahap preferensi perilaku konsumen tersebut, didapat dengan
mempengaruhi dan memanipulasi dari konsumen yang mereka
lalui.
Berusaha untuk mengenali kebutuhan konsumen agar diperoleh
produk dengan orientasi pasar, didasarkan pada tingkat preferensi
konsumen bagi tiap-tiap atribut produk. Preferensi juga dapat
digunakan untuk mengidentifikasi segmen preferensi.

(L. Merriam & Kotler, 2020) menyatakan bahwa preferensi
konsumen adalah derajat suka atau tidak suka seseorang terhadap
suatu jenis produk. Preferensi terhadap produk pangan merupakan
gambaran atas sikap sesorang terhadap pangan dan seseorang
dapat melakukan pilihan dari produk yang ada sedikitnya dua jenis
pangan yang berbeda.

(Kotler et al, 2023) menyebutkan bahwa preferensi
pelanggan mempunyai lima peran yaitu sebagai pemrakarsa,
pemberi pengaruh, pengambil keputusan, pembeli dan
pengguna/pemakai. Berikut ini penjelasan dari masing-masing

peran tersebut.
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a) Pemrakarsa, yaitu seseorang yang memiliki inisiatif
pembelian tertentu atau memiliki keinginan, namun tidak
memiliki kuasa untuk berbuat sendiri.

b) Pemberi pengaruh, yaitu pihak yang mendorong seseorang
memutuskan untuk membeli, baik secara langsung
maupun tidak langsung.

c) Pengambil keputusan, yaitu individu yang dihadapkan
pada suatu keputusan apakah jadi membeli atau tidak,
membeli produk apa, membelinya dengan cara apa, waktu
membelinya kapan dan dilakukan dimana.

d) Pembeli, yaitu seseorang yang betul-betul telah
melaksanakan pembelian.

e) Pengguna/pemakai, yaitu seseorang yang telah memakai
produk yang dibelinya. Preferensi yang dibentuk seorang
konsumen tidak sama antara konsumen yang satu dengan
konsumen yang lain.

Menurut (Kotler, 2017) perilaku konsumen dimulai dengan
tiga asumsi dasar mengenai preferensi orang pada satu keranjang
pasar (sebuah daftar dari satu atau lebih komoditi dengan jumlah
tertentu) dibandingkan dengan keranjang yang lain. Asumsi ini
dipercaya dapat berlaku untuk banyak orang dalam berbagai
situasi. Asumsi tersebut adalah :

e Kelengkapan

Preferensi diasumsikan lengkap. Dengan Kkata lain,

konsumen dapat membandingkan dan menilai semua

keranjang pasar. Dengan kata lain, untuk setiap dua

keranjang pasar A dan B, konsumen akan lebih suka A

daripada B, lebih suka B daripada A, atau akan tidak peduli
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pada kedua pilihan. Yang dimaksud dengan tidak peduli
adalah bahwa seseorang akan sama puasnya dengan
pilihan keranjang manapun.
e Transitivitas
Preferensi adalah transitif. Transitivitas berarti bahwa jika
seorang konsumen lebih suka keranjang pasar A daripada
keranjang pasar B, dan lebih suka B daripada C, maka
konsumen itu dengan sendirinya lebih suka A daripada C.
Transitivitas ini biasanya dianggap perlu untuk konsistensi
konsumen.
e Lebih baik berlebih daripada berkurang
Semua barang yang “baik” adalah barang yang diinginkan.
Sehingga konsumen selalu menginginkan lebih banyak
barang daripada kurang. Sebagai tambahan, konsumen
tidak akan pernah puas atau kenyang; lebih banyak selalu
lebih menguntungkan, meskipun lebih untungnya hanya
sedikit saja. Asumsi ini dibuat untuk alasan pengajaran;
yang menyederhanakan analisis grafik. Tentu saja,
beberapa barang seperti polusi udara, mungkin tidak
diinginkan, dan konsumen selalu akan menginginkannya
lebih sedikit. Barang-barang jelek diabaikan karena dalam
kerangka pembahasan tentang pilihan konsumen
kebanyakan konsumen tidak akan memilih untuk
membelinya.
Preferensi konsumen menurut (Kotler & Keller, 2018)
adalah pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap
produk (barang atau jasa) yang dikonsumsi. Preferensi konsumen

menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk
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yang ada. Analisis preferensi konsumen adalah analisis yang
bertujuan untuk mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai
konsumen, juga untuk menentukan urutan kepentingan dari suatu
atribut produk maupun produk itu sendiri. Dengan menggunakan
analisis preferensi ini akan diperoleh urutan kepentingan
karakteristik produk seperti apa yang paling penting atau yang
paling disuka.

Terdapat beberapa tahap yang harus dilalui seorang
konsumen sampai dia membentuk preferensi tentang suatu
produk, yaitu (Moktar et al., 2024):

¢ Adanya anggapan dalam diri konsumen bahwa produk
merupakan sekumpulan atribut. Pembeli yang tidak sama
akan mempunyai pendapat yang tidak sama juga terkait
atribut yang paling sesuai dengan harapannya.

¢ Tinggi rendahnya manfaat dari atribut tidak sama karena
pelanggan mempunyai kebutuhan yang juga tidak sama.

e Adanya kepercayaan konsumen pada setiap atribut
dalam suatu produk.

¢ Konsumen mempunyai tingkat kepuasan terhadap suatu
produk yang berbeda-beda.

e Tingkat kepuasan yang berbeda akan mendorong
konsumen mempunyai sikap terhadap merek yang tidak
sama dengan cara evaluasi.

Untuk mengetahui preferensi seseorang terhadap suatu
produk atau jasa, bukan hal yang mudah, karena terdapat banyak
karakteristik yang saling mempengaruhi dan berkaitan
(Rahmadana, 2022) menyebutkan bahwa terdapat empat
karakteristik pokok dalam preferensi pelanggan yaitu rangsangan
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(stimuli), persepsi yang diperoleh dari belajar, hasil persepsi dan
ciri-ciri eksogen. Rangsangan, yaitu stimuli yang mendorong
pembeli untuk membeli, baik yang bersifat komersial maupun
sosial(Nurdin & Setiani, 2021). Stimuli yang bersifat komersial pada
umumnya diperoleh dari perusahaan seperti stimuli produk,
pemasaran dan cara pemasaran, stimuli simbolik merupakan
perpaduan promosi dengan stimuli sosial dari konsumen yang
muncul karena adanya informasi antar anggota di suatu kelompok
dan antar kelompok yang lainnya. Keputusan membeli, yaitu
pilihan konsumen untuk memperoleh produk atau jasa tersebut
atau tidak. Selanjutnya adalah karakteristik-karakteristik eksogen.
Preferensi konsumen menurut (Permana & Hidayat, 2024)

dipengaruhi empat aspek yaitu:

e Aspek Budaya
Budaya memberikan pengaruh paling luas dalam
preferensi konsumen. Dalam hal ini aspek yang
diperhatikan adalah nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan
tingkah laku, pengalaman, dan kelas sosial di masyarakat.

e Aspek sosial
Aspek sosial yang dilihat dalam hal ini adalah kelompok,
keluarga, peran dan status.

e Aspek pribadi
Aspek yang dilihat pribadi adalah umur dan tahap daur
hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, situasi
ekonomi, kepribadian dan konsep diri

e Aspek psikologis
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Aspek yang dilihat disini adalah motivasi,persepsi,
pengetahuan, keyakinan dan sikap.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian
Konsumen Terhadap Kosmetik Halal

Perilaku pembelian konsumen terhadap kosmetik halal

dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang memainkan peran penting

dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Beberapa faktor

yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen terhadap

kosmetik halal antara lain(Bozbay, 2020):

1.

Nilai dan Keyakinan Agama: Faktor utama yang
mempengaruhi perilaku pembelian konsumen terhadap
kosmetik halal adalah nilai dan keyakinan agama.
Konsumen Muslim cenderung memprioritaskan produk
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam,
termasuk kehalalan dalam bahan-bahan dan proses
produksi. Nilai agama ini menjadi panduan dalam
pemilihan dan pembelian produk kosmetik halal.
Kesadaran Konsumen: Kesadaran akan pentingnya
menggunakan produk kosmetik halal semakin meningkat
di kalangan konsumen Muslim. Informasi yang mudah
diakses melalui media sosial dan internet telah
meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memilih
produk yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai
etika.

Kualitas dan Keamanan: Konsumen cenderung mencari
produk kosmetik halal yang juga memiliki kualitas yang

baik dan aman digunakan. Faktor kualitas dan keamanan

101



menjadi pertimbangan penting dalam mengambil
keputusan pembelian.

Sertifikasi Halal: Kehadiran sertifikasi halal yang
dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi menjadi faktor
penentu bagi konsumen dalam memilih produk kosmetik
halal. Sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa produk
telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh
otoritas yang berwenang.

Pengaruh Sosial dan Kelompok: Faktor sosial dan
kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku pembelian
konsumen terhadap kosmetik halal. Rekomendasi dari
keluarga, teman, atau tokoh agama dapat memengaruhi
preferensi konsumen dalam memilih produk halal.
Persepsi tentang Manfaat Produk: Konsumen cenderung
memilih produk kosmetik halal jika mereka meyakini
adanya manfaat khusus yang dihadirkan oleh produk
tersebut, seperti kandungan alami atau ramah lingkungan.
Faktor Harga: Meskipun produk kosmetik halal sering
dianggap lebih premium, harga tetap menjadi
pertimbangan bagi sebagian konsumen. Harga yang wajar
dan sebanding dengan kualitas menjadi faktor yang
mempengaruhi keputusan pembelian.

Kesadaran Lingkungan: Beberapa konsumen juga
cenderung memilih produk kosmetik halal karena
mencerminkan kesadaran terhadap lingkungan dan
keberlanjutan.

Strategi Pemasaran dan Branding: Upaya pemasaran yang

baik dan branding yang kuat juga dapat mempengaruhi
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persepsi konsumen terhadap produk kosmetik halal dan

mempengaruhi keputusan pembelian mereka.

Secara keseluruhan, faktor-faktor di atas merupakan
beberapa elemen penting yang berperan dalam memengaruhi
perilaku pembelian konsumen terhadap kosmetik halal.
Perusahaan dan produsen produk kosmetik halal perlu memahami
dan mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam merancang strategi

pemasaran yang berhasil dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.
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BAB IV
PERKEMBANGAN PENELITIAN PRODUK
KOSMETIK HALAL

4.1 Perkembangan Penelitian Produk Halal

Pekembangan Penelitian produk Kosmetik halal di
Indonesia cukup pesat hal ini dapat di lihat dari menggunakan
kombinasi dari aplikasi Publish Of Perish dan Vos Viewer untuk
memetakan masalah yang kerang diangkat terkait tema penelitian
ini selama kurun waktu 2019-2024.

Dalam aspek ini peneliti menggunakan tiga kata kunci
dalam pencarian artikel ilmiah yakni digital campaign, halal cosmetics,
dan consument behaviour. Berdasarkan hasil tabulasi meta data
diperoleh 860 sitasi terkait. Berikut sebaran tema yang kerap
diangkat.

Berdasarkan analisis bibliografi, terlihat bahwa sejumlah
isu muncul secara konsisten dalam literatur yang berfokus pada
perilaku konsumen terhadap kosmetik halal. Isu utama yang dapat
diidentifikasi melibatkan konsep-konsep seperti perilaku
konsumen, perilaku konsumen Islam, pemasaran Islam,
determinan keputusan pembelian, citra merek, kepercayaan,

konsumen Muslim, dan konsumen Islami.
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Penelitian mengenai perilaku konsumen menunjukkan
keterlibatan mendalam dalam upaya memahami bagaimana
konsumen, terutama konsumen Muslim, mengambil keputusan
pembelian dan berinteraksi dengan produk kosmetik halal.
Pendekatan ini mengarah pada pengkajian motivasi, preferensi,
dan faktor-faktor psikologis dan emosional yang memengaruhi
perilaku konsumen dalam konteks produk kecantikan halal.

Perhatian khusus terhadap perilaku konsumen Islam
mencerminkan dorongan untuk mengeksplorasi dampak nilai-nilai
dan prinsip-prinsip Islam dalam membentuk keputusan pembelian

dan etika bisnis. Literatur menyoroti peran penting nilai-nilai
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keagamaan dalam membimbing preferensi konsumen terhadap
produk kosmetik halal.

Pemasaran Islam menjadi fokus kajian yang signifikan,
dengan penelitian berusaha memahami strategi pemasaran yang
didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan bagaimana kampanye
digital dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menjangkau
konsumen Muslim.

Determinan keputusan pembelian menjadi sorotan dalam
upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi
konsumen, terutama dalam konteks produk kecantikan halal.
Pertimbangan seperti harga, kualitas produk, dan nilai-nilai
keagamaan diangkat sebagai elemen-elemen yang memainkan
peran kunci dalam proses pengambilan keputusan konsumen.

Citra merek dan kepercayaan konsumen tampil sebagai isu
yang saling terkait, dengan penelitian menekankan pentingnya citra
merek yang positif dan tingkat kepercayaan konsumen dalam
membangun hubungan jangka panjang antara merek kosmetik
halal dan konsumennya.

Penelitian lebih lanjut terkait konsumen Muslim dan Islami
melibatkan analisis mendalam tentang perilaku konsumtif,
preferensi pembelian, dan faktor-faktor yang memengaruhi
keputusan pembelian. Pemahaman yang lebih detail terhadap
kelompok pasar ini menjadi esensial dalam perancangan kampanye
digital yang relevan dan menarik bagi konsumen dengan latar
belakang tersebut.

Secara keseluruhan, tema yang mencakup digital
campaign, kosmetik halal, dan perilaku konsumen terbukti tetap

relevan dalam literatur. Integrasi elemen-elemen ini diharapkan
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dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik terkait
bagaimana kampanye digital dapat efektif dalam memahami dan
memengaruhi perilaku konsumen terhadap kosmetik halal,
terutama dalam konteks pemasaran Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ardelia, 2019) membahas
potensi dan tantangan industri produk halal di Indonesia. Fokus
utama penelitian ini adalah produk makanan dan minuman halal,
namun juga mencakup produk kosmetik halal sebagai bagian dari
industri halal secara keseluruhan. Penelitian ini menemukan bahwa
meskipun pasar halal domestik memiliki potensi besar, produsen
lokal masih menghadapi berbagai tantangan seperti sertifikasi halal
yang rumit, kurangnya inovasi, dan persaingan dengan produk
asing. Studi ini merekomendasikan perlunya dukungan lebih besar
dari pemerintah dalam hal kebijakan dan insentif untuk

meningkatkan daya saing produk halal lokal.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Haidayatullah,
2018) menyoroti perkembangan industri kosmetik halal di
Indonesia. Penelitian ini menyoroti bahwa kosmetik halal telah
menjadi segmen yang penting dalam pasar kosmetik di Indonesia.
Lestari menemukan bahwa keberhasilan beberapa brand kosmetik
halal lokal seperti Wardah dan Safi dalam meraih pangsa pasar
yang signifikan disebabkan oleh kombinasi inovasi produk,
pemasaran yang tepat sasaran, dan komitmen untuk menyediakan
produk yang sesuai dengan prinsip halal. Namun, tantangan tetap
ada dalam hal meningkatkan persepsi kualitas dan daya saing

dengan produk kosmetik asing.
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Penelitian oleh (Widyaningrum, 2019) mengeksplorasi
konsep produk halal champion di Indonesia, yang mencakup
berbagai sektor termasuk kosmetik. Rahman meneliti bagaimana
brand-brand lokal yang berfokus pada produk halal dapat menjadi
pemimpin pasar. Studi ini menemukan bahwa kunci keberhasilan
terletak pada integrasi yang kuat antara nilai-nilai agama dan
praktik bisnis modern. Rahman mencatat bahwa produk halal
champion di Indonesia harus terus berinovasi, membangun
branding yang kuat, dan mendapatkan sertifikasi halal yang diakui
secara internasional. Dukungan dari pemerintah dan kolaborasi
dengan lembaga penelitian juga dianggap krusial untuk
memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Saat ini, meskipun telah ada beberapa penelitian yang
menyoroti perkembangan industri kosmetik halal di Indonesia,
terdapat kesenjangan yang signifikan dalam riset terkait strategi
penguatan produk kosmetik halal sebagai pilihan utama
konsumen, baik Muslim domestik maupun internasional. Banyak
penelitian lebih berfokus pada analisis potensi pasar dan tantangan
umum yang dihadapi industri, tetapi kurang mendalami strategi
praktis dan konkret yang dapat diimplementasikan oleh produsen
lokal untuk meningkatkan daya saing mereka. Studi tentang inovasi
produk, penggunaan teknologi mutakhir, dan strategi pemasaran
yang efektif masih belum cukup komprehensif.

Persepsi konsumen terhadap kualitas dan kepercayaan
pada produk kosmetik halal lokal juga belum banyak dieksplorasi
secara mendalam(Nurdin & Setiani, 2021). Penelitian yang
menghubungkan persepsi konsumen dengan keputusan pembelian

dan bagaimana mengubah persepsi negatif terhadap produk lokal
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masih jarang ditemukan. Selain itu, kajian tentang branding yang
kuat dan kampanye pemasaran yang dapat meningkatkan loyalitas
konsumen terhadap produk halal lokal, terutama yang
menargetkan konsumen internasional, masih terbatas. Hal ini
mengindikasikan perlunya studi yang lebih mendalam tentang
bagaimana produsen dapat membangun citra merek yang kuat dan
terpercaya di pasar global.

Selain itu, dukungan kebijakan dan regulasi yang dapat

mendukung pertumbuhan industri kosmetik halal juga kurang
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BAB V
PEMETAAN MASALAH UTAMA INDUSTRI
KOSMETIK HALAL INDONESIA

5.1 Sertifikasi Halal di Indonesia

Sertifikasi halal telah menjadi aspek krusial dalam industri
makanan, kosmetik, obat-obatan, dan berbagai produk lainnya di
Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai negara dengan
populasi Muslim terbesar di dunia, permintaan akan produk halal
semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran
konsumen terhadap kehalalan dan keamanan produk yang
dikonsumsi. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai regulasi dan
kebijakan, telah berupaya memastikan bahwa produk yang beredar
di pasar domestik maupun internasional memiliki jaminan halal
yang terpercaya. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya
Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) No. 33 Tahun
2014, yang mengatur mekanisme sertifikasi halal secara lebih
sistematis dan melibatkan berbagai lembaga terkait seperti Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta Lembaga
Pemeriksa Halal (LPH).

Meskipun perkembangan sertifikasi halal di Indonesia
terus mengalami kemajuan, masih terdapat berbagai tantangan
dalam implementasinya. Biaya sertifikasi yang cukup tinggi bagi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kompleksitas
regulasi, serta harmonisasi standar halal dengan negara lain
menjadi beberapa hambatan yang dihadapi. Namun, di sisi lain,

sertifikasi halal memberikan manfaat besar bagi produsen dan



konsumen, termasuk peningkatan daya saing produk di pasar
global dan meningkatnya kepercayaan konsumen Muslim terhadap
produk halal. Dengan perkembangan teknologi, tren seperti
digitalisasi sertifikasi halal dan penerapan blockchain dalam rantai
pasok halal semakin menjadi perhatian utama untuk meningkatkan
efisiensi dan transparansi dalam sistem sertifikasi halal di
Indonesia.

Sertifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan
pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim
terhadap pentingnya jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi.
Konsep halal dalam Islam tidak hanya terbatas pada makanan dan
minuman, tetapi juga mencakup berbagai produk lainnya seperti
obat-obatan, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya. Keberadaan
sertifikasi halal bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh
produk yang beredar telah memenuhi standar syariah, sehingga
memberikan  ketenangan  bagi umat Muslim  dalam
menggunakannya.

Keberadaan produk-produk impor dari negara-negara non-
Muslim pada dekade 1980-an menimbulkan kekhawatiran di
kalangan masyarakat Muslim Indonesia terkait status
kehalalannya. Produk-produk tersebut sering kali tidak memiliki
label halal atau informasi yang jelas mengenai komposisi dan
proses produksinya. Kondisi ini mendorong munculnya wacana
tentang perlunya sistem sertifikasi halal yang lebih terstruktur guna
memberikan kepastian kepada konsumen Muslim di Indonesia.

Pembentukan sistem sertifikasi halal di Indonesia diawali
dengan didirikannya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan,
dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada tahun
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1989. Lembaga ini bertugas melakukan pengkajian serta
pengawasan terhadap kehalalan suatu produk melalui serangkaian
prosedur ilmiah dan syariah. Proses sertifikasi yang dilakukan
mencakup audit bahan baku, metode produksi, hingga distribusi
guna memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan haram.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran krusial
dalam menetapkan fatwa halal terhadap suatu produk. Fatwa yang
dikeluarkan oleh MUI menjadi dasar bagi LPPOM MUI dalam
melakukan sertifikasi. Keberadaan fatwa halal ini sangat penting
karena memberikan legitimasi secara agama terhadap produk yang
telah lolos sertifikasi, sehingga masyarakat Muslim memiliki
kepastian dalam memilih produk yang sesuai dengan syariat Islam.

Penerapan sertifikasi halal di Indonesia mengalami
perkembangan lebih lanjut dengan meningkatnya jumlah produk
yang mengajukan sertifikasi. Industri makanan, minuman, obat-
obatan, dan kosmetik mulai menyadari pentingnya label halal
sebagai faktor yang dapat meningkatkan daya saing produk, baik
di pasar domestik maupun internasional. Sertifikasi halal tidak
hanya menjadi kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga sebagai
strategi pemasaran yang efektif bagi produsen dalam menjangkau
pasar yang lebih luas.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi tonggak penting
dalam sejarah regulasi halal di Indonesia. Undang-undang ini
mengubah mekanisme sertifikasi halal yang sebelumnya hanya
dikelola oleh MUI menjadi bagian dari sistem nasional yang

terintegrasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas cakupan
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sertifikasi halal dan memastikan bahwa seluruh produk yang
beredar di Indonesia telah terjamin kehalalannya.

Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas
sertifikasi halal merupakan langkah strategis dalam implementasi
UU JPH. BPJPH memiliki kewenangan dalam mengatur,
mengawasi, serta mengeluarkan sertifikat halal bagi produk yang
telah memenuhi persyaratan. Lembaga ini berperan dalam
meningkatkan efektivitas sistem sertifikasi halal di Indonesia agar
lebih sistematis dan transparan.

Meskipun BPJPH memiliki kewenangan dalam penerbitan
sertifikasi halal, MUI tetap berperan dalam proses verifikasi
kehalalan produk. Fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI tetap
menjadi dasar bagi sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH.
Kolaborasi antara BPJPH dan MUI mencerminkan upaya
pemerintah dalam memastikan bahwa regulasi halal tetap
berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan fatwa
ulama.

Implementasi UU JPH menghadapi berbagai tantangan,
terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang
sering kali kesulitan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.
Proses sertifikasi yang melibatkan berbagai tahapan administrasi
dan pengujian sering kali dianggap kompleks dan memerlukan
biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini menjadi perhatian bagi
pemerintah dalam mengembangkan skema sertifikasi halal yang
lebih inklusif dan terjangkau bagi UMKM.

Harmonisasi regulasi halal dengan standar internasional

juga menjadi tantangan dalam penerapan sertifikasi halal di
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Indonesia. Berbagai negara memiliki standar halal yang berbeda,
sehingga diperlukan kerja sama antarnegara untuk menyamakan
sistem sertifikasi halal. Upaya ini dilakukan agar produk halal
Indonesia dapat diterima secara global dan memiliki daya saing
yang tinggi di pasar internasional.

Perkembangan teknologi turut mempengaruhi sistem
sertifikasi halal di Indonesia. Digitalisasi dalam proses sertifikasi
mulai diterapkan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Sistem berbasis teknologi seperti penggunaan blockchain dalam
rantai pasok halal memungkinkan pelacakan yang lebih akurat
terhadap kehalalan produk dari hulu ke hilir, sehingga memberikan
kepastian lebih bagi konsumen.

Dampak dari regulasi sertifikasi halal sangat signifikan bagi
industri dan konsumen. Produsen yang telah memiliki sertifikasi
halal mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen Muslim, yang
cenderung memilih produk dengan label halal dibandingkan
produk yang tidak memiliki sertifikasi. Dari sisi industri,
keberadaan sertifikasi halal menjadi nilai tambah yang
meningkatkan daya saing produk, terutama dalam menghadapi
pasar halal global yang terus berkembang,.

Penguatan regulasi halal juga berimplikasi pada
peningkatan ekspor produk halal dari Indonesia. Pemerintah terus
mendorong industri halal sebagai sektor strategis dalam
perekonomian nasional. Dengan adanya sistem sertifikasi yang
lebih kuat dan diakui secara internasional, produk halal Indonesia
memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar luar negeri,

khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim yang tinggi.
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Sinergi antara pemerintah, MUI, pelaku industri, dan
masyarakat dalam implementasi sertifikasi halal menjadi faktor
utama dalam keberhasilan sistem ini. Dukungan regulasi yang jelas,
kemudahan akses bagi pelaku usaha, serta edukasi kepada
masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal akan semakin
memperkuat ekosistem halal di Indonesia.

Perkembangan sertifikasi halal di Indonesia tidak hanya
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen
Muslim, tetapi juga sebagai strategi untuk menjadikan Indonesia
sebagai pusat industri halal dunia. Dengan adanya regulasi yang
semakin ketat dan inovasi dalam sistem sertifikasi, Indonesia
berpotensi menjadi pemimpin dalam pasar halal global yang terus

berkembang pesat.

5.2 Lembaga Sertifikasi Halal dan Mekanisme
Pengajuan

Sertifikasi halal di Indonesia mengalami perubahan
signifikan dengan hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan sertifikasi halal secara nasional. Sebelumnya, sertifikasi
halal di Indonesia hanya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan
Kosmetika (LPPOM MUI). Namun, setelah disahkannya Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU
JPH), kewenangan sertifikasi halal berpindah ke BPJPH sebagai
lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama. Keberadaan
BPJPH bertujuan untuk menyusun regulasi, mengawasi, dan

mengelola sistem sertifikasi halal secara lebih luas dan sistematis
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agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di berbagai
sektor industri.

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam sertifikasi
halal, BPJPH memiliki tugas utama dalam merumuskan kebijakan
jaminan produk halal, melakukan pendaftaran sertifikasi halal,
serta menerbitkan dan mencabut sertifikat halal sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, BPJPH juga bertugas
dalam melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk
MUI, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta lembaga sertifikasi
halal dari berbagai negara untuk memastikan bahwa standar halal
Indonesia dapat diterima di tingkat global. Sinergi antara BPJPH
dengan berbagai pihak tersebut menjadi elemen penting dalam
membangun sistem sertifikasi halal yang kredibel dan dapat
diandalkan oleh pelaku industri serta masyarakat konsumen.

Proses sertifikasi halal di bawah BPJPH melibatkan
beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum
mendapatkan sertifikat halal. Tahapan pertama adalah pendaftaran
yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui sistem yang telah
disediakan oleh BPJPH. Pada tahap ini, pelaku usaha harus
menyerahkan dokumen yang diperlukan, seperti daftar bahan
baku, proses produksi, serta dokumen pendukung lainnya yang
menunjukkan bahwa produk yang diajukan memenuhi standar
halal yang berlaku. Pendaftaran ini menjadi langkah awal dalam
memastikan bahwa seluruh produk yang diajukan telah memenuhi
prinsip halal sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Setelah proses pendaftaran selesai, tahapan selanjutnya
adalah pemeriksaan dokumen dan verifikasi awal yang dilakukan

oleh BPJPH sebelum pelaku usaha menjalani proses audit halal.
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Dalam tahapan ini, dokumen yang diajukan akan diperiksa untuk
memastikan kelengkapan dan kesesuaian dengan standar halal. Jika
terdapat kekurangan dalam dokumen yang diserahkan, pelaku
usaha harus melakukan perbaikan sebelum dapat melanjutkan ke
tahap berikutnya. Pemeriksaan dokumen ini bertujuan untuk
memastikan bahwa hanya produk yang benar-benar memenuhi
standar yang dapat mengikuti proses sertifikasi lebih lanjut.

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, tahapan berikutnya
adalah audit lapangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa
Halal (LPH). LPH merupakan lembaga independen yang bertugas
melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi produksi guna
memastikan bahwa seluruh bahan baku, proses produksi, hingga
sistem distribusi telah sesuai dengan prinsip halal. Pemeriksaan ini
melibatkan berbagai aspek, termasuk analisis terhadap bahan yang
digunakan, proses penyembelihan dalam produk hewani, serta
pemisahan fasilitas produksi untuk menghindari kontaminasi
dengan bahan haram. Keberadaan LPH sangat penting dalam
menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses sertifikasi
halal.

Peran LPH dalam audit halal tidak hanya terbatas pada
pemeriksaan fisik terhadap proses produksi, tetapi juga mencakup
wawancara dengan pihak yang terlibat dalam produksi serta
pengujian laboratorium terhadap bahan-bahan yang digunakan.
Jika ditemukan indikasi penggunaan bahan yang tidak halal atau
tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, LPH akan
memberikan rekomendasi kepada BPJPH untuk menunda atau
bahkan menolak sertifikasi halal produk tersebut. Hasil audit yang

dilakukan oleh LPH menjadi dasar dalam pengambilan keputusan
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oleh BPJPH dalam memberikan sertifikasi halal kepada suatu
produk.

Setelah proses audit selesai dan hasilnya dinyatakan
memenuhi standar halal, tahap selanjutnya adalah sidang fatwa
halal yang dilakukan oleh MUI Meskipun BPJPH memiliki
wewenang dalam mengeluarkan sertifikasi halal, keputusan akhir
mengenai kehalalan suatu produk tetap berada di tangan MUIL
Melalui Komisi Fatwa MUI, produk yang telah diaudit oleh LPH
akan dikaji kembali berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Keputusan yang dihasilkan dalam sidang fatwa halal menjadi dasar
bagi BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal secara resmi.

Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH merupakan tahap
akhir dari proses sertifikasi. Setelah sertifikat halal diterbitkan,
pelaku usaha wajib mencantumkan logo halal resmi pada produk
yang telah disertifikasi. Logo halal ini menjadi penanda bagi
konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi standar halal
yang ditetapkan oleh pemerintah. Masa berlaku sertifikat halal ini
juga memiliki batas waktu tertentu, sehingga pelaku usaha harus
melakukan perpanjangan sertifikasi secara berkala untuk
memastikan bahwa standar halal tetap terjaga.

Penerapan sistem sertifikasi halal yang dikelola oleh BPJPH
menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal efisiensi dan
kecepatan proses sertifikasi. Beberapa pelaku usaha, khususnya
UMKM, masih mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan
administrasi dan biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan
sertifikasi halal. Oleh karena itu, BPJPH terus berupaya untuk

menyederhanakan prosedur dan memberikan berbagai insentif
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bagi pelaku usaha kecil agar lebih mudah dalam mendapatkan
sertifikasi halal.

Keberadaan BPJPH, LPH, dan MUI dalam sistem sertifikasi
halal mencerminkan upaya Indonesia dalam membangun
ekosistem halal yang lebih komprehensif. Dengan sistem yang lebih
transparan, standar yang lebih ketat, serta integrasi dengan standar
internasional, sertifikasi halal Indonesia memiliki peluang besar
untuk menjadi rujukan bagi negara-negara lain dalam

mengembangkan industri halal yang lebih maju.

5.3 Tantangan dan Hambatan dalam Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting dalam
menjamin kehalalan produk yang beredar di pasar Indonesia.
Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan dan
hambatan yang dihadapi, baik oleh pelaku usaha maupun oleh
lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
sertifikasi halal. Kendala yang muncul tidak hanya bersifat teknis,
tetapi juga administratif, regulasi, dan aspek kepatuhan dari para
pelaku usaha.

Salah satu tantangan utama dalam sertifikasi halal adalah
biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha, terutama bagi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Biaya sertifikasi
sering kali menjadi beban yang cukup berat bagi UMKM yang
memiliki keterbatasan modal dan sumber daya. Proses sertifikasi
yang melibatkan berbagai tahapan, seperti audit halal, pengujian
laboratorium, serta administrasi yang kompleks, membutuhkan
biaya yang tidak sedikit. UMKM yang belum memiliki sistem

manajemen yang terstruktur sering kali kesulitan dalam memenuhi
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persyaratan yang ditetapkan, baik dari segi dokumen maupun dari
aspek teknis produksi.

Selain masalah biaya, kompleksitas prosedur dalam
sertifikasi halal juga menjadi kendala bagi banyak pelaku usaha.
Proses yang panjang dan berjenjang, mulai dari pendaftaran,
pemeriksaan dokumen, audit lapangan, hingga sidang fatwa halal,
sering kali dianggap memberatkan, terutama bagi UMKM yang
belum terbiasa dengan regulasi yang berlaku. Birokrasi yang masih
dirasakan lambat serta keterbatasan jumlah auditor halal juga
menjadi faktor yang memperlambat proses sertifikasi.

Harmonisasi regulasi dengan standar internasional juga
menjadi tantangan dalam implementasi sertifikasi halal di
Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki sistem sertifikasi
halal yang cukup kuat, terdapat perbedaan standar halal antara
Indonesia dan negara lain, terutama dalam hal prosedur sertifikasi,
metode pengujian, serta kriteria bahan yang diperbolehkan.
Perbedaan ini sering kali menyulitkan pelaku usaha dalam
mengekspor produk mereka ke pasar internasional karena harus
menyesuaikan dengan standar halal dari negara tujuan.

Sebagai contoh, beberapa negara memiliki persyaratan
khusus dalam sertifikasi halal yang berbeda dengan standar yang
diterapkan di Indonesia. Negara-negara seperti Malaysia, Arab
Saudi, dan Uni Emirat Arab memiliki lembaga sertifikasi halal
tersendiri dengan ketentuan yang tidak selalu sejalan dengan
BPJPH atau MUI. Akibatnya, pelaku usaha yang ingin memperluas
pasar ke luar negeri harus melalui proses sertifikasi tambahan yang

membutuhkan waktu dan biaya lebih banyak.
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Tantangan lainnya muncul dalam aspek pengawasan dan
kepatuhan perusahaan setelah memperoleh sertifikasi halal.
Banyak perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi halal tidak
selalu menjalankan prosedur produksi yang sesuai dengan
ketentuan halal secara konsisten. Dalam beberapa kasus, terjadi
kelalaian dalam pemisahan bahan baku halal dan non-halal atau
penggunaan bahan tambahan yang tidak terdaftar dalam sertifikasi
awal.

Pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam
mempertahankan standar halal masih menjadi pekerjaan rumah
bagi pemerintah dan lembaga sertifikasi. Dengan banyaknya
jumlah perusahaan yang telah mengantongi sertifikasi halal, proses
pengawasan dan inspeksi berkala menjadi tantangan tersendiri.
Keterbatasan jumlah auditor halal serta kapasitas lembaga
pengawasan sering kali menyebabkan kurangnya pengawasan
yang optimal terhadap seluruh perusahaan yang telah tersertifikasi.

Permasalahan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem
sertifikasi halal juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Beberapa
pelaku usaha masih meragukan efektivitas sistem pengawasan
yang diterapkan, terutama terkait dengan proses verifikasi bahan
baku yang digunakan oleh produsen. Meskipun audit halal telah
menjadi prosedur wajib dalam sertifikasi, masih ada potensi bagi
perusahaan untuk mengubah bahan atau metode produksi setelah
mendapatkan sertifikat halal tanpa pemberitahuan kepada pihak
berwenang.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kesiapan sumber
daya manusia dalam mendukung sistem sertifikasi halal yang lebih

luas dan ketat. Auditor halal yang memiliki kualifikasi dalam
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bidang syariah dan teknologi pangan masih terbatas jumlahnya,
sehingga memperlambat proses audit dan verifikasi produk.
Ketersediaan tenaga ahli dalam laboratorium halal juga masih
menjadi kendala, mengingat pengujian bahan baku memerlukan
keahlian khusus dalam mendeteksi kandungan bahan yang
berpotensi tidak halal.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan
sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku usaha, serta
masyarakat dalam membangun sistem sertifikasi halal yang lebih
inklusif dan efisien. Pemberian insentif bagi UMKM,
penyederhanaan prosedur sertifikasi, serta penguatan kerja sama
dengan lembaga sertifikasi internasional menjadi langkah yang
perlu diperhatikan guna meningkatkan daya saing produk halal
Indonesia di pasar global.

Perbaikan sistem pengawasan dan penegakan regulasi juga
menjadi faktor kunci dalam menjaga kredibilitas sertifikasi halal.
Implementasi teknologi dalam sistem pengawasan, seperti
digitalisasi sertifikasi dan penerapan blockchain untuk melacak
rantai pasok halal, dapat menjadi solusi dalam meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem yang lebih kuat dan
berstandar internasional, sertifikasi halal di Indonesia dapat
menjadi model yang diadopsi oleh negara lain dalam

mengembangkan industri halal yang lebih maju.

4.4. Dampak Sertifikasi Halal terhadap Industri dan

Konsumen

Sertifikasi halal memainkan peran penting dalam

membangun ekosistem industri yang sesuai dengan prinsip syariah
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dan memenuhi kebutuhan konsumen Muslim. Dengan
meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kehalalan
produk, keberadaan sertifikasi halal menjadi semakin relevan dan
mendesak. Tidak hanya sebagai jaminan kehalalan, sertifikasi ini
juga mencerminkan kualitas, kebersihan, serta kepatuhan terhadap
standar produksi yang baik. Peningkatan jumlah produk
bersertifikasi halal menunjukkan tingginya permintaan dari
konsumen Muslim yang ingin memastikan bahwa barang yang
mereka konsumsi benar-benar sesuai dengan prinsip Islam.

Kepercayaan konsumen terhadap produk halal semakin
meningkat seiring dengan berkembangnya sistem sertifikasi halal
yang lebih transparan dan terstandarisasi. Konsumen Muslim,
terutama di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia,
menjadikan label halal sebagai salah satu pertimbangan utama
dalam memilih produk. Keberadaan label halal yang resmi dan
diakui oleh pemerintah memberikan rasa aman dan kepastian
kepada konsumen, sehingga mereka tidak perlu lagi meragukan
keabsahan produk yang dibeli. Hal ini juga berkontribusi terhadap
loyalitas konsumen terhadap merek-merek yang memiliki
komitmen terhadap kehalalan produk mereka.

Dampak positif dari sertifikasi halal tidak hanya dirasakan
oleh konsumen, tetapi juga oleh produsen yang menggunakannya
sebagai strategi pemasaran. Produk yang telah memiliki sertifikat
halal memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan dengan
produk yang tidak memiliki jaminan kehalalan. Konsumen
cenderung lebih percaya dan memilih produk yang memiliki label
halal karena mereka mengasosiasikannya dengan standar produksi

yang lebih higienis dan aman. Akibatnya, produsen yang memiliki
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sertifikasi halal dapat memperluas pangsa pasarnya, tidak hanya di
dalam negeri tetapi juga di pasar internasional.

Keuntungan kompetitif yang diberikan oleh sertifikasi halal
semakin terlihat dalam perdagangan global. Banyak negara yang
menerapkan regulasi ketat terhadap produk yang masuk ke pasar
mereka, termasuk dalam aspek halal. Negara-negara dengan
populasi Muslim yang besar, seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni
Emirat Arab, dan Turki, mewajibkan sertifikasi halal bagi produk
impor yang beredar di wilayah mereka. Produsen yang telah
memiliki sertifikat halal memiliki akses lebih mudah untuk
mengekspor produk mereka ke negara-negara tersebut, membuka
peluang bisnis yang lebih luas dan meningkatkan nilai ekspor
nasional.

Sertifikasi halal juga mendorong pertumbuhan sektor
industri halal secara keseluruhan. Dengan meningkatnya
permintaan terhadap produk halal, industri makanan, minuman,
kosmetik, farmasi, dan fashion Muslim mengalami pertumbuhan
yang pesat. Produsen mulai berinovasi dalam mengembangkan
produk halal yang lebih beragam, tidak hanya berfokus pada aspek
kehalalan bahan baku, tetapi juga mengintegrasikan konsep halal
ke dalam seluruh proses produksi, mulai dari sumber bahan
mentah hingga distribusi produk ke tangan konsumen.

Salah satu dampak signifikan dari sertifikasi halal adalah
meningkatnya ekspor produk halal dari Indonesia. Sebagai negara
dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki
potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam industri halal global.
Pemerintah dan pelaku industri semakin menyadari pentingnya

sertifikasi halal sebagai faktor utama dalam meningkatkan daya
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saing produk di pasar internasional. Dengan adanya jaminan halal,
produk Indonesia lebih mudah diterima di berbagai negara yang
menerapkan standar halal yang ketat.

Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam
implementasi sertifikasi halal, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM). Biaya sertifikasi yang cukup tinggi serta
prosedur administrasi yang kompleks sering kali menjadi kendala
bagi pelaku usaha kecil untuk mendapatkan sertifikat halal. Banyak
UMKM yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan
dokumen dan standar produksi yang ditetapkan, sehingga mereka
lebih memilih untuk tidak melakukan sertifikasi halal meskipun
permintaan terhadap produk halal terus meningkat.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu
memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM dalam
bentuk insentif atau subsidi sertifikasi halal. Selain itu,
penyederhanaan prosedur sertifikasi dan pengurangan biaya bagi
UMKM dapat membantu lebih banyak pelaku usaha kecil untuk
mendapatkan sertifikat halal tanpa beban administratif yang
berlebihan. Dengan semakin banyaknya UMKM yang
mendapatkan sertifikasi halal, ekosistem industri halal di Indonesia
akan semakin berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang
lebih luas.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah
harmonisasi standar halal dengan negara lain. Berbagai negara
memiliki regulasi halal yang berbeda, yang kadang-kadang
menyulitkan produsen dalam memperoleh pengakuan global
terhadap produk mereka. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama

antara Indonesia dengan lembaga sertifikasi halal internasional
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agar produk bersertifikat halal dari Indonesia dapat lebih mudah
diterima di berbagai pasar global. Dengan adanya harmonisasi
standar, eksportir Indonesia tidak perlu menghadapi prosedur
sertifikasi ulang di negara tujuan, sehingga proses ekspor menjadi
lebih efisien dan menguntungkan.

Peningkatan kualitas dan kapasitas auditor halal juga
menjadi faktor penting dalam keberhasilan sistem sertifikasi halal.
Auditor halal bertanggung jawab dalam memastikan bahwa
seluruh tahapan produksi, mulai dari bahan baku, proses produksi,
hingga distribusi, benar-benar sesuai dengan standar halal yang
ditetapkan. Ketersediaan auditor yang berkualifikasi dan memiliki
pemahaman mendalam terhadap syariat Islam serta aspek teknis
dalam produksi sangat diperlukan agar proses sertifikasi dapat
berjalan dengan baik dan akurat.

Pemerintah juga harus meningkatkan transparansi dalam
sistem sertifikasi halal guna memastikan bahwa tidak ada praktik
yang merugikan pelaku usaha dan konsumen. Sistem digitalisasi
dalam proses sertifikasi dapat membantu mempercepat layanan,
mengurangi birokrasi yang berbelit, serta meningkatkan
akuntabilitas dalam penerbitan sertifikat halal. Teknologi
blockchain juga dapat digunakan untuk melacak rantai pasok
produk halal secara lebih transparan, sehingga memberikan
kepercayaan lebih bagi konsumen terhadap produk yang mereka
beli.

Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi
halal juga perlu ditingkatkan. Banyak konsumen yang masih
kurang memahami perbedaan antara produk bersertifikasi halal

dan produk yang hanya mengklaim kehalalan tanpa melalui
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verifikasi resmi. Dengan edukasi yang lebih luas, konsumen dapat
lebih selektif dalam memilih produk dan mendorong produsen
untuk lebih serius dalam mendapatkan sertifikasi halal guna
memenuhi permintaan pasar yang semakin ketat.

Dalam jangka panjang, sertifikasi halal dapat menjadi
faktor utama dalam penguatan ekonomi syariah di Indonesia.
Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk halal, industri
halal memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu sektor
unggulan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional. Indonesia memiliki semua potensi untuk menjadi pusat
industri halal dunia jika regulasi dan ekosistem halal terus
dikembangkan dengan baik.

Keberhasilan sistem sertifikasi halal bergantung pada kerja
sama antara pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku industri, dan
masyarakat. Regulasi yang kuat, prosedur yang efisien, serta
dukungan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal
akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa sistem ini dapat
berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal.

Dengan sistem sertifikasi halal yang semakin matang,
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama
dalam industri halal global. Keberlanjutan sistem ini tidak hanya
memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan pemerintah, tetapi
juga bagi masyarakat Muslim yang ingin memastikan bahwa
produk yang mereka konsumsi benar-benar halal dan berkualitas.
Ke depan, upaya peningkatan sistem sertifikasi halal perlu terus
dilakukan agar Indonesia dapat menjadi pusat halal dunia yang
memiliki daya saing tinggi dan diakui di tingkat internasional.

1.5. Tren dan Inovasi dalam Sertifikasi Halal
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Sertifikasi halal terus berkembang seiring dengan kemajuan
teknologi dan meningkatnya permintaan terhadap produk halal di
pasar global. Proses sertifikasi yang sebelumnya bersifat
konvensional kini mulai beradaptasi dengan inovasi digital untuk
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan layanan.
Dengan adanya transformasi digital, sertifikasi halal dapat
dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh
berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha hingga konsumen. Tren
dan inovasi dalam sertifikasi halal juga berperan penting dalam
memperkuat industri halal global agar lebih terintegrasi dan sesuai
dengan kebutuhan pasar yang semakin kompleks.

Salah satu inovasi yang semakin berkembang adalah
digitalisasi dalam proses sertifikasi halal. Sebelumnya, proses
sertifikasi halal dilakukan secara manual dengan berbagai tahapan
administrasi yang cukup panjang dan birokratis. Hal ini sering kali
menjadi kendala bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM), yang ingin mendapatkan sertifikat halal
tetapi terbentur dengan proses yang lambat dan biaya yang tidak
sedikit. Dengan penerapan digitalisasi, pelaku usaha kini dapat
mengajukan permohonan sertifikasi halal secara daring melalui
platform yang telah disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH) dan lembaga terkait lainnya.

Sistem digitalisasi sertifikasi halal memungkinkan pelaku
usaha untuk mengunggah dokumen persyaratan, memantau status
pengajuan, dan mendapatkan informasi terkait prosedur sertifikasi
secara lebih transparan. Selain itu, audit halal yang sebelumnya
harus dilakukan secara langsung di lokasi produksi kini dapat

dilakukan dengan sistem hybrid, di mana sebagian proses verifikasi
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dapat dilakukan secara daring melalui teknologi video conference
dan analisis data berbasis cloud. Hal ini tidak hanya mempercepat
proses sertifikasi tetapi juga mengurangi biaya operasional yang
harus dikeluarkan oleh pelaku usaha dan lembaga sertifikasi.

Selain digitalisasi sertifikasi, tren penggunaan teknologi
blockchain dalam sistem halal juga mulai berkembang sebagai
solusi untuk meningkatkan transparansi dalam rantai pasok halal.
Blockchain merupakan teknologi yang memungkinkan pencatatan
transaksi dalam bentuk digital yang aman, tidak dapat diubah, dan
dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam
konteks industri halal, blockchain dapat digunakan untuk melacak
asal-usul bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk
halal secara real-time.

Dengan penerapan teknologi blockchain, konsumen dapat
memastikan bahwa produk yang mereka beli benar-benar halal dan
tidak terkontaminasi dengan bahan haram di sepanjang rantai
pasok. Setiap tahap dalam proses produksi dan distribusi dicatat
dalam sistem blockchain yang dapat diverifikasi oleh otoritas halal,
produsen, distributor, hingga konsumen. Hal ini memberikan
tingkat transparansi yang lebih tinggi dan mengurangi risiko
penyalahgunaan label halal oleh pihak yang tidak bertanggung
jawab.

Implementasi blockchain dalam industri halal juga
memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang ingin mengekspor
produk mereka ke pasar global. Beberapa negara telah mulai
menerapkan sistem blockchain dalam sertifikasi halal untuk
memastikan bahwa produk yang masuk ke wilayah mereka telah

melalui proses yang sesuai dengan standar halal yang berlaku.
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Dengan sistem ini, produk yang telah memiliki sertifikat halal dari
satu negara dapat lebih mudah mendapatkan pengakuan di negara
lain, sehingga mempercepat proses ekspor dan mengurangi
hambatan perdagangan antarnegara.

Selain teknologi blockchain, sinergi dengan industri halal
global menjadi salah satu tren utama dalam pengembangan
sertifikasi halal. Pasar halal tidak lagi terbatas pada negara-negara
Muslim, tetapi telah menjadi sektor ekonomi yang diminati di
berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, Amerika, dan Asia Timur.
Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan China mulai
memperhatikan potensi industri halal dengan mengembangkan
produk halal untuk menarik konsumen Muslim yang semakin
meningkat.

Kolaborasi antara lembaga sertifikasi halal di berbagai
negara menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa standar
halal yang diterapkan dapat diakui secara internasional.
Harmonisasi regulasi halal antara negara-negara penghasil dan
konsumen produk halal diperlukan agar produk yang telah
bersertifikat halal di satu negara dapat lebih mudah masuk ke pasar
negara lain. Dengan adanya pengakuan bersama atas standar halal,
ekspor produk halal dapat meningkat secara signifikan dan
memperkuat daya saing industri halal di tingkat global.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat posisi
sebagai pusat industri halal dunia dengan memperluas kerja sama
dengan berbagai negara. Melalui berbagai forum internasional dan
organisasi halal global, Indonesia mendorong harmonisasi regulasi
halal dan pengakuan sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH

agar dapat diterima di berbagai negara. Langkah ini bertujuan
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untuk mempermudah ekspor produk halal Indonesia dan
mempercepat pertumbuhan industri halal nasional.

Selain kerja sama dengan negara lain, penguatan sinergi
antara sektor industri halal domestik juga menjadi faktor kunci
dalam meningkatkan daya saing produk halal Indonesia.
Pemerintah, lembaga sertifikasi, produsen, dan konsumen perlu
bekerja sama untuk membangun ekosistem halal yang lebih
terintegrasi. Dukungan dari sektor keuangan syariah dalam
pembiayaan industri halal juga menjadi aspek penting dalam
mempercepat pertumbuhan industri ini.

Tren inovasi dalam sertifikasi halal juga mencakup
pengembangan sistem pelabelan halal yang lebih canggih dan
mudah diakses oleh konsumen. Penggunaan teknologi QR code
pada kemasan produk halal memungkinkan konsumen untuk
mendapatkan informasi lengkap tentang kehalalan produk hanya
dengan memindai kode tersebut menggunakan ponsel mereka.
Informasi yang ditampilkan dapat mencakup bahan baku, proses
produksi, serta nomor sertifikat halal yang telah dikeluarkan oleh
lembaga terkait.

Dengan semakin berkembangnya inovasi dalam sertifikasi
halal, diharapkan proses sertifikasi dapat menjadi lebih efisien,
transparan, dan terjangkau bagi semua pelaku usaha. Digitalisasi,
blockchain, dan sinergi global akan menjadi pilar utama dalam
membangun sistem sertifikasi halal yang lebih kuat dan dapat
diandalkan. Langkah-langkah inovatif ini akan memperkuat
ekosistem halal global dan memastikan bahwa produk halal yang
beredar di pasar benar-benar memenuhi standar kehalalan yang

ketat.
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Dalam beberapa tahun ke depan, industri halal diprediksi
akan terus berkembang dengan adopsi teknologi yang lebih luas
dalam proses sertifikasi dan pengawasan. Pemerintah dan pelaku
industri perlu terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan
regulasi untuk memastikan bahwa sistem sertifikasi halal tetap
relevan dengan kebutuhan pasar global yang semakin dinamis.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, Indonesia memiliki
peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam industri halal dunia.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,
Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan
standar halal yang dapat menjadi acuan bagi negara lain. Inovasi
dalam sertifikasi halal tidak hanya akan memberikan manfaat bagi
industri dan konsumen, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia
sebagai pusat industri halal dunia. Dengan sistem sertifikasi yang
lebih modern, efisien, dan terpercaya, industri halal Indonesia akan
semakin maju dan mampu bersaing di pasar global.

Penguatan regulasi, peningkatan transparansi, serta
penerapan teknologi dalam sertifikasi halal akan menjadi langkah
strategis dalam mengembangkan industri halal yang berkelanjutan.
Dengan adanya digitalisasi, blockchain, dan kerja sama
internasional, diharapkan produk halal Indonesia dapat lebih
mudah diakses oleh konsumen di seluruh dunia. Masa depan
industri halal akan semakin bergantung pada inovasi dan adaptasi

terhadap perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat.
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BAB VI
SOLUSI DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN KOSMETIK HALAL
INDONESIA

6.1 Diskursus Penggunaan Kosmetik Halal di
Indonesia

Kesadaran akan pentingnya kehalalan suatu produk tidak
hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga merambah
ke sektor kecantikan, terutama kosmetik. Dalam beberapa tahun
terakhir, permintaan terhadap kosmetik halal di Indonesia
mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan
berkembangnya industri halal dan meningkatnya kesadaran
masyarakat Muslim terhadap produk yang mereka gunakan sehari-
hari. Kosmetik halal tidak hanya mengacu pada produk yang tidak
mengandung bahan haram, tetapi juga mencakup proses produksi,
pengolahan, dan distribusi yang sesuai dengan prinsip syariah
Islam. Dengan adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)
serta regulasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH), standar kosmetik halal di Indonesia semakin diperjelas
guna memastikan bahwa produk kecantikan yang beredar benar-
benar aman dan sesuai dengan ketentuan Islam.

Perkembangan tren halal beauty juga didorong oleh
perubahan preferensi konsumen yang semakin kritis terhadap
komposisi dan proses produksi kosmetik yang mereka gunakan.
Kampanye halal beauty yang dipromosikan oleh brand lokal dan
global, serta didukung oleh influencer Muslim di media sosial, turut

mempercepat pergeseran pola konsumsi ini. Namun, di balik



potensi besar industri kosmetik halal, masih terdapat berbagai
tantangan yang harus dihadapi, seperti ketersediaan bahan baku
halal yang terbatas, dominasi merek kosmetik non-halal di pasar
global, serta kurangnya edukasi konsumen mengenai manfaat dan
urgensi menggunakan kosmetik halal. Dengan semakin
berkembangnya inovasi dan riset dalam industri kecantikan,
kosmetik halal diprediksi akan terus berkembang, tidak hanya di

pasar domestik tetapi juga di tingkat internasional.

6.2. Konsep Kosmetik Halal dalam Islam

Industri kecantikan terus berkembang pesat, dengan
meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya
produk yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Kosmetik halal
menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari,
karena digunakan langsung pada tubuh dan dapat berpengaruh
terhadap keabsahan ibadah, terutama dalam hal thaharah
(kesucian). Islam mengajarkan bahwa setiap produk yang
digunakan oleh umat Muslim harus memenuhi standar kehalalan,
baik dari segi bahan baku, proses produksi, hingga distribusinya.
Dengan meningkatnya kepedulian terhadap produk halal,
permintaan terhadap kosmetik halal pun semakin meningkat,
terutama di negara dengan populasi Muslim yang besar seperti
Indonesia.

Kosmetik halal dapat didefinisikan sebagai produk
kecantikan yang tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan
dalam Islam serta diproduksi melalui proses yang bersih dan tidak
terkontaminasi dengan zat najis. Perbedaan utama antara kosmetik

halal dan kosmetik biasa terletak pada bahan baku yang digunakan
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serta proses produksinya. Kosmetik biasa sering kali mengandung
bahan-bahan yang berasal dari unsur non-halal, seperti alkohol
yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, bahan dari hewan
yang tidak disembelih sesuai syariat Islam, serta zat turunan babi
seperti gelatin dan kolagen. Sementara itu, kosmetik halal
memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan berasal dari
sumber yang suci dan tidak mengandung zat yang diharamkan
dalam Islam.

Dalam Al-Qur'an, Allah telah menegaskan pentingnya
menggunakan sesuatu yang halal dan baik. Salah satu ayat yang

mendukung konsep ini adalah:

Gt S 210 Sl il T 95 gl Slia a7 8 s T i g2
"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan;

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS.
Al-Baqgarah: 168)

Ayat ini secara spesifik berbicara tentang makanan, konsep
kehalalan dan kebaikan (thayyib) juga berlaku dalam aspek lain
kehidupan, termasuk kosmetik yang digunakan oleh manusia.
Produk kecantikan yang halal tidak hanya menghindari bahan
haram, tetapi juga memastikan bahwa produk tersebut aman bagi
kesehatan kulit dan tubuh.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi pedoman
utama dalam menentukan kosmetik halal. MUI telah mengeluarkan
fatwa yang mengatur bahan-bahan yang boleh dan tidak boleh
digunakan dalam kosmetik. Beberapa bahan yang dilarang dalam

kosmetik halal antara lain alkohol dalam kadar tinggi yang berasal
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dari fermentasi khamr, bahan dari hewan yang tidak disembelih
sesuai syariat Islam, serta bahan najis yang dapat mencemari
kehalalan produk. Selain itu, MUI juga memastikan bahwa dalam
proses produksi, kosmetik halal tidak tercampur dengan bahan-
bahan haram atau terkena kontaminasi yang dapat merusak
kehalalannya.

Kosmetik halal juga harus bebas dari zat najis yang dapat
menghalangi air menyentuh kulit saat berwudhu atau mandi wajib.
Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah #:

"Allah tidak menerima shalat seseorang di antara kamu apabila ia
berhadas, hingga ia berwudhu." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadits ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kosmetik
yang membentuk lapisan tidak tembus air pada kulit atau kuku
dapat menghalangi kesempurnaan wudhu dan ibadah lainnya.
Oleh karena itu, kosmetik halal harus memastikan bahwa
produknya tidak mengandung bahan yang menyebabkan air tidak
bisa meresap ke kulit, seperti cat kuku berbasis gel yang tidak dapat
ditembus air.

Perspektif masyarakat Muslim terhadap kosmetik halal
semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran
akan pentingnya produk yang sesuai dengan syariat Islam. Dahulu,
kosmetik halal belum menjadi perhatian utama dalam kehidupan
sehari-hari, karena banyak yang beranggapan bahwa kosmetik
hanya sebatas produk kecantikan tanpa kaitan dengan aspek
keagamaan. Namun, dengan adanya edukasi dan sosialisasi dari
berbagai pihak, termasuk ulama dan lembaga sertifikasi halal,
semakin banyak konsumen Muslim yang mulai memperhatikan

kandungan dalam produk kecantikan yang mereka gunakan.
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Tren kosmetik halal semakin populer, terutama di kalangan
generasi muda Muslim yang lebih selektif dalam memilih produk
kecantikan. Banyak produsen kosmetik mulai berinovasi untuk
menghadirkan produk kecantikan yang sesuai dengan standar halal
tanpa mengurangi kualitas dan efektivitasnya. Beberapa produk
seperti lipstik, foundation, dan skincare kini tersedia dalam varian
halal yang tidak hanya aman dari bahan haram, tetapi juga
diformulasikan dengan bahan-bahan alami yang lebih sehat untuk
kulit.

Dalam Islam, menjaga kebersihan dan kecantikan
merupakan bagian dari fitrah manusia. Rasulullah # bersabda:
"Sesungquhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan." (HR.
Muslim)

Dari hadits ini, dapat dipahami bahwa mempercantik diri dengan
menggunakan kosmetik bukanlah hal yang dilarang, selama tidak
berlebihan dan tetap dalam batasan syariat. Oleh karena itu,
kosmetik halal tidak hanya membantu menjaga penampilan, tetapi
juga memastikan bahwa kecantikan yang dirawat tetap berada
dalam koridor yang diperbolehkan dalam Islam.

Di Indonesia, peran pemerintah dan lembaga terkait dalam
mengembangkan industri kosmetik halal sangat besar. Dengan
adanya regulasi yang mengatur standar kehalalan produk
kecantikan, produsen didorong untuk mematuhi aturan yang telah
ditetapkan agar dapat memperoleh sertifikasi halal. Hal ini juga
memberikan perlindungan bagi konsumen agar mereka
mendapatkan produk yang benar-benar terjamin kehalalannya dan

sesuai dengan prinsip syariah.

137



Meskipun perkembangan kosmetik halal semakin pesat,

tantangan tetap ada, terutama dalam hal edukasi dan ketersediaan
bahan baku halal. Beberapa produsen masih menghadapi kesulitan
dalam mendapatkan bahan kosmetik yang sudah terjamin
kehalalannya, terutama bahan yang berasal dari luar negeri. Oleh
karena itu, dibutuhkan sinergi antara industri kosmetik, lembaga
sertifikasi halal, serta pemerintah dalam menciptakan ekosistem
halal yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya produk halal, industri kosmetik halal memiliki prospek
yang sangat menjanjikan. Permintaan pasar yang terus meningkat
tidak hanya datang dari konsumen dalam negeri, tetapi juga dari
pasar internasional. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia
untuk menjadi salah satu pusat industri kosmetik halal dunia
dengan mengembangkan produk yang berkualitas dan sesuai
dengan standar global.

Konsep kosmetik halal dalam Islam mencakup lebih dari
sekadar ketiadaan bahan haram, tetapi juga memastikan bahwa
produk tersebut suci, aman, dan tidak menghalangi ibadah. Dengan
adanya regulasi yang jelas, edukasi yang terus digalakkan, serta
inovasi dalam industri kosmetik halal, konsumen Muslim kini
memiliki lebih banyak pilihan dalam menjaga kecantikan dengan
tetap mematuhi prinsip syariah. Ke depan, diharapkan industri
kosmetik halal dapat terus berkembang dan menjadi standar utama

dalam produk kecantikan yang lebih sehat dan berkualitas.

6.3. Regulasi dan Standar Kosmetik Halal di Indonesia
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Regulasi terkait sertifikasi halal kosmetik di Indonesia terus
mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya kesadaran
masyarakat Muslim terhadap pentingnya produk kecantikan yang
sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah melalui Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU
JPH) menetapkan bahwa seluruh produk yang dikonsumsi atau
digunakan masyarakat wajib memiliki sertifikasi halal, termasuk
kosmetik. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum
serta melindungi hak konsumen Muslim agar tidak menggunakan
produk yang mengandung bahan haram atau najs.

Penerapan UU JPH memberikan perubahan signifikan
dalam mekanisme sertifikasi halal kosmetik. Sebelumnya,
sertifikasi halal berada di bawah kewenangan Majelis Ulama
Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Proses sertifikasi melibatkan
pemeriksaan bahan baku, audit fasilitas produksi, serta fatwa halal
dari MUL Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
kini menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan
sertifikasi halal, sementara MUI tetap memiliki peran dalam
menetapkan fatwa halal terhadap suatu produk.

Keberadaan BPJPH sebagai penyelenggara sertifikasi halal
bertujuan meningkatkan efisiensi dan memastikan bahwa setiap
produk yang beredar telah melewati proses verifikasi sesuai standar
yang ditetapkan. BPJPH menerima pendaftaran sertifikasi halal dari
pelaku usaha, bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal
(LPH) dalam melakukan audit, serta menerbitkan sertifikat halal

berdasarkan fatwa MUI. Sinergi antar lembaga ini diharapkan
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menciptakan sistem sertifikasi halal yang lebih transparan, efektif,
dan akuntabel.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP 42/2024)
memperkuat implementasi UU JPH. Pasal 139 dalam peraturan ini
menetapkan bahwa kewajiban sertifikasi halal kosmetik dilakukan
secara bertahap. Pasal 141 mengatur bahwa batas akhir kewajiban
sertifikasi halal untuk kosmetik ditetapkan pada 17 Oktober 2026.
Kebijakan ini memberikan waktu bagi produsen kosmetik untuk
menyesuaikan proses produksi dan memastikan bahwa seluruh
produk yang dipasarkan telah memenuhi standar halal yang
berlaku.

Syarat utama dalam sertifikasi halal kosmetik meliputi
aspek bahan baku, proses produksi, fasilitas produksi, serta
dokumentasi pendukung. Bahan baku yang digunakan harus
berasal dari sumber yang suci dan tidak mengandung unsur haram
seperti alkohol dari fermentasi khamr, gelatin atau kolagen dari
babi, serta bahan hewani yang tidak disembelih sesuai syariat Islam.
Proses produksi juga harus memenuhi standar halal dengan
memastikan tidak adanya kontaminasi silang antara bahan halal
dan non-halal dalam fasilitas manufaktur.

Sistem jaminan halal dalam industri kosmetik diterapkan
guna memastikan bahwa seluruh rangkaian produksi tetap sesuai
dengan prinsip halal. Pemisahan alat produksi antara produk halal
dan non-halal menjadi syarat utama dalam proses sertifikasi.
Fasilitas produksi juga harus memiliki prosedur kebersihan yang
ketat untuk menghindari potensi kontaminasi dengan bahan

haram.

140



Pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal
harus melakukan pendaftaran ke BPJPH. Setelah pendaftaran
diterima, pelaku usaha wajib menyerahkan dokumen yang
mencakup daftar bahan baku, formulasi produk, serta informasi
detail mengenai proses produksi. LPH akan melakukan audit
lapangan guna memastikan bahwa bahan baku, peralatan, serta
metode produksi telah sesuai dengan standar halal yang
ditetapkan.

Hasil audit yang telah dilakukan oleh LPH akan diserahkan
kepada Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam sidang fatwa halal.
Evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang berlaku
dalam Islam. Produk yang telah memenuhi seluruh persyaratan
halal akan mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Sertifikat ini
memiliki masa berlaku tertentu dan harus diperpanjang secara
berkala untuk memastikan kepatuhan produsen terhadap standar
halal.

Regulasi sertifikasi halal kosmetik tidak hanya diterapkan
di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain yang memiliki
standar halal tersendiri. Malaysia menerapkan sistem sertifikasi
halal melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), yang
memiliki prosedur pengujian lebih ketat terhadap kandungan
bahan tertentu. Uni Emirat Arab menetapkan standar halal melalui
Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA),
yang bekerja sama dengan lembaga halal internasional guna
memastikan produk yang masuk ke pasar mereka telah memenuhi
regulasi halal yang berlaku.

Standar halal di negara-negara Barat seperti Eropa dan

Amerika Serikat lebih bersifat sukarela. Produsen yang ingin
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menargetkan pasar Muslim dapat memperoleh sertifikasi halal dari
lembaga seperti Halal Certification Europe (HCE) dan Islamic Food
and Nutrition Council of America (IFANCA). Keberadaan
sertifikasi halal memberikan kepercayaan lebih bagi konsumen
Muslim dalam memilih produk kosmetik yang sesuai dengan
keyakinan mereka.

Perbedaan regulasi antarnegara menjadi tantangan bagi
produsen kosmetik yang ingin mengekspor produk halal ke pasar
global. Setiap negara memiliki persyaratan yang berbeda dalam
proses sertifikasi, sehingga pelaku usaha harus menyesuaikan
produknya dengan standar yang berlaku di negara tujuan.
Harmonisasi standar halal internasional menjadi isu penting dalam
upaya memperluas pasar kosmetik halal secara global.

Upaya menjalin kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal
internasional terus dilakukan agar sertifikat halal yang diterbitkan
BPJPH dapat diakui di berbagai negara. Pengakuan terhadap
standar halal Indonesia di tingkat global akan meningkatkan daya
saing produk kosmetik halal di pasar internasional. Kebijakan ini
juga mendukung peningkatan ekspor dan memperkuat posisi
Indonesia dalam industri kosmetik halal dunia.

Peningkatan transparansi dalam sistem sertifikasi halal
menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan konsumen
terhadap produk halal. Sistem digitalisasi dalam proses sertifikasi
halal memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran
secara daring, memantau status sertifikasi, serta memastikan bahwa
produk yang mereka jual telah memenuhi seluruh ketentuan halal.

Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan insentif

bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi
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langkah strategis guna mempercepat implementasi sertifikasi halal
kosmetik. Penyederhanaan prosedur dan pengurangan biaya
sertifikasi akan membantu UMKM lebih mudah mendapatkan
sertifikat halal dan bersaing di pasar yang lebih luas.
Keberlanjutan regulasi dan standar kosmetik halal di
Indonesia memerlukan komitmen dari seluruh pihak terkait.
Pemerintah, lembaga sertifikasi, produsen, serta konsumen
memiliki peran penting dalam memastikan bahwa industri
kosmetik halal terus berkembang dan memberikan manfaat yang
lebih luas bagi masyarakat. Peningkatan inovasi, efisiensi, serta
pengakuan internasional terhadap sertifikasi halal akan
memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam industri

kosmetik halal global.

6.4. Tantangan Industri Kosmetik Halal

Keterbatasan bahan baku halal dalam industri kosmetik
menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan produk
halal. Banyak bahan dasar yang digunakan dalam kosmetik berasal
dari hewan atau proses kimia yang memerlukan sertifikasi
tambahan untuk memastikan kehalalannya. Bahan seperti kolagen,
gelatin, gliserin, dan emolien sering kali berasal dari hewan yang
belum terjamin status halal atau tidak melalui proses
penyembelihan sesuai syariat Islam. Produsen kosmetik halal harus
mencari alternatif bahan yang bersumber dari tumbuhan atau
bahan sintetis yang terjamin kehalalannya, yang sering kali lebih
sulit didapatkan dan lebih mahal dibandingkan bahan baku

konvensional.
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Sumber bahan baku halal yang terbatas menyebabkan
meningkatnya biaya produksi kosmetik halal. Produsen harus
mengimpor beberapa bahan halal dari negara lain karena belum
tersedia secara luas di dalam negeri. Ketergantungan pada bahan
impor tidak hanya meningkatkan biaya produksi tetapi juga
memperlambat proses manufaktur akibat keterlambatan pasokan
dan regulasi ekspor-impor yang ketat. Situasi ini membuat harga
produk kosmetik halal lebih tinggi dibandingkan produk
konvensional, yang pada akhirnya mempengaruhi daya saing
produk di pasar.

Proses sertifikasi halal bahan baku juga menjadi tantangan
tersendiri. Tidak semua pemasok bahan baku kosmetik memiliki
sertifikasi halal yang diakui secara internasional. Produsen harus
memastikan bahwa setiap bahan yang digunakan telah tersertifikasi
halal oleh lembaga yang kredibel, seperti Majelis Ulama Indonesia
(MUI) atau badan sertifikasi halal internasional lainnya. Namun,
mendapatkan bahan baku bersertifikat halal sering kali memakan
waktu yang lama, terutama jika bahan tersebut belum memiliki
standar halal yang jelas dalam regulasi yang berlaku.

Persaingan dengan merek global non-halal juga menjadi
tantangan besar dalam industri kosmetik halal. Merek-merek global
yang telah memiliki reputasi kuat di pasar kosmetik sering kali
mendominasi preferensi konsumen dengan berbagai inovasi
produk, strategi pemasaran yang agresif, serta keunggulan dalam
penelitian dan pengembangan (R&D). Konsumen cenderung lebih
tertarik pada merek yang sudah dikenal luas dan memiliki ulasan
positif dari pengguna di seluruh dunia, terlepas dari status halal

produk tersebut.
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Strategi pemasaran yang digunakan oleh merek global juga
jauh lebih canggih dibandingkan produsen kosmetik halal lokal.
Mereka memiliki anggaran pemasaran yang besar untuk
mempromosikan produk melalui iklan, media sosial, dan
endorsement dari influencer ternama. Sementara itu, merek
kosmetik halal, terutama yang berasal dari pelaku usaha kecil dan
menengah (UMKM), masih menghadapi keterbatasan dalam
memasarkan produknya secara luas. Tanpa strategi pemasaran
yang kuat, banyak produk kosmetik halal kurang dikenal oleh
masyarakat, meskipun memiliki kualitas yang tidak kalah dengan
produk global.

Kurangnya inovasi dalam industri kosmetik halal juga
menjadi kendala dalam menarik minat konsumen. Beberapa
produsen kosmetik halal masih berfokus pada produk dasar tanpa
banyak variasi atau fitur tambahan yang menarik bagi pengguna.
Padahal, tren kecantikan terus berkembang dengan munculnya
teknologi kosmetik baru seperti skincare berbasis bioteknologi,
makeup tahan lama, dan produk yang disesuaikan dengan jenis
kulit tertentu. Jika produsen kosmetik halal tidak mengikuti tren
dan menghadirkan inovasi yang kompetitif, mereka akan kesulitan
bersaing dengan merek non-halal yang selalu memperkenalkan
produk baru dengan teknologi canggih.

Kurangnya edukasi konsumen mengenai manfaat kosmetik
halal juga menjadi tantangan yang signifikan. Banyak masyarakat
yang masih menganggap bahwa kosmetik halal hanya
berhubungan dengan aspek keagamaan tanpa memahami manfaat
lainnya, seperti keamanan dan kualitas produk yang lebih tinggi.

Produk kosmetik halal tidak hanya menghindari bahan haram
145



tetapi juga memastikan penggunaan bahan yang lebih aman bagi
kulit dan bebas dari zat berbahaya. Sayangnya, pemahaman ini
belum tersebar luas, sehingga banyak konsumen yang masih
memilih produk non-halal hanya karena lebih populer atau lebih
mudah didapatkan.

Minimnya sosialisasi dari pemerintah dan industri terkait
pentingnya kosmetik halal membuat sebagian besar konsumen
belum menjadikannya sebagai prioritas dalam memilih produk
kecantikan. Banyak yang lebih mementingkan efektivitas produk
tanpa mempertimbangkan aspek halal, terutama di kalangan anak
muda yang lebih dipengaruhi oleh tren dan rekomendasi influencer
daripada kesadaran keagamaan. Tanpa adanya kampanye edukasi
yang masif, kesadaran masyarakat akan kosmetik halal tidak akan
berkembang secara optimal.

Regulasi terkait kosmetik halal juga masih menghadapi
tantangan dalam implementasinya. Meskipun pemerintah telah
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2024, pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala
teknis. Banyak produsen kosmetik yang masih kesulitan dalam
memahami prosedur sertifikasi halal, mulai dari pengajuan
dokumen hingga proses audit yang memakan waktu. Keterbatasan
jumlah auditor halal dan lembaga pemeriksa halal juga
memperlambat proses sertifikasi, sehingga banyak produsen harus
menunggu lama sebelum mendapatkan sertifikat halal.

Penyelarasan standar halal antara Indonesia dan negara
lain juga menjadi tantangan bagi produsen kosmetik yang ingin
mengekspor produknya ke pasar global. Beberapa negara memiliki
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regulasi halal yang berbeda, sehingga sertifikasi halal dari
Indonesia belum tentu diterima di negara tujuan. Harmonisasi
standar halal di tingkat internasional menjadi kebutuhan mendesak
agar produk kosmetik halal Indonesia dapat bersaing di pasar
global tanpa harus melalui proses sertifikasi ulang yang memakan
biaya dan waktu tambahan.

Kurangnya dukungan infrastruktur dalam industri
kosmetik halal juga menghambat pertumbuhan sektor ini. Industri
manufaktur kosmetik masih bergantung pada bahan baku dan
teknologi dari luar negeri, sehingga perlu adanya investasi dalam
penelitian dan pengembangan untuk menciptakan bahan baku
halal yang lebih beragam dan terjangkau. Selain itu, ketersediaan
laboratorium halal yang dapat menguji kandungan bahan kosmetik
secara lebih efisien juga masih terbatas, menyebabkan proses
sertifikasi dan pengawasan menjadi lebih lambat.

Pemberian insentif bagi produsen kosmetik halal, terutama
UMKM, perlu lebih diperluas agar mereka mampu bersaing dengan
produk global. Biaya sertifikasi halal yang masih tergolong tinggi
menjadi beban bagi pelaku usaha kecil yang ingin mengembangkan
produk halal. Pemerintah perlu menyediakan subsidi atau skema
pembiayaan yang lebih terjangkau agar lebih banyak produsen
yang dapat mengajukan sertifikasi halal dan memperluas pasar
mereka.

Dukungan dari asosiasi industri kosmetik halal dan
kolaborasi dengan lembaga penelitian dapat membantu mengatasi
berbagai tantangan dalam pengembangan kosmetik halal.
Penelitian mengenai bahan baku halal, inovasi formulasi, dan tren

kecantikan berbasis halal harus terus dilakukan untuk memastikan
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bahwa industri ini tetap kompetitif dan mampu memenuhi
kebutuhan pasar yang semakin berkembang.

Masa depan industri kosmetik halal di Indonesia sangat
bergantung pada keberhasilan dalam mengatasi berbagai tantangan
yang ada. Penyediaan bahan baku halal yang lebih luas, strategi
pemasaran yang lebih agresif, inovasi produk yang lebih modern,
serta edukasi konsumen yang lebih masif akan menjadi faktor
utama dalam menentukan keberlanjutan dan daya saing industri
ini. Jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi, industri
kosmetik halal Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi
pemimpin di pasar global dan memenuhi kebutuhan konsumen

Muslim di seluruh dunia.

6.5. Prospek dan Inovasi dalam Kosmetik Halal

Tren kosmetik halal semakin berkembang pesat, didorong
oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap
pentingnya produk kecantikan yang sesuai dengan syariat Islam.
Permintaan terhadap produk kecantikan yang tidak hanya halal
tetapi juga aman dan ramah lingkungan semakin meningkat,
seiring dengan pergeseran preferensi konsumen ke arah
penggunaan bahan alami dan organik. Industri kosmetik halal tidak
hanya berkembang di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga
mulai menarik perhatian pasar global yang lebih luas, termasuk di
negara-negara Barat. Dengan adanya inovasi dalam penelitian dan
pengembangan serta meningkatnya peluang ekspansi ke pasar
internasional, prospek industri kosmetik halal semakin cerah dan
memiliki potensi besar untuk menjadi segmen utama dalam

industri kecantikan global.
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Tren kosmetik halal berbasis bahan alami dan organik
menjadi daya tarik utama bagi konsumen yang mengutamakan
keamanan dan kesehatan dalam penggunaan produk kecantikan.
Konsumen kini lebih selektif dalam memilih kosmetik yang bebas
dari bahan kimia berbahaya, seperti paraben, sulfat, dan pewarna
sintetis. Formulasi berbasis bahan alami seperti ekstrak tumbuhan,
minyak esensial, dan bahan aktif dari tanaman semakin populer
karena dianggap lebih aman bagi kulit dan memiliki manfaat yang
lebih baik. Selain itu, tren kosmetik berbasis organik juga
mendukung konsep keberlanjutan lingkungan, yang sejalan dengan
nilai-nilai Islam tentang kebersihan dan keberlanjutan.

Produsen kosmetik halal semakin banyak mengembangkan
produk yang mengandung bahan-bahan alami dan organik untuk
menarik minat konsumen yang peduli terhadap kesehatan kulit dan
keberlanjutan lingkungan. Produk-produk seperti skincare berbasis
ekstrak lidah buaya, minyak argan, madu, dan bahan herbal lainnya
menjadi pilihan utama dalam formulasi kosmetik halal modern.
Selain itu, bahan-bahan yang berasal dari laut seperti ganggang
merah dan spirulina juga mulai digunakan karena mengandung
nutrisi yang kaya bagi kesehatan kulit. Dengan semakin
berkembangnya inovasi bahan alami, industri kosmetik halal
memiliki potensi besar untuk terus bertumbuh dan menarik lebih
banyak konsumen.

Inovasi dalam penelitian dan pengembangan produk
kosmetik halal juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya
saing industri ini. Teknologi dalam dunia kosmetik terus
mengalami perkembangan, dan produsen kosmetik halal harus

mampu mengikuti tren teknologi terbaru untuk menciptakan
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produk yang lebih efektif dan menarik bagi konsumen. Penelitian
tentang bioteknologi dalam kosmetik halal semakin berkembang,
memungkinkan produsen untuk menciptakan formulasi yang lebih
stabil dan memberikan manfaat lebih bagi kulit.

Penerapan teknologi nano dalam produk kosmetik halal
juga menjadi inovasi yang menarik perhatian. Teknologi nano
memungkinkan partikel bahan aktif menjadi lebih kecil sehingga
dapat meresap lebih dalam ke dalam kulit dan memberikan
manfaat yang lebih optimal. Beberapa produk seperti serum dan
pelembap halal kini telah menggunakan teknologi nano untuk
meningkatkan efektivitasnya. Selain itu, pengembangan kosmetik
halal berbasis probiotik juga mulai dilakukan, dengan tujuan
meningkatkan kesehatan kulit melalui keseimbangan mikrobioma
alami kulit.

Kemajuan  dalam  teknologi = manufaktur  juga
memungkinkan produsen kosmetik halal untuk menciptakan
produk dengan tekstur yang lebih ringan, mudah menyerap, dan
lebih tahan lama. Inovasi dalam formulasi makeup halal, seperti
foundation dengan hasil akhir yang alami, lipstik berbahan halal
yang tidak mengandung lilin hewani, serta maskara yang berbasis
air agar lebih mudah dibersihkan, menjadi keunggulan dalam
menarik lebih banyak konsumen Muslim yang menginginkan
produk yang praktis dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Peran lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam
mendukung inovasi kosmetik halal juga semakin penting.
Kolaborasi antara industri kosmetik dan akademisi memungkinkan
pengembangan bahan baku halal yang lebih bervariasi dan inovatif.

Beberapa universitas di Indonesia telah mulai melakukan riset
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terhadap bahan-bahan alami lokal yang berpotensi digunakan
dalam kosmetik halal, seperti ekstrak daun kelor, minyak kemiri,
dan ekstrak bunga telang. Dengan adanya dukungan penelitian
yang kuat, industri kosmetik halal dapat terus berinovasi dan
menghasilkan produk yang kompetitif di pasar global.

Peluang ekspansi produk kosmetik halal ke pasar
internasional semakin terbuka lebar seiring dengan meningkatnya
permintaan global terhadap produk halal. Negara-negara seperti
Uni Emirat Arab, Malaysia, Turki, dan Arab Saudi telah
menunjukkan minat yang besar terhadap kosmetik halal, karena
konsumen di negara-negara tersebut lebih memilih produk yang
telah mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, negara-negara Eropa
dan Amerika juga mulai mengalami peningkatan permintaan
terhadap produk halal, terutama dari komunitas Muslim yang
tinggal di negara-negara tersebut.

Strategi ekspansi ke pasar internasional memerlukan
harmonisasi standar halal antarnegara agar produk kosmetik halal
Indonesia dapat diterima di berbagai wilayah. Setiap negara
memiliki regulasi halal yang berbeda, sehingga produsen kosmetik
halal harus memastikan bahwa produk mereka memenuhi
persyaratan yang berlaku di negara tujuan. Kerja sama dengan
lembaga sertifikasi halal internasional seperti Jabatan Kemajuan
Islam Malaysia (JAKIM) dan Emirates Authority for
Standardization and Metrology (ESMA) menjadi langkah penting
untuk memperluas jangkauan pasar kosmetik halal ke luar negeri.

Digitalisasi dalam pemasaran dan distribusi produk
kosmetik halal juga berperan penting dalam ekspansi ke pasar

internasional. E-commerce menjadi platform utama dalam
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menjangkau konsumen global tanpa harus memiliki toko fisik di
negara tujuan. Marketplace internasional seperti Amazon, Alibaba,
dan platform khusus produk halal seperti Halal Global Hub
menjadi peluang besar bagi produsen kosmetik halal Indonesia
untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Tantangan dalam ekspansi kosmetik halal ke pasar global
mencakup persaingan dengan merek internasional yang sudah
mapan. Merek-merek kosmetik besar yang sebelumnya tidak
memiliki sertifikasi halal mulai menyadari potensi pasar ini dan
mulai menghadirkan produk yang memenuhi standar halal.
Produsen kosmetik halal Indonesia harus memiliki strategi
pemasaran yang kuat serta menawarkan inovasi yang unik agar
mampu bersaing dengan produk global yang sudah memiliki
loyalitas konsumen yang tinggi.

Dukungan pemerintah dalam memperluas ekspor
kosmetik halal juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan
ekspansi ke pasar internasional. Kebijakan insentif bagi produsen
kosmetik halal yang ingin menembus pasar global serta fasilitasi
dalam mendapatkan sertifikasi halal internasional akan membantu
meningkatkan daya saing industri kosmetik halal Indonesia. Selain
itu, promosi produk kosmetik halal melalui pameran perdagangan
internasional seperti Halal Expo dan Cosmoprof dapat menjadi
langkah strategis dalam memperkenalkan produk kosmetik halal
Indonesia ke pasar dunia.

Prospek industri kosmetik halal di masa depan sangat
menjanjikan dengan adanya dukungan regulasi, inovasi, serta
meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk kecantikan

yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keberlanjutan industri ini akan
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sangat bergantung pada kesiapan produsen dalam menghadapi
tantangan yang ada serta kemampuan dalam menciptakan produk
yang inovatif dan kompetitif di pasar global.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penelitian,
produsen, dan komunitas Muslim akan menjadi faktor utama
dalam membangun ekosistem industri kosmetik halal yang lebih
kuat dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, industri
kosmetik halal Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi

pemimpin dalam industri kecantikan halal dunia.
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BAB VII
MODEL STRATEGIS DAN PETA JALAN
INDUSTRI KOSMETIK HALAL NASIONAL

71 Strategi Meningkatkan Penggunaan Kosmetik
Halal di Indonesia.

Industri kosmetik halal di Indonesia terus mengalami
pertumbuhan yang pesat, didorong oleh meningkatnya kesadaran
masyarakat Muslim akan pentingnya menggunakan produk
kecantikan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, di balik
peluang besar tersebut, terdapat berbagai tantangan yang perlu
diatasi agar kosmetik halal dapat lebih diterima dan digunakan
secara luas oleh konsumen. Salah satu pendekatan yang dapat
digunakan untuk merancang strategi yang efektif dalam
meningkatkan penggunaan kosmetik halal adalah Analytic
Network Process (ANP). Pendekatan ini memungkinkan analisis
hubungan kompleks antara berbagai faktor yang mempengaruhi
adopsi kosmetik halal, sehingga dapat menghasilkan solusi yang

lebih terintegrasi dan optimal.
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Kerangka jaringan ANP yang digunakan dalam penelitian
ini menunjukkan bahwa proses penentuan strategi peningkatan
penggunaan kosmetik halal dibangun melalui enam cluster utama,
yaitu Masalah Internal, Masalah Eksternal, Solusi Internal, Solusi
Eksternal, Strategi Internal, dan Strategi Eksternal, yang seluruhnya
saling terhubung dalam satu sistem keputusan yang bersifat timbal
balik. Setiap cluster terdiri atas sejumlah node yang mencerminkan
faktor-faktor nyata di dalam ekosistem industri kosmetik halal.

Pada cluster Masalah Internal, beberapa isu utama yang
menjadi hambatan adalah keterbatasan pengetahuan pasar,
rendahnya inovasi produk, kurangnya integrasi antara kehalalan-
keamanan-efektivitas produk, ketidaksiapan industri menghadapi
regulasi halal, minimnya SDM teknis formulasi halal, serta
lemahnya sistem verifikasi bahan baku halal di tingkat pemasok.
Sementara itu, pada cluster Masalah Eksternal, hambatan yang

muncul meliputi kompleksitas regulasi, tantangan distribusi dan
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pemasaran, serta ketergantungan industri terhadap bahan baku
impor yang belum terverifikasi halal.

Merespons dua cluster masalah tersebut, ANP memetakan
Solusi Internal yang terdiri dari peningkatan riset pasar, penguatan
kolaborasi dan inovasi, penyediaan kemudahan akses terhadap
database dan biaya sertifikasi halal, serta diplomasi halal melalui
kerja sama antar-lembaga dan partisipasi dalam forum halal. Di sisi
lain, Solusi Eksternal meliputi optimalisasi rantai pasok, penguatan
kemitraan dan sertifikasi, serta peningkatan peran pemerintah
dalam investasi riset serta kerja sama antara instansi pemerintah,
akademisi, dan dunia industri.

Seluruh solusi tersebut kemudian diarahkan pada dua jenis
strategi dalam kerangka ANP, yaitu Strategi Internal dan Strategi
Eksternal. Strategi internal meliputi digitalisasi proses bisnis,
kemitraan dengan penyedia bahan baku halal, serta peningkatan
efficacy dan kepraktisan produk kosmetik halal. Sementara itu,
strategi eksternal mencakup harmonisasi regulasi sertifikasi halal,
kemitraan strategis dan investasi R&D, serta dukungan pemerintah
dalam penguatan ekosistem riset kosmetik halal di Indonesia.

Pendekatan ANP memungkinkan pemangku kepentingan
untuk  memahami hubungan antar-faktor secara lebih
komprehensif karena setiap node tidak berdiri sendiri, tetapi saling
memengaruhi antar cluster maupun intra-cluster. Dengan
pemetaan yang jelas atas masalah, solusi, dan strategi, kerangka
jaringan ANP memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan
keputusan yang lebih efektif dan terarah. Model ini diharapkan

dapat menghasilkan strategi yang bukan hanya relevan, tetapi juga
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implementatif untuk meningkatkan penggunaan kosmetik halal

serta mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

7.2 Analisis Prioritas Masalah Penggunaan Kosmetik

Halal Di Indonesia

Analisis prioritas masalah penggunaan kosmetik halal di
Indonesia dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor paling
krusial yang menghambat peningkatan adopsi produk halal di
tengah pertumbuhan industri kecantikan nasional yang semakin
kompetitif. Berbagai persoalan internal dan eksternal yang meliputi
keterbatasan pengetahuan pasar, minimnya inovasi produk,
lemahnya integrasi aspek kehalalan keamanan efektivitas, kesiapan
industri terhadap regulasi halal, kompleksitas rantai pasok, hingga
ketergantungan bahan baku impor perlu dipetakan secara
sistematis berdasarkan tingkat pengaruh dan urgensinya.
Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang titik-
titik kritis dalam ekosistem kosmetik halal, tetapi juga menjadi
dasar penentuan strategi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran
untuk mendorong pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan,
berdaya saing tinggi, dan mampu memenuhi ekspektasi konsumen
Muslim Indonesia.

Kurangnya integrasi antara kehalalan, keamanan, dan
efektivitas produk menjadi prioritas teratas karena industri
kosmetik halal masih gagal memadukan tiga elemen fundamental
yang seharusnya berjalan serentak. Produk kosmetik halal sering

kali hanya menonjolkan aspek sertifikasi keagamaan, tetapi belum
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mampu memastikan keamanan dermatologis atau efektivitas
formulasi yang dibuktikan secara ilmiah. Kondisi ini membuat
produk halal sering kalah bersaing dengan produk konvensional
yang menawarkan data ilmiah lebih kuat terkait manfaat dan
keamanan. Kesenjangan antara dimensi religius dan dimensi ilmiah
ini menunjukkan bahwa industri belum memahami konsep halal
holistik, yaitu halal yang sekaligus aman, efektif, dan bermutu
tinggi. Tanpa integrasi tersebut, kosmetik halal akan selalu berada
pada posisi inferior di mata konsumen modern yang menuntut

bukti ilmiah dan performa produk yang unggul.
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Q:

pemasok menempati prioritas kedua karena kelemahan di hulu ini
berdampak langsung pada lambatnya proses sertifikasi halal.
Industri kosmetik Indonesia sangat bergantung pada pemasok luar

negeri yang tidak memiliki standar verifikasi halal, sehingga
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produsen harus melakukan pengecekan sendiri terhadap status
kehalalan setiap bahan kimia. Ketiadaan sistem verifikasi yang
terintegrasi menyebabkan industri kesulitan memperoleh dokumen
halal yang valid dan lengkap, dan situasi ini memperpanjang waktu
produksi serta meningkatkan biaya formulasi. Ketidakpastian data
bahan juga menghambat inovasi karena produsen enggan
bereksperimen dengan bahan baru yang belum jelas status
syariatnya.

Ketidaksiapan industri menghadapi regulasi halal menjadi
prioritas ketiga karena mayoritas pelaku usaha masih memandang
regulasi halal sebagai beban administratif. Implementasi Undang-
Undang Jaminan Produk Halal menuntut industri memiliki sistem
dokumentasi, audit, dan pengawasan bahan baku yang ketat.
Banyak perusahaan kosmetik belum memiliki struktur manajemen
halal yang memadai, sehingga mereka kesulitan memenuhi
persyaratan audit, validasi rantai pasok, dan standarisasi bahan
yang ditetapkan pemerintah. Ketidaksiapan ini menimbulkan delay
sertifikasi, tingginya biaya operasional, dan rendahnya tingkat
kepatuhan, yang pada akhirnya melemahkan daya saing produk
kosmetik halal nasional.

Minimnya SDM yang memahami formulasi halal secara
teknis menjadi masalah prioritas berikutnya karena kompetensi
teknis merupakan fondasi utama dalam pengembangan produk
halal yang inovatif. Industri kosmetik halal membutuhkan ahli
kimia kosmetik yang tidak hanya memahami formulasi, tetapi juga
mampu mengidentifikasi bahan bermasalah, menilai risiko syariah,
dan melakukan substitusi bahan non-halal dengan bahan alternatif

yang aman dan efektif. Keterbatasan SDM menyebabkan industri
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hanya menghasilkan formula sederhana atau meniru formulasi
konvensional. Rendahnya kapasitas formulator halal membuat
inovasi terhambat dan kualitas produk sulit berkembang secara
signifikan.

Keterbatasan pengetahuan pasar menempati urutan
prioritas selanjutnya karena banyak industri tidak memahami
motivasi dan perilaku konsumen kosmetik halal di Indonesia.
Produsen sering gagal mengidentifikasi segmen pasar yang paling
potensial, seperti konsumen yang religius, konsumen yang peduli
keamanan bahan, atau konsumen yang mengejar tren halal sebagai
gaya hidup. Ketidaktepatan strategi pemasaran menyebabkan
rendahnya brand engagement dan lemahnya penetrasi produk
halal di pasar domestik. Masalah ini juga menandakan kurangnya
riset konsumen berbasis data, sehingga keputusan industri tidak
didukung oleh pemahaman empiris yang kuat mengenai perilaku
pembelian.

Rendahnya inovasi produk berada pada prioritas
berikutnya karena kosmetik halal masih tertinggal dalam hal fitur
produk, teknologi formula, dan diferensiasi nilai dibanding produk
global. Banyak produsen hanya fokus mendapatkan label halal
tanpa meningkatkan kualitas formula atau mengembangkan
manfaat baru yang sesuai kebutuhan kulit konsumen Indonesia.
Tanpa inovasi, kosmetik halal cenderung dipersepsikan sebagai
produk biasa yang tidak mampu bersaing dengan merek
internasional yang menawarkan manfaat spesifik seperti anti-aging
canggih, bahan aktif premium, atau teknologi penyerapan cepat.
Ketiadaan inovasi strategis ini menghambat percepatan

pertumbuhan industri halal.
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Ketergantungan pada bahan baku impor yang belum
terverifikasi halal menjadi masalah eksternal terbesar karena
industri kosmetik Indonesia mengandalkan pasokan global untuk
bahan aktif, emolien, pengawet, dan senyawa fungsional lainnya.
Bahan impor sering tidak disertai sertifikat halal yang sah sehingga
menambah beban produsen untuk melakukan pengecekan mandiri.
Ketergantungan ini membuat industri rentan terhadap fluktuasi
ekonomi global, pembatasan ekspor, atau perubahan standar
internasional. Ketergantungan bahan impor juga menghambat
program kemandirian industri halal dan menambah ketidakpastian
dalam proses produksi.

Tantangan distribusi pemasaran menjadi masalah eksternal
berikutnya karena produk kosmetik halal sering kali tidak memiliki
akses yang sama kuatnya ke jaringan ritel dibanding produk non-
halal. Produk halal dari pelaku UMKM sering kesulitan masuk ke
pasar modern karena biaya listing yang tinggi dan minimnya daya
tawar. Di ranah digital, persaingan semakin ketat dengan
masuknya produk impor murah yang tidak jelas status halalnya.
Hambatan distribusi ini menyebabkan banyak produk halal yang
secara kualitas kompetitif gagal menjangkau konsumen dalam
skala besar.

Kompleksitas regulasi halal menjadi masalah eksternal
penting  berikutnya karena industri sering menghadapi
kebingungan akibat tumpang tindih aturan dan perbedaan
interpretasi di antara lembaga terkait. Proses sertifikasi halal
melibatkan banyak tahapan administratif yang memerlukan
verifikasi dokumen, audit proses, dan keterlacakan bahan baku.

Ketidakjelasan alur dan standar teknis membuat pelaku industri
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mengalami ketidakpastian, terutama ketika regulasi berubah cepat
tanpa kesiapan infrastruktur pendukung. Kompleksitas ini
menyebabkan biaya sertifikasi meningkat dan waktu proses
menjadi lebih panjang.

Keseluruhan masalah prioritas ini memperlihatkan bahwa
hambatan utama industri kosmetik halal bukan hanya teknis, tetapi
bersifat sistemik dan struktural. Kelemahan pada rantai pasok,
keterbatasan SDM, dan ketidakjelasan regulasi membentuk
lingkaran permasalahan yang saling memperkuat. Industri tidak
dapat berinovasi karena terhambat regulasi dan bahan baku,
sementara regulasi sulit disederhanakan jika ekosistem riset dan
verifikasi tidak berjalan optimal. Situasi ini menciptakan bottleneck
yang menghambat percepatan pertumbuhan industri halal.

Analisis prioritas masalah ini juga menunjukkan bahwa
ekosistem kosmetik halal nasional berada pada tahap transisi dari
pendekatan administratif menuju pendekatan ilmiah dan teknologi.
Produk halal tidak dapat lagi hanya bergantung pada sertifikat,
tetapi harus mampu bersaing dalam performa, keamanan, dan
kualitas. Hal ini menuntut integrasi antara riset ilmiah, regulasi
yang adaptif, dan proses produksi berbasis teknologi.

Dinamika pasar menunjukkan bahwa konsumen Indonesia
semakin kritis dalam memilih kosmetik halal. Mereka menuntut
kualitas tinggi, bukti ilmiah, dan transparansi penuh mengenai
bahan baku. Industri kosmetik halal harus mempercepat
transformasi untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin
kompleks ini. Kegagalan memahami dinamika konsumen hanya
akan memperluas kesenjangan antara produk halal lokal dan

produk global.
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Penetapan prioritas masalah ini menjadi dasar penting
untuk merumuskan strategi intervensi yang komprehensif.
Prioritas yang teridentifikasi memperlihatkan bahwa perbaikan
harus dimulai dari integrasi syariah dan sains, penguatan verifikasi
hulu, dan peningkatan kesiapan industri dalam regulasi. Tanpa
memperbaiki fondasi ini, strategi hilir seperti pemasaran dan
distribusi tidak akan memberikan hasil maksimal.

Pemetaan prioritas masalah juga mengungkap bahwa
kolaborasi antar-aktor menjadi kebutuhan mendesak. Industri
membutuhkan dukungan pemerintah, akademisi, lembaga
sertifikasi, dan pemasok bahan baku untuk membangun sistem
halal yang solid. Setiap aktor memiliki peran yang saling
melengkapi dan tidak dapat bekerja sendiri.

Analisis ini akhirnya menunjukkan bahwa transformasi
kosmetik halal bukan hanya persoalan kepatuhan, tetapi persoalan
membangun industri berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan
tata kelola halal yang efektif. Tanpa perbaikan menyeluruh pada
semua prioritas masalah, Indonesia tidak akan mampu menjadi

pemain utama dalam industri kosmetik halal global.
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Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti
langkah-langkah syaitan; karena sesungquhnya syaitan itu

adalah musuh yang nyata bagimu (QS. Al-Bagarah: 168)

Konsep halal dan thayyib dalam QS. Al-Baqarah: 168 yang

berbunyi “Wahai manusia, makanlah dari apa yang halal lagi baik dari
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”

apa yang ada di bumi...” menjadi dasar utama analisis mengenai
masalah kurangnya integrasi antara kehalalan, keamanan, dan
efektivitas produk. Ayat ini menegaskan bahwa halal harus disertai
thayyib, yang berarti aman, sehat, bermutu, dan bermanfaat. Ketika
industri kosmetik halal hanya menekankan label halal tanpa
memperhatikan keamanan dermatologis dan efektivitas formulasi,
maka produk tersebut belum memenuhi prinsip Qur’ani.
Rendahnya integrasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar
pelaku industri belum memahami tugas spiritual untuk
menyatukan syariah, ilmu pengetahuan, dan etika dalam proses
produksi.

Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa tuntutan halal
tidak hanya administratif, melainkan mencakup keseluruhan
kualitas produk. Masalah verifikasi bahan baku di tingkat pemasok
menunjukkan bahwa industri belum mampu memastikan thayyib
pada tingkat hulu. Ketidakmampuan pemasok menyediakan bukti
halal yang valid menandakan adanya celah dalam rantai pasok
yang  berpotensi  melanggar  prinsip ayat tersebut.
Ketidakterjaminan bahan baku membuat produsen tidak dapat
memastikan bahwa produk mereka benar-benar memenuhi standar
halal Qur’ani, terutama ketika banyak bahan berasal dari luar negeri
yang tidak memiliki sistem jaminan halal.

Ketergantungan pada bahan impor yang belum
terverifikasi halal juga menunjukkan bahwa industri belum
sepenuhnya mampu mengamalkan perintah “makanlah yang halal
dan baik” dalam konteks konsumsi kosmetik. Produk kosmetik
memang tidak “dimakan”, tetapi digunakan pada tubuh, dan tubuh

dalam konsep Islam adalah amanah. Karena itu, bahan non-halal
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atau bahan yang tidak terverifikasi halal tetap menjadi pelanggaran
terhadap prinsip menjaga kesucian tubuh. Ketidakpastian bahan
impor menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keberlangsungan

industri halal.
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Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa
yang Allah  telah  rezekikan kepadamu, dan
bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman
kepada-Nya ( QS. Al-Ma'idah: 88)

Masalah ketidaksiapan industri menghadapi regulasi halal
juga dapat dianalisis melalui prinsip QS. Al-Ma'idah: 88 “Makanlah
dari apa yang Allah rezekikan kepadamu yang halal lagi baik, dan
bertakwalah kepada Allah...”. Ayat ini menuntut ketakwaan dalam
memproses, memproduksi, dan mengelola produk halal.
Ketidaksiapan industry baik dari sisi administrasi, dokumentasi,
maupun tata Kelola mengindikasikan belum hadirnya etos takwa
dalam sistem produksi. Ketidaksiapan ini memperlihatkan bahwa
kepatuhan syariah belum menjadi nilai internal, tetapi masih
dianggap sebagai tuntutan eksternal.

Minimnya SDM yang memahami formulasi halal secara
teknis juga berkaitan dengan perintah takwa dalam ayat tersebut.
Takwa menuntut kehati-hatian, kedisiplinan, dan ilmu yang
memadai. Industri kosmetik halal tidak dapat menghasilkan
produk yang benar-benar halal-thayyib tanpa formulator yang
menguasai ilmu kimia kosmetik sekaligus pemahaman syariah.

Kekurangan tenaga ahli ini mencerminkan lemahnya ekosistem
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pendidikan halal dan kurangnya investasi SDM yang berbasis nilai
Qur’ani.

Keterbatasan pengetahuan pasar dapat dianalisis melalui
perspektif maqashid syariah, khususnya prinsip hifz al-nafs
(menjaga kesehatan manusia). Ketika produsen tidak memahami
kebutuhan konsumen, termasuk kebutuhan akan keamanan bahan,
kenyamanan penggunaan, dan keyakinan religius, maka produk
yang dihasilkan tidak mampu memenuhi dimensi kemaslahatan.
Ayat-ayat mengenai halal menuntut produk yang tidak hanya
patuh syariah tetapi bernilai kemanfaatan, dan pemahaman pasar
merupakan instrumen penting untuk menciptakan kemaslahatan
tersebut.
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Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki
maupun  perempuan  dalam  keadaan beriman, maka
sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang
baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka
kerjakan ( QS. An-Nahl: 97).

Rendahnya inovasi produk memperlihatkan bahwa
industri belum memahami ajaran QS. An-Nahl: 97 “Barang siapa
beramal saleh... Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik...”.
Ayat ini mengajarkan hubungan antara kerja produktif, kualitas
amal, dan hasil yang baik. Dalam konteks industri, inovasi
merupakan bentuk amal saleh profesional —sebuah kontribusi

untuk menghasilkan produk yang lebih baik, lebih aman, dan lebih
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bermanfaat. Ketertinggalan inovasi berarti ketertinggalan dalam
amal saleh yang seharusnya memberikan hayatan thayyibah bagi
masyarakat.

Tantangan distribusi pemasaran dapat dianalisis melalui
konsep Qur’ani tentang keadilan dalam akses terhadap produk
yang halal dan baik. Ketika produk halal sulit menjangkau
konsumen karena mahalnya biaya distribusi, monopoli retail, atau
lemahnya jejaring pemasaran, maka kemaslahatan publik menjadi
terbatas. Islam mengajarkan distribusi yang adil, bukan hanya
produksi yang halal. Hambatan distribusi yang besar menyebabkan
konsumen kehilangan akses terhadap produk halal yang
seharusnya mereka dapatkan.

Kompleksitas regulasi halal menimbulkan kebingungan
yang menghambat industri, dan kondisi ini bertentangan dengan
prinsip taysir atau kemudahan dalam Islam. Syariah pada dasarnya
hadir untuk memudahkan, bukan menyulitkan. Ketika regulasi
halal terlalu rumit, tumpang tindih, dan lambat, maka hal tersebut
berpotensi menghambat umat dalam memperoleh produk yang
halal-thayyib. Analisis ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi
halal harus menjadi prioritas syariah, bukan hanya prioritas
administratif.

Integrasi nilai Qur’ani pada setiap problem menunjukkan
bahwa masalah industri halal bukan hanya teknis tetapi spiritual,
etis, dan epistemologis. Kurangnya integrasi halal-thayyib,
lemahnya verifikasi pemasok, dan ketergantungan impor
menunjukkan bahwa ekosistem halal belum dibangun di atas

fondasi nilai Qur’ani secara utuh. Ayat-ayat yang diperintahkan
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Allah mengenai halal bukan sekadar pedoman konsumsi, tetapi
pedoman tata kelola industri.

Setiap masalah internal seperti kurangnya inovasi dan
keterbatasan pengetahuan pasar mencerminkan lemahnya
transformasi pengetahuan dalam industri halal. Islam menuntut
umatnya belajar, mengembangkan ilmu, dan berkompetisi di
tingkat global sebagai bentuk keunggulan umat. Tanpa riset dan
inovasi, industri kosmetik halal hanya akan menjadi pengikut,
bukan pemimpin.

Masalah eksternal seperti distribusi dan regulasi
menunjukkan bahwa industri halal membutuhkan ekosistem yang
berpihak kepada kemudahan dan keadilan. Ayat-ayat Al-Qur’an
menekankan bahwa halal harus dapat diakses, bukan menjadi
produk eksklusif yang sulit ditemukan. Distribusi yang terhambat
merupakan ketidakadilan yang harus diperbaiki.

Tuntutan halal dalam Al-Qur'an selalu dihubungkan
dengan nilai bisyarah (kabar gembira) bahwa halal membawa
keberkahan. Namun keberkahan hanya hadir ketika halal disertai
kualitas, kejujuran, dan proses yang baik. Karena itu, analisis
prioritas masalah ini menunjukkan bahwa industri halal harus
dibangun di atas nilai, bukan hanya sertifikasi.

Seluruh masalah yang terpetakan, jika dianalisis melalui
nilai Qur’ani, memperlihatkan bahwa industri halal membutuhkan
transformasi menyeluruh dari hulu ke hilir. Ayat-ayat Al-Qur’an
menegaskan bahwa halal adalah prinsip komprehensif yang
mencakup mutu, keamanan, etika, distribusi, dan kemanfaatan
publik. Transformasi ini menuntut keseriusan seluruh pihak, mulai

dari pemerintah, industri, akademisi, hingga konsumen.
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Integrasi nilai Al-Qur’an menunjukkan bahwa prioritas
masalah dalam industri kosmetik halal tidak berdiri sendiri,
melainkan saling terkait dalam suatu sistem nilai yang menuntut
keselarasan antara syariah dan sains. Tanpa perbaikan pada semua
aspek ini, industri kosmetik halal Indonesia tidak akan mampu
mencapai hayatan thayyibah yang menjadi tujuan utama dari seluruh

perintah halal dalam Al-Qur’an.

7.3 Analisis Prioritas Solusi Penggunaan Kosmetik
Halal Di Indonesia

Analisis prioritas solusi penggunaan kosmetik halal di
Indonesia dilakukan untuk menentukan intervensi paling strategis
dalam menjawab berbagai persoalan mendasar yang menghambat
perkembangan industri halal, baik pada level hulu maupun hilir.
Solusi-solusi yang dipetakan mencakup pendekatan internal seperti
peningkatan riset pasar, penguatan inovasi, diplomasi halal, hingga
perbaikan akses dan transparansi sertifikasi, serta solusi eksternal
seperti optimasi rantai pasok, penguatan kemitraan, dan dukungan
kebijakan pemerintah. Penetapan prioritas ini penting agar setiap
pemangku kepentingan industri, pemerintah, akademisi, dan
regulator dapat memfokuskan sumber daya mereka pada langkah-
langkah yang memberikan dampak paling besar terhadap
percepatan adopsi produk kosmetik halal di Indonesia. Pendekatan
yang terstruktur melalui analisis prioritas memungkinkan
penyusunan strategi yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan
sehingga ekosistem kosmetik halal nasional dapat berkembang
secara kompetitif dan memenuhi kebutuhan konsumen Muslim

yang semakin kritis.
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Diplomasi halal yang aktif menempati skala prioritas
tertinggi di antara solusi internal karena memiliki kemampuan
langsung untuk menjembatani kesenjangan komunikasi,
koordinasi, dan standardisasi antara lembaga pemerintah, lembaga
sertifikasi, industri, dan komunitas internasional. Diplomasi halal
bukan sekadar aktivitas seremonial, tetapi upaya strategis untuk
memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem halal global melalui
pertukaran informasi, harmonisasi standar, serta peningkatan
kredibilitas produk kosmetik halal Indonesia di pasar internasional.
Kerja sama antar-lembaga memungkinkan percepatan adopsi
standar halal yang seragam serta penguatan jejaring riset dan
sertifikasi lintas negara. Kekuatan diplomasi halal terletak pada
kemampuannya menciptakan ekosistem yang saling percaya,

meminimalkan hambatan birokratis, dan membuka peluang
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kolaborasi internasional dalam riset bahan baku halal, teknologi
halal, maupun perdagangan kosmetik.

Peningkatan riset pasar berada pada prioritas berikutnya
karena keberhasilan produk kosmetik halal sangat ditentukan oleh
pemahaman yang akurat terhadap kebutuhan, preferensi, perilaku,
dan segmen konsumen. Riset pasar memungkinkan industri
memperoleh gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang
mendorong kesediaan konsumen membeli produk halal, apakah
didominasi oleh nilai religius, manfaat fungsional, keamanan
bahan, atau tren budaya. Tanpa riset pasar yang kuat, produk
kosmetik halal berisiko gagal memenuhi harapan konsumen dan
hanya menjadi produk normatif tanpa diferensiasi. Riset pasar juga
penting untuk mengidentifikasi ceruk pasar baru serta memetakan
persaingan industri baik domestik maupun global. Prioritas ini
berperan sebagai fondasi strategis bagi pengembangan produk,
penetapan harga, distribusi, dan promosi yang lebih tepat sasaran.

Kolaborasi untuk memperbanyak inovasi menduduki skala
prioritas berikutnya karena inovasi merupakan mesin penggerak
daya saing jangka panjang dalam industri kosmetik halal. Tanpa
inovasi, kosmetik halal akan sulit bersaing dengan produk
konvensional yang menawarkan teknologi formula unggul,
pengembangan bahan aktif baru, dan inovasi estetika. Kolaborasi
antara kampus, industri, dan pusat riset memungkinkan transfer
teknologi yang lebih cepat, pengembangan bahan baku alternatif
yang halal, serta peningkatan kualitas formulasi. Inovasi juga
menjadi syarat penting untuk meningkatkan kepercayaan
konsumen karena konsumen modern menuntut bukti performa dan

efektivitas nyata dari produk yang mereka gunakan. Kolaborasi ini
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memberikan sinergi antara keahlian ilmiah, kapasitas produksi, dan
kebutuhan pasar.

Kemudahan dan kejelasan biaya sertifikasi halal serta
tersedianya database halal yang dapat diakses konsumen menjadi
prioritas internal berikutnya karena aspek ini langsung berdampak
pada efisiensi industri dan kepercayaan konsumen. Ketidakpastian
biaya sertifikasi dan ketidakjelasan alur proses sering kali menjadi
penghambat utama bagi UMKM dan industri baru. Penyediaan
sistem database halal yang transparan memungkinkan konsumen
mengakses informasi status halal bahan baku, nomor sertifikat,
tanggal kedaluwarsa sertifikasi, dan proses audit yang dilakukan.
Transparansi  ini ~ meningkatkan  akuntabilitas  industri,
mempercepat proses sertifikasi, dan membangun kepercayaan
publik, terutama di era digital ketika konsumen semakin kritis
terhadap klaim halal yang tidak didukung data.

Peran pemerintah untuk investasi riset dan kerja sama
lintas institusi menempati peringkat pertama di antara solusi
eksternal karena kebijakan publik memiliki daya dorong struktural
yang mampu memperbaiki fondasi industri kosmetik halal secara
menyeluruh. Investasi pemerintah menjadi penting untuk
menyediakan laboratorium halal, pusat pengujian formulasi,
fasilitas riset bahan baku, dan pembiayaan inovasi. Kerja sama
antara pemerintah, universitas, lembaga riset, dan dunia industri
menjadi instrumen penting untuk mempercepat produktivitas riset,
menciptakan bahan baku halal lokal, serta mengurangi
ketergantungan impor. Pemerintah juga memiliki peran strategis
dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan halal di Indonesia

harmonis, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan industri.
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Kemitraan dan sertifikasi halal berada pada prioritas
eksternal berikutnya karena keberhasilan industri kosmetik halal
sangat ditentukan oleh hubungan harmonis antara produsen dan
lembaga sertifikasi. Sertifikasi halal bukan hanya instrumen
administratif, melainkan instrumen kepercayaan yang menentukan
dayajual produk. Kemitraan yang kuat antara industri dan lembaga
sertifikasi dapat mempercepat alur audit, memastikan kejelasan
persyaratan, dan mengurangi beban administratif yang selama ini
dianggap memberatkan. Ketika lembaga sertifikasi bekerja secara
kolaboratif dengan industri, proses verifikasi bahan baku dan audit
pabrik dapat berlangsung lebih efisien dan lebih akurat.

Kemitraan dalam sertifikasi juga berperan penting dalam
membuka pasar internasional karena banyak negara mensyaratkan
sertifikat halal yang sesuai standar global seperti SMIIC atau GCC.
Dengan adanya kemitraan ini, Indonesia dapat memperkuat posisi
tawarnya di pasar global dan meningkatkan kepercayaan negara
lain atas kualitas produk kosmetik halalnya. Kolaborasi antara
lembaga sertifikasi juga memungkinkan harmonisasi standar
antarnegara sehingga mempercepat ekspor produk kosmetik halal
Indonesia.

Optimasi rantai pasok berada pada prioritas eksternal
selanjutnya karena rantai pasok yang tidak efisien menjadi
penyebab utama tingginya biaya produksi, lamanya waktu
sertifikasi, serta ketidakpastian status bahan baku. Optimalisasi ini
mencakup integrasi sistem traceability, penyederhanaan alur
pengadaan bahan, serta transparansi informasi antara pemasok dan
produsen. Industri kosmetik halal sangat bergantung pada

ketersediaan bahan baku halal yang stabil dan terverifikasi. Tanpa
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optimasi rantai pasok, upaya sertifikasi halal akan terus terhambat
dan inovasi produk tidak akan berjalan optimal.

Penguatan rantai pasok juga diperlukan untuk mengatasi
ketergantungan bahan impor yang belum terverifikasi halal.
Optimalisasi ini mencakup pembangunan pusat distribusi bahan
baku halal, digitalisasi rantai pasok, dan pembentukan jaringan
pemasok lokal yang kompetitif. Ketika rantai pasok terkelola
dengan baik, risiko keterlambatan produksi, kenaikan biaya
logistik, dan penolakan sertifikasi dapat ditekan secara signifikan.

Diplomasi halal, riset pasar, inovasi, kemudahan sertifikasi,
peran pemerintah, kemitraan sertifikasi, dan optimalisasi rantai
pasok menunjukkan sebuah pola bahwa solusi kosmetik halal tidak
boleh berdiri sendiri, tetapi harus dibangun dalam ekosistem yang
saling mendukung. Diplomasi halal menguatkan jejaring global,
riset pasar memperkuat pemahaman konsumen, inovasi
memperkuat daya saing produk, kemudahan sertifikasi
mempercepat alur produksi, peran pemerintah menguatkan
struktur riset, kemitraan sertifikasi memperkuat kepercayaan
publik, dan optimasi rantai pasok memperkuat stabilitas bahan.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa solusi internal dan
eksternal memiliki hubungan fungsional yang saling mengisi.
Diplomasi halal memerlukan dukungan pemerintah, inovasi
memerlukan riset pasar, dan sertifikasi memerlukan rantai pasok
yang jelas. Tidak ada satu pun solusi yang dapat berdiri sendiri
tanpa dukungan solusi lainnya. Keberhasilan strategi kosmetik
halal hanya dapat dicapai ketika semua solusi dikerjakan secara

simultan, terintegrasi, dan konsisten.
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Skala prioritas solusi memperlihatkan bahwa intervensi
yang paling efektif adalah intervensi yang bersifat struktural atau
yang mampu mengubah sistem, bukan hanya memperbaiki
komponen kecil. Solusi seperti diplomasi halal dan investasi
pemerintah mampu mengubah lanskap industri secara keseluruhan
karena menyentuh aspek regulasi, riset, dan kerja sama lintas
negara. Sementara itu, solusi seperti riset pasar dan inovasi bekerja
pada level operasional untuk memperkuat performa produk.

Analisis kritis ini menunjukkan bahwa solusi yang paling
kuat adalah solusi yang mampu menjawab tantangan pada tiga
tingkat: hulu, tengah, dan hilir. Hulu berkaitan dengan bahan baku,
tengah berkaitan dengan produksi dan sertifikasi, dan hilir
berkaitan dengan pemasaran dan penerimaan konsumen.
Diplomasi halal dan peran pemerintah menyentuh seluruh
tingkatan ini, sehingga wajar jika keduanya memegang prioritas
tertinggi. Sementara optimasi rantai pasok dan kemitraan sertifikasi
memperkuat bagian tengah, dan riset pasar serta inovasi
memperkuat bagian hilir industri.

Keseluruhan prioritas solusi ini menggambarkan bahwa
Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat industri kosmetik
halal global jika mampu menjalankan strategi secara terpadu.
Dengan diplomasi halal yang kuat, dukungan pemerintah yang
konsisten, sistem sertifikasi yang efisien, inovasi yang
berkelanjutan, dan rantai pasok yang stabil, industri kosmetik halal
Indonesia dapat menjadi model bagi negara lain dalam

pembangunan industri halal modern.
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Hai orang-orang vyang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ( QS.
An-Nisa’:29)

Ayat QS. An-Nisa:29 yang melarang manusia “makan
harta sesamanya dengan jalan yang batil dan janganlah kamu
membunuh dirimu” memberikan dasar moral yang kuat bagi
prioritas solusi pertama, yaitu diplomasi halal dan kerja sama antar-
lembaga. Diplomasi halal, dalam konteks industri kosmetik,
bertujuan memastikan bahwa seluruh proses produksi tidak
mengandung unsur yang merugikan konsumen, baik secara
kesehatan, keamanan, maupun kehalalan. Ayat ini menegaskan
bahwa industri tidak boleh memproduksi barang yang merugikan
atau membahayakan pengguna. Diplomasi halal membantu
menghilangkan unsur “batil” dalam rantai produksi, terutama
ketika bahan baku berasal dari negara lain sehingga proses
verifikasi membutuhkan kerja sama internasional. Dengan
demikian, diplomasi halal bukan sekadar upaya administratif,
melainkan bentuk kepatuhan moral untuk memastikan bahwa
industri tidak menimbulkan mudarat bagi umat.

Ayat ini juga menegaskan bahwa konsumen memiliki hak
moral untuk mendapatkan produk yang aman, transparan, dan

bebas risiko. Diplomasi halal berfungsi mencegah praktik industri
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yang manipulatif, misalnya penggunaan bahan impor yang tidak
terverifikasi atau klaim halal palsu. Ketika kerja sama antar-
lembaga diperkuat, potensi penyimpangan dapat diminimalisasi
sehingga industri tidak terjebak dalam praktik “memakan harta
dengan cara batil” yang ditegaskan Al-Qur’an sebagai larangan
keras. Dengan demikian, diplomasi halal tidak hanya
mempermudah sertifikasi, tetapi juga memelihara etika industri
dan melindungi hak konsumen.

Peningkatan riset pasar juga dapat dianalisis melalui QS.
An-Nisa’:29 karena memahami konsumen secara benar adalah cara
menghindarkan industri dari praktik eksploitatif. Riset pasar
memastikan produk dikembangkan berdasarkan kebutuhan riil
konsumen, bukan sekadar strategi pemasaran yang menyesatkan.
Dalam ayat tersebut, larangan “jangan saling merugikan” berarti
bahwa industri tidak boleh memproduksi kosmetik yang tidak
aman, tidak efektif, atau mengandung risiko tanpa memberikan
informasi yang jujur. Riset pasar membantu produsen memahami
sensitivitas kulit, kondisi iklim, preferensi bahan, dan tren
penggunaan sehingga produk yang dihasilkan tidak merugikan

pengguna dan sesuai nilai etik Qur’ani.
‘Jﬂ)-“‘-’ V5 0005 1585 aatea (8 mie 2465 1,04 ave g_.,—*-*l’
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Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap
(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan ( QS. Al-A’raf:31).
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Ayat QS. Al-A’raf:31 yang memerintahkan manusia
“makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan;
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”
memberikan kerangka normatif bagi solusi inovasi dalam industri
kosmetik halal. Ayat ini mengajarkan prinsip keseimbangan dan
efisiensi, yang dalam konteks industri berarti seluruh inovasi harus
diarahkan pada kemanfaatan, bukan pemborosan atau produksi
tanpa arah. Inovasi dalam kosmetik halal seharusnya tidak hanya
difokuskan pada estetika, tetapi pada manfaat nyata seperti
keamanan bahan, efektivitas formula, dan keberlanjutan. Prinsip
tidak berlebih-lebihan juga menjadi koreksi terhadap industri
kosmetik modern yang sering memproduksi produk dalam jumlah
besar tanpa mempertimbangkan manfaat, keamanan, atau dampak
lingkungan.

Kolaborasi inovasi yang menjadi prioritas ketiga tidak
boleh menghasilkan produk yang sekadar mengikuti tren tetapi
tidak memberi kemaslahatan. Ayat ini mengingatkan bahwa
keberhasilan inovasi halal bukan diukur dari banyaknya produk
baru, tetapi dari kualitas dan nilai kemanfaatannya. Dalam konteks
ini, kolaborasi antara industri, akademisi, dan lembaga riset
menjadi wujud penerapan nilai Qur’ani tentang keseimbangan dan
keberlanjutan. Kolaborasi yang produktif menciptakan produk
yang berdaya guna tinggi, aman, halal, dan efisien, serta tidak
menimbulkan pemborosan sumber daya atau eksploitasi
lingkungan.

Ayat ini juga relevan dengan solusi terkait kemudahan
sertifikasi halal dan penyediaan database publik. Ketika standar

halal dan mekanisme audit jelas serta mudah diakses, maka potensi
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pemborosan biaya, waktu, dan energi dapat ditekan. Transparansi

database halal tidak hanya memudahkan konsumen, tetapi juga

mencegah industri melakukan produksi berlebihan atau mengikuti

klaim kosong. Prinsip tidak berlebih-lebihan dalam ayat ini

menegaskan bahwa proses sertifikasi harus ringkas, efisien, dan
bebas dari birokrasi yang melelahkan.

" ) e A0l %7 o3 08 e sl 38 0

O A T5i s 2 656 s a&nmils VT G &l 54

Cund S B )

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh.

Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali

tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan

kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya,

karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-

Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)" ( QS. Hud:61).

Ayat QS. Hud:61 yang menegaskan bahwa manusia
diciptakan untuk “memakmurkan bumi” (istimar al-ardh) menjadi
landasan spiritual utama bagi solusi eksternal seperti peran
pemerintah dalam investasi riset dan kerja sama. Mandat untuk
memakmurkan bumi bukan sekadar perintah ekologis, tetapi juga
mencakup pembangunan ekonomi, inovasi, tata kelola industri,
dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketika pemerintah
berinvestasi dalam laboratorium halal, pusat riset bioaktif, dan
pendidikan SDM kosmetik halal, maka ia sedang menjalankan

fungsi kekhalifahan sebagai pemakmur bumi. Investasi ini
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memutus ketergantungan pada bahan baku impor dan membangun
kedaulatan industri halal nasional.

Ayat ini juga memperkuat urgensi kemitraan dan sertifikasi
halal karena sistem sertifikasi yang kuat merupakan bagian dari tata
kelola bumi yang diridai Allah. Kemitraan antara produsen,
lembaga sertifikasi, dan regulator menciptakan ekosistem industri
yang Dberintegritas, transparan, dan memenuhi standar
keberlanjutan. Tindakan kolektif ini merupakan manifestasi dari
istimar al-ardh karena menciptakan struktur industri yang adil, kuat,
dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Ketika sertifikasi dikerjakan
melalui kemitraan produktif, prosesnya bukan hanya administratif
tetapi mencerminkan nilai kepemakmuran yang diajarkan Al-
Qur’an.

Solusi eksternal berupa optimasi rantai pasok juga memiliki
dasar kuat dalam QS. Hud:61 karena pemakmuran bumi menuntut
sistem yang efisien, kokoh, dan tidak mengandung kerusakan.
Ketika rantai pasok kosmetik halal tidak optimal seperti
ketergantungan bahan impor, keterlambatan produksi, dan risiko
kontaminasi non-halal maka ekosistem industri menjadi rapuh.
Optimalisasi rantai pasok memastikan seluruh proses berjalan
tertib, transparan, dan dapat ditelusuri sehingga menciptakan
stabilitas industri yang mencerminkan mandat Qur’ani untuk
membangun, bukan merusak. Dengan demikian, optimasi rantai
pasok bukan sekadar strategi industri, tetapi bagian dari tanggung
jawab manusia sebagai pemakmur bumi.

Ketiga ayat ini bersama-sama memberikan landasan
holistik bagi seluruh solusi internal dan eksternal. QS. An-Nisa’:29

menegaskan prinsip etika dan larangan merugikan, QS. Al-A’raf:31
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menekankan prinsip kualitas dan keseimbangan, sementara QS.
Hud:61 menegaskan prinsip pembangunan dan tanggung jawab.
Ketika ketiga prinsip ini digabungkan, maka skala prioritas solusi
kosmetik halal tidak hanya rasional secara industri, tetapi juga sah
secara teologis.

Diplomasi halal dan investasi pemerintah menjadi prioritas
tinggi karena keduanya menyentuh aspek pemakmuran bumi dan
perlindungan konsumen. Riset pasar, inovasi, dan sertifikasi
menjadi prioritas menengah karena bertujuan menjaga kualitas,
keseimbangan, dan manfaat produk. Sementara optimasi rantai
pasok menjadi solusi pendukung yang memastikan sistem berjalan
efisien dan bebas kerusakan. Semuanya saling terkait dan
menopang satu sama lain.

Analisis Qur’ani ini menunjukkan bahwa pengembangan
industri kosmetik halal bukanlah sekadar upaya ekonomi, tetapi
perwujudan nilai-nilai Al-Qur’an dalam konteks modern. Industri
halal tidak boleh berdiri di atas asas keuntungan semata, melainkan
harus berpijak pada etika, kemaslahatan, keberlanjutan, dan
kepemakmuran. Ketika prinsip ini diterapkan, industri kosmetik
halal Indonesia tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga

menjadi model peradaban yang memadukan wahyu dan inovasi.

74  Analisis Prioritas Strategi Penggunaan

Kosmetik Halal Di Indonesia

Strategi penggunaan kosmetik halal di Indonesia perlu
dianalisis secara komprehensif karena dinamika industri halal
berkembang sangat cepat dan melibatkan banyak pemangku

kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi,
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hingga konsumen. Pasar kosmetik halal terus mengalami
peningkatan permintaan, tetapi tantangan struktural seperti
ketergantungan bahan baku impor, belum optimalnya sertifikasi,
dan kesenjangan inovasi membuat strategi jangka panjang harus
disusun secara lebih matang. Analisis prioritas strategi diperlukan
agar setiap langkah yang diambil mampu memperkuat ekosistem
halal nasional secara berlapis mulai dari tata kelola hulu, proses
produksi, hingga distribusi dan edukasi konsumen. Pendekatan ini
memastikan bahwa strategi yang dipilih bukan hanya reaktif
terhadap kebutuhan pasar, tetapi juga mampu membangun fondasi
industri halal yang kokoh dan berdaya saing global.

Strategi prioritas yang dianalisis meliputi digitalisasi proses
bisnis, kemitraan bahan baku halal, peningkatan efficacy dan
kepraktisan produk, harmonisasi regulasi sertifikasi halal, investasi
R&D melalui kemitraan strategis, serta dukungan pemerintah
dalam penguatan ekosistem riset halal nasional. Setiap strategi
memiliki tujuan yang berbeda, namun saling terkait dalam
memperkuat rantai nilai industri kosmetik halal. Dengan
melakukan penilaian prioritas, analisis ini membantu menjelaskan
strategi mana yang memiliki dampak paling besar terhadap
percepatan adopsi kosmetik halal, strategi mana yang mampu
menyelesaikan hambatan struktural, dan strategi mana yang
memiliki efek jangka panjang terhadap keberlanjutan industri.
Pendekatan prioritas ini sangat penting untuk memastikan industri
kosmetik halal Indonesia tidak hanya tumbuh dalam jumlah, tetapi
juga dalam kualitas, inovasi, dan kredibilitas di pasar regional

maupun global.



Dukungan pemerintah dalam ekosistem riset kosmetik

halal di Indonesia menjadi strategi prioritas karena pemerintah
memiliki mandat struktural untuk menyediakan infrastruktur,
regulasi, dan pendanaan yang memperkuat fondasi riset nasional.
Industri kosmetik halal membutuhkan riset mendalam terkait
bahan baku halal, keamanan formula, teknologi nano, hingga
pengembangan bioaktif alami yang sesuai dengan iklim tropis
Indonesia. Tanpa dukungan pemerintah, riset ini tidak akan dapat
mencapai skala nasional karena biaya laboratorium, pengujian, dan
sertifikasi sangat tinggi. Pemerintah berperan sebagai katalis yang
memastikan bahwa riset tidak hanya dilakukan oleh industri besar,
tetapi juga oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan UMKM.
Dukungan ini menciptakan ekosistem riset yang berkelanjutan dan
mempercepat diversifikasi produk kosmetik halal dalam negeri.
Peran pemerintah juga sangat menentukan dalam
menciptakan pusat riset halal terpadu yang menghubungkan
akademisi, industri, dan regulator. Banyak negara yang berhasil
menjadi pusat industri halal dunia karena pemerintahnya

menempatkan riset sebagai prioritas nasional. Indonesia memiliki
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peluang besar untuk menyaingi Malaysia, Uni Emirat Arab, dan
Turki dalam industri halal global, tetapi peluang itu hanya dapat
diwujudkan jika pemerintah mampu memperkuat ekosistem riset
dari hulu hingga hilir. Sebagai negara dengan populasi Muslim
terbesar di dunia, Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen
produk halal, tetapi harus menjadi produsen utama berbasis riset.

Digitalisasi proses bisnis menempati prioritas kedua karena
digitalisasi merupakan fondasi transformasi industri modern.
Digitalisasi dalam konteks kosmetik halal meliputi sistem audit
halal berbasis digital, pelacakan rantai pasok (traceability), integrasi
data bahan baku halal, hingga pemasaran digital yang menjangkau
konsumen secara lebih efektif. Industri yang mampu
memanfaatkan digitalisasi akan memiliki efisiensi lebih tinggi,
transparansi proses yang lebih kuat, dan daya saing yang jauh lebih
baik dibanding industri yang bergantung pada sistem manual.
Digitalisasi juga mempercepat proses sertifikasi halal karena data
dapat diverifikasi secara real time, mengurangi human error, dan
meminimalkan potensi penyimpangan.

Digitalisasi proses bisnis juga berperan penting dalam
mengukuhkan kepercayaan konsumen. Konsumen modern,
terutama generasi milenial dan Gen Z, menuntut transparansi,
kemudahan akses informasi, dan kecepatan layanan. Dengan
digitalisasi, konsumen dapat melacak status halal produk,
memahami bahan baku yang digunakan, serta memeriksa
kredibilitas produsen. Hal ini bukan hanya mempercepat
penjualan, tetapi juga membangun loyalitas jangka panjang.

Digitalisasi menjadi tulang punggung yang memampukan industri
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kosmetik halal Indonesia beradaptasi dengan perubahan pasar
global yang semakin cepat.

Kemitraan dengan penyedia bahan baku halal berada pada
prioritas ketiga karena bahan baku merupakan inti dari kehalalan
produk kosmetik. Ketergantungan pada bahan impor yang tidak
terverifikasi halal menjadi kendala besar bagi industri kosmetik
nasional. Kemitraan strategis dengan pemasok bahan baku halal,
baik lokal maupun internasional, memastikan ketersediaan bahan
halal yang konsisten, terjangkau, dan memenubhi standar kualitas.
Selain itu, kemitraan ini merupakan langkah untuk membangun
kedaulatan industri halal Indonesia agar tidak selalu bergantung
pada rantai pasok global yang penuh ketidakpastian.

Keterlibatan pemasok dalam kemitraan halal juga
membuka ruang audit bersama, transfer teknologi, dan harmonisasi
standar bahan baku halal. Jika pemasok terlibat secara aktif dalam
proses pengembangan produk, maka kualitas bahan baku dapat
ditingkatkan dan risiko kontaminasi non-halal dapat ditekan
hampir nol. Konteks ini penting karena kosmetik halal tidak hanya
berbicara tentang bahan, tetapi juga tentang proses pengolahan,
penyimpanan, distribusi, hingga pengemasan. Kemitraan bahan
baku halal memastikan seluruh tahap tersebut selaras dengan
prinsip halal yang komprehensif.

Efficacy produk kosmetika dan kepraktisan penggunaan
menduduki prioritas keempat karena konsumen modern tidak
hanya menginginkan produk halal, tetapi juga produk yang
berkualitas tinggi, efektif, praktis, dan nyaman digunakan.
Kelemahan utama sebagian kosmetik halal adalah kurangnya

inovasi dalam formula dan performa produk sehingga seringkali
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dianggap kalah bersaing dengan kosmetik konvensional.
Penguatan efficacy adalah strategi yang harus diprioritaskan agar
kosmetik halal tidak dipersepsikan hanya sebagai produk “aman”,
tetapi juga produk “unggul”. Nilai efficacy mencakup hasil
penggunaan nyata, ketahanan produk di kulit, tekstur yang
nyaman, serta manfaat fungsional lainnya.

Kepraktisan dalam penggunaan juga menjadi faktor
penting dalam strategi penguatan kosmetik halal. Produk yang
efektif tetapi sulit digunakan akan ditinggalkan oleh konsumen.
Oleh karena itu, produsen harus memperhatikan aspek kemasan,
aplikator, formula yang cepat meresap, serta bentuk produk yang
sesuai gaya hidup modern. Strategi ini menempatkan kosmetik
halal bukan sekadar sebagai produk religius, tetapi sebagai produk
gaya hidup yang berkualitas dan kompetitif secara global.
Penguatan efficacy dan kepraktisan ini pada akhirnya menjadi
kunci diferensiasi produk halal Indonesia di pasar internasional.

Harmonisasi regulasi sertifikasi halal berada pada prioritas
kelima karena sertifikasi halal menjadi aspek yang sering kali
menghambat inovasi, memperlambat produksi, dan meningkatkan
biaya industri. Setiap negara memiliki standar halal berbeda,
sehingga ekspor kosmetik halal Indonesia sering terhambat oleh
ketidaksesuaian regulasi. Harmonisasi regulasi halal membuka
peluang bagi produsen untuk mendapatkan pengakuan halal yang
berlaku lintas negara tanpa harus melakukan audit ganda. Dengan
harmonisasi, proses sertifikasi menjadi lebih efisien, murah, dan
dapat mendukung percepatan ekspansi global industri kosmetik

halal Indonesia.
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Regulasi yang harmonis juga memberikan kepastian bagi
industri. Ketidakpastian regulasi menyebabkan industri enggan
berinvestasi dalam pengembangan produk jangka panjang.
Konsistensi regulasi, transparansi standar, dan penyelarasan
prosedur audit halal akan menciptakan ekosistem yang stabil bagi
industri untuk tumbuh. Harmonisasi ini juga menjadi syarat
penting apabila Indonesia ingin membangun posisi sebagai pusat
industri halal global yang diakui dunia.

Kemitraan strategis dan investasi R&D berada pada
prioritas keenam karena R&D merupakan basis dari inovasi jangka
panjang yang mendukung keberlanjutan industri. Namun, investasi
R&D membutuhkan sumber daya besar dan waktu panjang
sehingga tidak bisa berdiri sendiri tanpa kemitraan. Kemitraan
R&D antara pemerintah, universitas, industri, dan lembaga
sertifikasi menjadi solusi untuk membagi biaya riset, mempercepat
transfer pengetahuan, serta memperluas kapasitas inovasi nasional.
Kemitraan R&D juga memungkinkan pemetaan kebutuhan riset
yang lebih tepat sehingga tidak terjadi duplikasi riset antar
lembaga.

Kerja sama R&D dalam industri kosmetik halal juga sangat relevan
untuk menciptakan bahan baku lokal, mengembangkan formula
halal premium, serta memperkuat inovasi bioaktif dari
biodiversitas Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan hayati yang
luar biasa sebagai sumber bahan aktif kosmetik, namun belum
dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya penelitian.
Kemitraan strategis dalam R&D memberikan jalan keluar untuk
mengubah kekayaan alam Indonesia menjadi produk bernilai tinggi

dalam industri kosmetik halal global.
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Keenam strategi ini saling berhubungan dan tidak dapat
berdiri sendiri. Dukungan pemerintah membuka jalan bagi riset,
digitalisasi mempercepat efisiensi proses, kemitraan bahan baku
menjamin ketersediaan halal yang stabil, penguatan -efficacy
memastikan daya saing produk, harmonisasi regulasi membuka
akses pasar internasional, dan kemitraan R&D mengokohkan
inovasi jangka panjang. Integrasi keenam strategi ini menjadi
landasan bagi pembangunan industri kosmetik halal yang
berkelanjutan dan kompetitif.

Analisis prioritas ini menunjukkan bahwa industri
kosmetik halal Indonesia tidak cukup hanya berfokus pada salah
satu aspek. Ekosistem industri halal mencakup regulasi, riset,
teknologi, supply chain, dan consumer experience. Dengan strategi
yang sistematis dan terintegrasi berdasarkan prioritas yang tepat,
Indonesia berpotensi besar menjadi pemimpin industri kosmetik

halal dunia dalam satu dekade mendatang.
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Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan ( QS. Al-Hashr:18).

Ayat QS. Al-Hashr:18 yang memerintahkan manusia untuk
“memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok” menjadi

prinsip dasar bagi strategi dukungan pemerintah dalam
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memperkuat ekosistem riset kosmetik halal di Indonesia. Ayat ini
bukan hanya tentang persiapan spiritual, tetapi juga mengenai
perencanaan strategis dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Pemerintah yang tidak “memperhatikan hari esok” akan gagal
membangun ekosistem riset yang mampu menjawab tantangan
industri masa depan. Karena itu, kebijakan pemerintah harus
berfokus pada pembangunan laboratorium halal, pusat pengujian
kosmetik, serta pengembangan teknologi halal yang berjangka
panjang. Strategi ini sangat Qur’ani, karena riset dan inovasi adalah
bentuk istigbal al-mustagbal — membangun masa depan.

Dukungan pemerintah untuk riset halal juga merupakan
bentuk pengelolaan amanah publik. Dalam konteks ayat tersebut,
negara bertanggung jawab memastikan bahwa generasi mendatang
tidak hanya menjadi konsumen produk asing, tetapi menjadi
produsen unggul yang memimpin pasar global. Ekosistem riset
kosmetik halal yang kuat bukan hanya mempersiapkan hari esok,
tetapi juga memastikan kemandirian bangsa, mengurangi
ketergantungan impor, dan memperkuat nilai tawar Indonesia
dalam industri halal global. Ayat ini memperkuat bahwa
perencanaan jangka Panjang termasuk investasi riset halal adalah
bagian dari ketakwaan.

Ayat tersebut juga memberikan landasan moral bahwa riset
dan inovasi tidak boleh dilakukan secara sporadis atau tanpa visi.
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan riset
memiliki arah strategis yang jelas, terukur, dan berbasis kebutuhan
industri. Ketika pemerintah merancang roadmap riset halal yang

matang, ia sesungguhnya sedang menjalankan pesan Qur’ani:
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membangun masa depan yang lebih baik, lebih produktif, dan lebih

berdaulat dalam industri halal.
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Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-
Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu

bangunan yang tersusun kokoh ( QS. As-Saff:4).

Ayat QS. As-Saff:4 yang memuji orang-orang “yang
berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seperti bangunan yang
kokoh” sangat relevan dengan strategi digitalisasi proses bisnis
dalam industri kosmetik halal. Digitalisasi pada dasarnya adalah
upaya menata ulang proses bisnis agar rapi, terstruktur, efisien, dan
memiliki integritas data yang tinggi. Dalam ayat ini, Allah
menggambarkan bahwa kekuatan terletak pada kerapian barisan,
bukan sekadar jumlah. Digitalisasi dengan sistem audit digital,
pelacakan bahan baku, dashboard sertifikasi, dan otomasi produksi
menciptakan “barisan teratur” dalam industri halal.

Dalam konteks ini, digitalisasi bukan hanya inovasi
teknologi, tetapi praksis Qur’ani dalam menciptakan sistem yang
tidak berantakan, tidak rawan manipulasi, dan tidak menyulitkan
industri. Industri kosmetik halal tanpa digitalisasi akan penuh
celah, rentan terhadap kesalahan, dan tidak mampu bersaing pada
era global. Ayat ini menekankan bahwa soliditas dan keteraturan
adalah kekuatan dan digitalisasi adalah alat utama untuk

mewujudkannya.
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Digitalisasi proses bisnis juga menciptakan ekosistem halal
yang transparan, akuntabel, dan terhindar dari praktik curang.
Ketika industri berada dalam satu “barisan yang kokoh” artinya
sistem yang terintegrasi maka peluang ketidaksesuaian data,
pencampuran bahan non-halal, atau penyimpangan administrasi
dapat ditekan secara signifikan. Sinergi antara sistem digital,
regulator, dan industri menciptakan bangunan industri halal yang
kuat sesuai gambaran QS. As-Saff:4.

Kemitraan dengan penyedia bahan baku halal juga
mendapatkan penguatan dari ayat ini karena kerapian barisan tidak
mungkin tercipta tanpa sinergi hulu-hilir. Penyedia bahan baku,
produsen, regulator, dan lembaga riset harus berada dalam satu
koordinasi yang kokoh. Ketika pemasok bahan baku terpisah dari
standar halal, seluruh sistem menjadi goyah. Ayat tersebut
mengajarkan bahwa kekuatan lahir dari keterhubungan kemitraan

bahan baku halal adalah bentuk nyata penyatuan barisan.

Crimall gl i {5 Ul 2ol U 135 0l
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan)
Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-
jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta

orang-orang yang berbuat baik ( QS. Al-Ankabut:69).

Ayat QS. Al-Ankabut:69 yang menyatakan bahwa “Allah
akan membimbing mereka yang bersungguh-sungguh dalam jalan-Nya”
sangat relevan untuk strategi peningkatan efficacy produk
kosmetika dan kepraktisan penggunaan. Kualitas produk yang

tinggi tidak muncul dari proses instan, tetapi dari kerja keras,
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eksperimen berulang, dan komitmen riset berkelanjutan. Ayat ini
menegaskan bahwa kesungguhan adalah jalan pembuka bagi
inovasi yang diberkahi. Industri kosmetik halal harus bersungguh-
sungguh dalam riset ilmiah agar produk mereka tidak hanya halal,
tetapi terbukti efektif dan berkualitas kompetitif.

Dalam konteks industri, kesungguhan yang dimaksud ayat
ini terkait langsung dengan proses R&D yang panjang, pengujian
stabilitas produk, penelitian efektivitas, dan pengembangan
formula yang nyaman digunakan. Produk yang berkualitas adalah
buah dari upaya ilmiah yang tidak setengah hati. Karena itu,
strategi penguatan efficacy dan kepraktisan bukan hanya
kebutuhan industri, tetapi selaras dengan prinsip Qur’ani bahwa
hasil terbaik diberikan kepada mereka yang berjuang dengan
sungguh-sungguh.

Ayat ini juga sangat relevan untuk strategi kemitraan
strategis dan investasi R&D. Kesungguhan dalam riset, kerja sama
lintas lembaga, dan investasi jangka panjang adalah bentuk
mujahadah (kesungguhan) dalam konteks ekonomi dan ilmu
pengetahuan. Allah menjanjikan bimbingan dan pembukaan jalan
bagi mereka yang benar-benar berusaha. Artinya, industri halal
yang menempatkan R&D sebagai prioritas akan selalu menemukan
jalan kemajuan, pengetahuan baru, serta inovasi bahan baku halal
yang lebih unggul.

QS. Al-Ankabut:69 juga menegaskan bahwa keberhasilan
industri halal tidak datang dari sekadar klaim religius, tetapi dari
komitmen ilmiah. Produk halal harus dibangun dari ilmu, bukan
sekadar label. Ketika industri bersungguh-sungguh dalam

membangun kompetensi ilmiah, maka hasilnya akan diperkuat
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oleh bimbingan Allah, baik berupa kepercayaan konsumen,
keberhasilan pasar, maupun reputasi global.

Harmonisasi regulasi sertifikasi halal mendapatkan
legitimasi teologis dari ayat ini karena harmonisasi membutuhkan
kesungguhan kolektif lintas negara, lembaga, dan industri.
Harmonisasi tidak dapat dicapai dengan sikap pasif; ia menuntut
diplomasi yang kuat, negosiasi standar, dan komitmen teknis.
Kesungguhan ini adalah wujud jalan panjang yang dimaksud dalam
ayat tersebut jalan yang akan dibimbing Allah menuju kemajuan.

Ketiga ayat ini secara umum memperkuat seluruh strategi
prioritas: pemerintah wajib merencanakan masa depan (Al-
Hashr:18), industri wajib menata sistem dan bersinergi (As-Saff:4),
dan seluruh pemangku kepentingan wajib bersungguh-sungguh
dalam riset dan inovasi (Al-Ankabut:69). Ini membangun fondasi
teologis bahwa strategi industri halal bukan hanya rasional, tetapi
juga bernilai ibadah.

Integrasi nilai Qurani ini menunjukkan bahwa
pengembangan kosmetik halal bukan sekadar agenda ekonomi,
tetapi langkah peradaban. Ketika pemerintah merencanakan secara
visioner, industri bergerak dalam barisan rapi berbasis digitalisasi,
dan seluruh pihak bersungguh-sungguh dalam riset, maka Allah
menjanjikan keberkahan, kemajuan, dan solusi bagi tantangan
industri. Dengan demikian, keenam strategi prioritas tersebut tidak
hanya tepat secara teknis, tetapi juga mendapatkan legitimasi moral
dan spiritual dari Al-Qur’an. Strategi ini merupakan bentuk
implementasi nilai Islam dalam sektor industri modern,
membangun jembatan antara wahyu, ilmu pengetahuan, dan

kemajuan ekonomi umat.
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STRATEGI
PENGEMBANGAN KOSMETIK HALAL

INDONESIA

Perkembangan industri kosmetik halal di Indonesia mengalami
peningkatan yang signifikan seiring dengan tumbuhnya kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya produk yang aman, berkualitas, dan
sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai negara dengan mayoritas
penduduk Muslim, Indonesia memiliki peluang besar untuk
mengembangkan industri kosmetik halal yang berdaya saing, baik di
tingkat nasional maupun global. Namun, pengembangan tersebut
memerlukan strategi yang terarah, dukungan regulasi yang kuat, serta
sinergi.antar pemangku kepentingan.

sif konsep; regulasi, dan dinamika industri kosmetik
ia. Uraian dalam buku ini mencakup aspek sertifikasi
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